PENERAPAN PRUDENTIAL BANKING PADA PELAKSANAAN
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
BANK SYARIAH MANDIRI KOTA JAMBI

TESIS

VIS INOAN

()
R
0
x
U
>
y4
S

M

OLEH :
NAMA MHS. . ETI SUSANTI
NO. POKOK MHS. : 11912719
BKU : HUKUM BISNIS

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2013



©
£
]
[1 4
W
>
Z
3

PENERAPAN PRUDENTIAL BANKING PADA PELAKSANAAN
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
BANK SYARIAH MANDIRI KOTA JAMBI

Oleh :
Nama Mhs. : ETISUSANTI
No. Pokok Mhs. : 11912719
BKU : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing

Drs. Agus Tryanta, M.A.,,M.H.,Ph.D Yogyakarta, 29 April 2013

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum.

ii



PENERAPAN PRUDENTIAL BANKING PADA PELAKSANAAN
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA
BANK SYARIAH MANDIRI KOTA JAMBI

TESIS
Oleh :
Nama Mhs. - ETI SUSANTI
No. Pokok Mhs. - 11912719
BKU : Hukum Bisnis

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal dan dinyatakan
Tim Penguji
Ketua
Drs. Agus Tryanta, M.A,M.H.,Ph.D Tanggal$3...J4:. 22013
Anggota
Dr. Surach Winarni,S.H.,M.Hum Tanggal.%%..'.‘:[‘.‘?f.:‘. 201, ..

Anggota

iii



MOTTO

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (relzakil perdagangan)

dari Tuhanmu.!. (Al-Bagarah: 198)
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[Imu itu lebih baik dari pada harta. llmu akan nagg engkau dan engkau
menjaga harta. llmu itu penghukum (hakim) sedandjiaata terhukum. Kalau
harta itu akan berkurang apabila dibelanjakanpidtau akan bertambah apabila
dibelanjakan. (Sayyidina Ali bin Abi Thalib)
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Al-Bai'u Bitsaman Ajil
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Aqgad tijarah

Assymmetric Information

Moral Hazard

DAFTARISTILAH

: Pembiayaan akad jual belengan pembayaran
kembali (harga pokok dan keuntungan) secara
angsuran.
: Yaitu pembiayaan akad jual beli deng
pembayaran kembali (harga pokok dan
keuntungan) setelah jatuh tempo.
. (kerja sama/kongbgntuk umum dari usaha bagi
hasil di mana dua orang atau lebih
menyumbangkan pembiayaan dan manajemen
usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak.
Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antaea pa
mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut
proporsi modal. Transaksi Musyarakah dilandasi
adanya keinginan para pihak yang bekerja sama
untuk meningkatkan nilai asset yang mereka
miliki secara bersama-sama dengan memadukan
seluruh sumber daya.
: Pembiayaan dengan jumlah modalgahaantara
pihak Bank dengan pihak peminjam
: PembiayaaAl-Mudharabah yaitu bank syariah
dapat menyediakan pembiayaan modal investasi
atau modal kerja sampai 100%, sedangkan nasabah
menyediakan usaha dan manajemennya.

: Kebajikan Pembiayaan ber-agad gordhul hasan

adalah pembiayaan yang berorentasi pada
kebajikan, yaitu Bank yang memberikan
pembiayaan kepada pihak-pihak yang
membutuhkan.

: Akad Tijarah adalah akad komersil, akad untuk

mencari profit/keuntungan dari bagi hasil yang
melibatkan pendapatannya.

: Suatu kondisi dimana asktu pihak memiliki
informasi yanglebih baik dari pada pihak yang
lain. Dalam konteks perusahaan, manajer memiliki
informasi yang lebih baik tentang kondisi
perusahaan dibandingkan dengan investor yang
tidak terlibat dalam manajemen

: Keadaan yang berkaitan dengan sifat, pembawaan

dan karakter manusia yang dapat menambah



Bai'al al Murabahah

Bai'as as Salam

Bai'al al Istishna

custodian

Capital Adequacy Ratio

Fee

Funding

Financing

Fit And Proper Test

Free based Income

ljarah

ljarah Wa Igtina

Interest Free Banking

besarnya kerugian disbanding dengan risiko rata-
rata.

: Adalah jual beli barang pada harga asal dengan

tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak
Bank dan nasababh.

: Akad pesanan barang yang disebutkan sifat-

sifatnya, dimana pemesan barang menyerahkan
uang seharga barang pesanan, barang mana masih
menjadi tanggungan penerima pesanan.

: Merupakan suatu jenis khudas bai' assalam
Umumnya dipergunakan di bidang manufaktur

: Penitipan barang untuk kepentingarakpikain
berdasarkan suatkontrak.

: Perbandingan antara modal sendiri dan aset

tertimbang menurut risiko

: (Balas jasa atau upah) balas jasa berupa uang

kepada perseorangan atau perusahaan karena
penggunaan kealian di bidang tertentu

: Funding adalah kegiatan menghimgana dari
anggota atau calon anggota yang berbentuk
simpanan atau penyertaan modal guna penguatan
modal kedalam.

: Produk penyalur dana di bankiaby sebagai
pemenuh kebutuhan  masyarakat yang ingin
memperoleh pembiayaan

: Penilaian kemampuan dan kepatutan
: (Jasa-jasa bank) kegiatan perbankan yang

dilakukan oleh suatu bank untuk memperlancar
kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana.

. (Sewa menyewg)emindahan hak guna atas suatu

barang dan atau jasa atas pembayaran upah sewa
tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan
barang itu sendiri

: Pembiayaan barang modal dengan prinsip sewa

murni tanpa pilihan(ljarah) atau dengan adanya
pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang
disewa dari pihak bank oleh pihak lain

: Bank yang dalam transaediruh kegiatannya
tidak menggunakan sistem bunga (Bank syariah)
Intermediary Financial
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mark-up
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: Lembaggang sebagian besar asetrigediri dari
aset-asetfinansial dan memperoleh pendapatan
dari kontr&k-kontrak keuangan sepertearities
dankredit pinjaman

:olak ukur untuk menilaingkat kemungkinan
diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam
aktiva produk berdasarkan kriteria tertentu.

: para pihak yang kekurangan dana yang

membutuhkan dana untuk melakukan kegiatan
usahanya

: kejahatan yang dilakukan oleh petugas bank untuk

menutupi kekurangan kas dengan melakukan
penundaan pembukuan penyetoran nasabah atau
membukukan jumlah  tersebut kedalam akun
nasabah lain

:surat dari suatu bank yang memebrikan kuasa

kepada bank atau pihak lain untuk membayar atau
mengaksep atau mengambil alih kewajiban
seseorangsesuai dengan syarat2 yang tercantuk
dalam surat tersehut

: kemampuan seseorang atau perusahaan untuk

memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus
dibayar dengan harta lancarnya

. (peminjaman) sejumlah dan yang disediakan bank

kepada nasabha dengan pemberian keuntungan
yang harus dilunasi kemmbali dengan cara
angsuran dilunasi segera dalam waktu yang

singkat .

'sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan
yang wajib maka ia wajib diadakan
‘penggelembungan anggaran atau jumlah kredit
yang diminta dari perbankan untuk membiayai
suatu proyek tertentu

:penggabungan dua bank atau lebih dengan cara
mempertahankan berdirinya salah satu bank dam
membubarkan bank lain dengan atau tanpa
meliqudasi

: merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak

dimana pihak pertama (Shahibul  Maal)



menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan
pihak lainnya fhudharib

Mudharabah Mugayyadah of Balance Shebterupakan penyaluran dana

Mudharabah Mugayyadah
on Balance Sheet,

Mudharib

natural uncertainty
contracs

Ownership/ Milkiyyah

Mudharabahlangsung kepada pelaksana usahanya,
dimana bank bertindak sebagai peran(aranger)
yang mempertemukan antara pemilik dana dengan
pelaksana usaha.

Merupakan  simpanan  khusus (Restricted
Investment) dimana pemilik dana dapat
menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus
dipatuhi oleh bank.

: calon pengelola dana atau modal yang dimiliki

oleh orang lain untuk nantinya akan dibagi
keuntungannya sesuai dengan kesepakatan yang
telah ditetapkan

'suatu jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang

tidak memiliki kepastian atas keuntungan dan
pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu
penyerahannya

: pemindahan kepemilikan, sesuatu kekhususan yang

menghalangi yang lain menurut syara; yang
membenarkan si pemiliknya itu bertindak terhadap
barang miliknya sekehendaknya kecuali ada
penghalang.

Prudential Banking Principleperbankan yang beropeasi dengan memperhatikan

safe deposit box

Sharf

Services

secara seksama rambu-rammbu yang disusun oleh
bank indonesia atau rambu-rambu prinsip kehati-
hatian yang disusun sendiri.

: (Kotak  simpan amaRhpsilitas pengamanan
barang berharga dalam bentuk kotak yang
disediakan oleh bank untuk kepentingan nasababh,
kotak tersebut hanya dapat dibuka oleh bank dan
nasabah secara bersama-sama, kotak pengaman
harta.

: Adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan

valuta lainnya
jasa yang merupakan salah satu produk yang
dimiliki bank syriah



surplus of funds
Solvabilitas

Shohibul Maal
tagihan akseptasi,

Trust Financing
Trust Investmen
restricted mudharabah

. para pihak yang kelebihan dananya di Bank.
:Kemampuan untuk memebayar kewajibannya

sesuai dengan jadwal yang ditetapkan hal itu
berarti jumlah asset lebih besar dari pada
kewajibannya

: pemilik dana

: tagihan janji untuk mebayaengdn cara
memberikan memoatau wesel dengan
membubuhkan tanda tangan.

pembiayaan yang dapat dipercya
. iventasi yang dapat dipercaya

atau speciefied mudharabahbentuk kerjasama antarahohibul maal dan

Agreement

Underlying Transaction

mudharibyang cakupannya snudharib dibatasi
dengan batasan usaha, waktu dan tempat usaha.
Dan adanya pembatasan ini  seringkali
mencerminkan kecenderungan umushohibul
maal dalam memasuki jenis usahigludharabah
muqayyadalterbagi menjadi dua

tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janj
dijual kembali

: menjual juga menjamin resiko dari surat-surat

berharga yang dari pihak ketiga yang diterbitkan
atas dasar transaksi nyata
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ABSTRAK

Bank Syariah Mandiri adalah bank kedua yang didirisetelah Bank Muamalat
di Indonesia, jika Bank Muamalah lahir pada tah@f82lsementara Bank Syariah
Mandiri lahir dikarenakan tuntunan dari masyarakaislim Indonesia yang
menganggap bunga itu haram maka pada tahun 19@filadr Bank Syariah
Mandiri. Bank Syariah Mandiri merupakan Bank Islpertama yang berdiri di
Jambi yaitu pada tahun 2003. semakin berkemban@ay&k Syariah Mandiri
diprovinsi Jambi maka semakin perlu memberikan pemgn-pengaturan agar
bank tetap sehat, apalagi jika nasabah ingin mkéakuransaksipembiayaan
mudharabah di Bank Syariah Mandiri yng penuh dengan resikgakmlan oleh
karena itu timbulah aturan tentang pengaturan iprikshati-hatian perbankan di
Indonesia yang merupakan suatu prinsip yang hatasagkan di Bank Syariah
Mandiri dalam segala kegiatan usaha untuk menjagahatan bank.

Penelitian ini merupakan penelitigaridis normatif yang sepenuhnya difokuskan
padaprudential banking danpembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri
Kota Jambi dan ditambah lagi dengan kajian-kajiastaka.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini ddaleagaimana penerapan
prudential banking padapembiayaan mudharabah di Bank Syariah Mandiri Kota
Jambi?Bagaimana sanksi dan akibat hukum apabilaangghr prudential
banking?Tanggung jawab mudharib jika terjadi kegagalan®dmjdari penelitian
adalah untuk mengetahui bagaimana penergpattential banking, sanksi dan
akibat hukum, serta apa yang harus dilakukaxharib apabila menyebabkan
kegagalan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Banlka$h Mandiri Kota Jambi
telah melaksanakamprudential banking dengan baik. hanya tergantung dari
bagaimana karyawan melaksanakannya. Penerapalential banking dimulai
pada tahap awal pembiayaan yaitu pada permohonabiggaan dan analisa
pembiayaan yang dapat menentukan baik tidaknydharib dalam menerima
pembiayaan. memberikan sanksi bagi para pegawagi iyetakukan pelanggaran
adalah cara terbaik untuk memberikan pelajaran agelakukan pembiayaan
tidak dengan sesuka hati dan setiapdharib bertanggung jawab untuk
mengembalikan pembiayaan apabila dia melanggaarpem pembiayaan.
kesimpulannya adalah pentingnya menerafRamential Banking dalam segala
transaksi perbankan dan menempatkan orang-orampjyjam dan berpengalaman
pada bagian pembiayaan agat dapat menjaga pembidgéaasifat korupsi, kolusi
dan ketidak jujuran dan bagi setiap nasabah atggy teenjaga perjanjian dengan
baik.

XiX
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga yang mempunyai perananngedtlam
kehidupan masyarakat, hampir seluruh masyarakatget&mui peranan
penting Bank bagi kehidupan. Bank melakukan pemgalu dan
penghimpunan dana dari Bank kepada masyarakatndena Bank sebagai
penghimpunan dana dilakukan Bank dengan cara mémbepelayanan
kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman yapgt ddigunakan
sebagai modal usaha, keperluan pendidikan, runmgggsataupun yang ingin
mendapatkan kemudahan bertransaksi dalam duniis.bisn

Setiap masyarakat memiliki berbagai kebutuhan yeargs di penuhi
baik keputusan Primer, Sekunder ataupun Tersiera Adlanya bagi
masyarakat yang memiliki kelebihan kehidupan ingiempermudah cara
bertransaksi baik untuk kebutuhan bisnis maupunitkéian rumah tangga hal
ini disebabkan karena semakin meningkatnya kebuatwbehadap kapasitas
tingkat hidup yang semakin menanjak seiring demqaekonomian Indonesia
yang semakin membaik. Adakalanya pula masyaratak tnempunyai dana
nyata (uang tunai) dalam segala traksaksi, olebriaitu berbagai lembaga
pembiayaan muncul dan menawarkan jasa baik daripgggankan maupun

keuangan diluar perbankan.



Lembaga Perbankan merupakan salah satu lembagadesugang
mempunyai nilai strategis dalam dunia perekonorsisatu Negara. Lembaga
tersebut berfungsi sebagai perantara pihak-pihag kakurangan danéatks
of fund$ dengan pihak-pihak yang memiliki kelebihan dasarglus of
fund9.'Dengan demikian, lembaga perbankan akan bergetakndeegiatan
pengkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan bkefik untuk melayani
kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisteengpbembayaran bagi
semua sektor perekonomian.

Sekalipun Indonesia bukan Negara Islam, tetapi eda adalah
Negara yang mayoritas penduduknya beragama fSlanakanya Bank
Syariah memjadi tempat yang terbaik buat masyangkag) beragama Islam
dalam mempercayakan uangnya, bahkan kini bukanahamgng Islam saja
yang menggunakan segala kegiatan usaha Bank Sysaiabn masyarakat
yang tidak menjalankan kepercayaan secara Islam fjugnggunakan Bank
Syariah sebagai tempat menyimpan uang atau merepepeimbiayaan. jadi
wajar saja banyak Bank Konvensional yang membaiiydi kedalam konsep
syariah.

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional ladaistem

pengoperasiannya dimana Bank Konvensional mengaunalstem Bunga

! Muhammad Jumhan&jukum Perbankan di Indonesi€et. 4, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2003), him. xi

2 Burhanuddin Susantblukum Perbankan Syariah di Indonesigrogyakarta: Ull
Press, 2008) him. 34

® Sutan Remy SjahdeinPerbankan Islam, dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum
Perbankan Indonesja(Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), him,.121



sementara Bank Syariah tidak mengenal sistem budga hanya

menggunakan sistem bagi hasil. Konsep dari perek@moSyariah Indonesia

adalah meletakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilam sebagai konsep
dasar syariah untuk mewujudkan kehidupan Bangsgatiemasyarakat yang
bersih hati dan sejahtera lahir dan batin. Namukabthanya itu saja yang
membedakan Bank Syariah dengan Bank Konvensiordd, laeberapa
perbedaan yang membuat Bank Syariah lebih ungguBdak Konvensional

yaitu:*

1. Dalam penyelesaian sengketa, Bank Konvensional gueradan BANI
(Badan Arbitrase Nasional Indonesia) maka Bank iSgamenggunakan
BASYARNAS (Badan Arbitrase Nasional Syariah), yangana
BASYARNAS tersebut dikhusus untuk segala kegiateamiah.

2. Jika Bank Konvensional menggunakan hukum positikandank Syariah
menggunakan Hukum Islam dan Hukum Perjanjian Islam

3. Struktur organisasi Bank Syariah diawasi oleh Dewgariah Nasional
dan Dewan Pengawas Syariah sementara Bank Konwahstaak
memilikinya.

4. Dalam hal hubungan dengan nasabah Bank Syariah me&hgutamakan
kemitraan sementara Bank Konvensional menggunaka&ditir dan
debitur

Pemerintah melakukan otoritas keuangan dan Perbapé&avenang

menetapkan aturan dan bertanggung jawab melakukagapiasan terhadap

* Dwi Nurul Musjtari dan FadiaHukum Perbankan Syariah dan Tafakul (Dalam Teori
Dan Praktik, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhamiyald Yogyakarta, 2008), him.
66-67.



jalannya usaha dan aktivitas perbankan. Kebijakemefintah di sektor
perbankan harus diarahkan sebagai upaya mewujystkédankan yang sehat,
kuat dan kokoh. Hal ini mengingat kebijakan di Iiggperbankan ini tidak
lagi semata-mata memegang peranan penting dalamgemdéangkan
infrastruktur keuangan dalam rangka mengatasi kasgan antara tabungan
dan investasi tetapi juga berperan penting dalanmetlieara kestabilan
ekonomi makro melalui keterkaitannya dengan efiésitkebijakan moneter.
Lembaga perbankan dalam Syariah Islam dilandaskata [xaidah
dalam Ushul Figh yang menyatakan bahwéa Laa Yatimm Al-Wajib llla
Bi Hi Fa Huwa Wajib” yang berarti sesuatu yang harus ada untuk
menyempurnakan yang wajib maka ia wajib diadakarenddri nafkah
termasuk melakukan kegiatan ekonomi wajib adanigd, karna pada saat ini
kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpanyaddembaga
perbankan, maka lembaga perbankan ini pun menjajith wntuk diadakaf.
Secara umum pembiayaan yang diberikan atau dikelnarsleh Bank
Syariah meliputi tiga (3) kerangka (agad) pembiayzesar:
1. Pembiayaanber-aqad tijarah (Jual-beli). Pembiayaan ini digolongkan
sebagai pembiayaan yang bersifat investasi, jenduit pembiayaan yang

dikeluarkan meliputi :

® Syahril Sabirin, Upaya Keluar Dari Krisis Ekonomi Dan MoneterOrasi limiyah
Yang Disampaikan Pada Acara Wisuda Sarjana Untesrdiluhammadiyah Sumatera Barat,
Padang, 29 September 2001, him. 5

® Adiwarman A. Karim,Bank Islam Analisis Fikih Dan KeuangafJakarta: Raja
Grafindo Persada, 2006), him. 14-15.

" Muhamad,Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syarigtogyakarta: Ull Press,
2000), him 5.



a.Al-Bai'u Bitsaman Ajil(Jual beli dengan cara angsuran);
b. Al-Murabahah(Jual beli dengan cara jatuh tempo);
c. Produk ljarah(Sewa menyewa).

2. Pembiayaan bemgad syarikah(kerja sama/kongsi). Digolongkan sebagai
pembiayaan yang bersifat modal kerja, jenis prgoabiayaan syarikah
meliputi :

a. Pembiayaanal-Musyarakah (pembiayaan dengan jumlah modal
sebagian antara pihak Bank dengan pihak peminjam);

b. Pembiayaaal-Mudharabah(pembiayaan dengan dana 100% dari pihak
Bank).

3. Pembiayaan bemgad qordhul hasar(kebajikan) Pembiayaan bagad
gordhul hasamadalah pembiayaan yang berorentasi pada kebajyieatn,
Bank yang memberikan pembiayaan kepada pihak-pyaak tergolong
dalam delapaasnaf®

Seiring dengan berkembangnya Bank Syariah makarldkaa juga
aturan dan pengawasan guna menjaga bank agarsttap dan bisa berdiri
hingga nanti, dalam hal ini perbankan harus mekaraprudential Banking

Principle. Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam mek#k@anusahanya

berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakasippkehati-hatiaf.

8 Dalam QS. At-Taubah ayat 60 mengatakan bahwa ganaksud dengan delapan asnaf
adalah orangrang yang orang-orang fakir, orang-orang miskimiazakat, para muallaf, untuk
hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya, o@agg yang terbelit hutang, pejuang di
jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam peran(ibnu sabil).

° Pasal 2 Undang-Undang Reublik Indonesia Nomoralfum 2008 tentang Perbankan.



Dari ketentuan ini menunjukkan bahwa Prinsip kehatian adalah salah satu
asas terpenting yang wajib diterapkan atau diladeam oleh bank dalam
menjalankan usahanya.

Pemerintah telah cukup mencurahkan perhatian dagepgurnaan
peraturan-peraturan hukum dibidang perbankan ndal&ipenerapan undang-
undang hingga peraturan yang sifatnya teknis sedéhp tersedia. Bahkan
peraturan yang berhubungan dengan prinsip kehadifipain Prudential
Banking sudah sangat memadai. Hal ini terlihat dengamysdaindang-
undang perbankan yang mengatur tentanglential bankingpada pasal 2
Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008 diatas.

Prinsip kehati-hatian Rrudential Bankiny merupakan salah satu
prinsip yang harus dipakai pada setiap bank baikgyberoperasi secara
Konvensional maupun Syariah, dikatakan demikianehar prinsip ini
merupakan perwujudan dari seluruh kegiatan lemhbag@dankan. Secara
yuridis prinsip kehati-hatian ini diatur dalam UmgalUndang No.7 Tahun
1992 Jo. Undang Undang No. 21 Tahun 2008 selarguthisebut undang-
undang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwant@m Indonesia
dalam melakukan usahanya berasaskan prinsip syat@hokrasi ekonomi
dengan menggunakan prinsip kehati-hatRmdential Banking)*

Dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian dijabardatam rambu-

rambu kesehatan BanRrudential standarfldan harus dijalankan sesuai yang

19 HermasyahHukum Perbankan Nasional IndonesZetakan Ke. 4(Jakarta: Kencana
Pranada Media Group, 2008), him. 135

" pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008



telah diamanatkan oleh undang-undang. Penentuahuremmbu kesehatan
Bank bertujuan agar bank sebaghutermediary Financial Institusion
melakukan kegiatan usaha pembiayaan selalu daladake sehdt.

Salah satu jasa Perbankan Syariah yang ditawaallatah sistem
pembiayaan dengan cara bagi h&sludharabah), mudharabamerupakan
akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana péntmaShohibul Maal)
menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihaiya Mmudhari
menjadi pengelola. Keuntungan usaha bersama dibagurut kesepakatan
yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan kerugigangbung oleh
shohibul maal namun jika mudhrib yang menyebabkan kerugian maka
mudharibwajib menanggung resikonya.

PembiayaanMudharabah dengan akad jual beli di Bank Syariah
sangat fleksibel dalam penerapannya sangat mekagadan memberikan
kemudahan bagi para nasabah. Masyarakat yang maersuntikan dana
tidak perlu takut atau khawatir untuk melakukanjda@ama bersama Bank
Syariah, karena modal seluruhnya akan ditangguety &ank, meskipun
demikian dalam pelaksanaan akad ini harus hatielilirenakan pembiayaan
Mudharabahsangat rentan dengan resiko terhadap kegagaldda s@angat
diperlukan batasan-batasan dan aturan-aturan gangetamatkan modal dari
resiko kerugian.

Dalam pembiayaanMudharabah, bank melakukan kerja sama

dengan nasabah, dimana Bank memberikan kepercégmapa modal untuk

12 widjanarko, sekali lagi: soal kehati-hatian (solusi hukum dalamenyelesaikan
masalah kredit bermasalah)Jakarta: Info Arta Pratama, 1997), him. 14



melakukan investasi dalam suatu jenis usaha unikedoth oleh nasabah,
dengan perjanjian keuntungan yang didapatkan akbagid antara Bank
dengan pengelola sesuai kesepakatan. Dalam perahidadharabahini,
Bank ataupun nasabah (pengelola) mempunyai kostrdalam usaha. Bank
berkontribusi dengan modal, sedangkan pengelolkobgibusi dengarskill
yang dimiliki. Selain itu, kedua pihak juga harugmanggung resiko dari
kemungkinan usahanya rugi. Bank beresiko berkuetag tidak kembalinya
modal, sedangkan nasabah beresiko hilangnya kegariuryang akan
didapat*®

Ciri khas dari sebuah perjanjian pembiayaan Isandan
Mudharabahadalah sistem saling percaya yang tinggi antasabah dan
Bank. Karena pada kenyataanrijadharabahsebagai pembiayaan beresiko
tinggi karena bank akan selalu menghadapi perntzsal&ssymmetric
Information Dan Moral Hazard* Mudharabahmerupakan salah satu produk
pembiayaan yang mengunakan prinsip bagi hasil.

Pembiayaan mudharabah kurang diminati di Bank Slatibanding
dengan produk jual beli. Hal ini diakibatkan kareBank Syariah kurang
mengetahui resiko ketidak pastian untung atau rkeiika pengusaha
mengelola danaMudharabalmya, walaupun berbagai prosedur telah
digunakan oleh pihak Bank Syariah namun resikodk&pastian ini tetap

kurang bisa diminimalisir. Yang menjadi penting latlajika mengingat

13 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islaop.cit, him. 33.

4 Hermasyah, Hukum Perbankaop.cit,him. 134



pembiayaan mudharabamaka harus mengingat masalah dan resiko yang
harus siap dihadap.

Kehadiran Bank Syariah di Povinsi Jambi memberi&agin segar
bagi kehidupan masyarakat terutama untuk menabamgnadencari modal
usaha, dengan adanya Bank Syariah masyarakatp&tik merasa khawatir
dengan bunga yang besar, pada pasar syariah dii Jenukti 36%
masyarakat termotivasi untuk membuat keputusan lienmvestasi atau
pembiayaan di perbankan syariah, dimana perbedaantiagginya tingkat
kepercayaan, pengalaman dan pengetahuan konsumga swtivasi
masyarakat/konsumen memahami akan hukum Islam lyangr antara halal
dan haram untuk menyimpan, menginvestasikan dan dapemn
kredit/pembiayaan usaha yang ditawarkan perbankamash dengan system
dan prinsip manajemen perbankan syariah yang berlthgan sistem
Perbankan KonvensionH.

Secara psikologis konsumen berusaha untuk mengadn apa
yang dipercaya dalam kehidupan khususnya dalamepmagn keuangan.
Selanjutnya terlihat juga dari pengaruh yang ada flipengaruhi oleh budaya
yang ada didalam masyarakat yaitu budaya Islam ya@ggharamkan riba,

dengan munculnya Bank Syariah yang membawa perobadda sistem dan

Y Heru Sudarsono,Peran Lembaga Penjamin dalam Pembiayaan Mudharabah

http://herisudarsono07.multiply.com/journal/item/Béran-Lembaga-Penjamin-dalam-
Pembiayaan-Mudharabah-?&show_interstitial=1&u=%2Fal%2Fitem, akses 25 november
2012

'8 |bid
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gaya hidup perbankan yang sesuai dengan Syarah ldan sesuai dengan
gaya hidup masyarakatnya.

Bank Syariah Mandiri Kota Jambi merupakan Bank @&yapertama
yang berdiri diJambi, Bank Syariah Mandiri Kota Barberdiri pada tahun
2003 Kemudian diikuti oleh Bank Muamalat pada tal@®4, Bank BRI
Syariah pada tahun 2006, Bank Syariah Mega tah08,Z8ank BNI Syariah
tahun 2010,dan Unit Usaha Syariah pada Bank PermabangDaerah Jambi
tahun 2011. Respon positif masyarakat jambi terlir@da perkembangan
Perbankan Syariah yang semakin signifikan, lihgg Bank Syariah Mandiri
Kota Jambi sudah memperoleh pembiayaan yang ctikggi yaitu dalam
bentuk pembiayaamudharabah, musyarakalanmurabahahbaru mencapai
Rp.185.534.132,377. Jumlah tersebut meningkat fzdaa 2007 menjadi Rp.
1.254.995.710,628 Sementara pada tahun 2012 untuk pembiayaan
mudharabatmencapai 364.773.963.

Bank Syariah Mandiri Kota Jambi sejak tahun 2008géerusaha
memenuhi keinginan masyarakat dengan membantu naksyanendapatkan
dana untuk modal usaha, melalui pembiayaanharabahyang di khususkan
pada pembiayaan mudharabamuqgayyadah off balance shegtang
merupakan pembiayaan bagi hasil tapi bank bertitdédan sebagahohibul

maaltapi hanya jadi perantara antateohibul maadanmudharib

" Musnaini JambiAnalisis Deskriftif Segmentasi Berdasarkan Peril&onsumen Pada
Perbankan Syariah Di Kota Jambi Http://Www.Scribd.Com/Doc/78971418/Analisis-
Segementasi-Pasar Bank-Syaria, Akses 05 Novemi@r 20

18 Habriyanto, “Analisis Fungsi Intermediasi LembaBarbankanSyari'ah Pada Bank
Syari’ah Mandiri Kota Jambi"Tesis MagisterPPs IAIN STS Jambi, 2007, him. 92-93

19 Laporan keuangan Bank Syariah Mandiri pada tafodr® 2
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Dengan adanya pembiayaan jenis ini maka Bank Syaviandiri
Kota Jambi tidak perlu lagi takut merugi dan kedaggembiayaan, karena
tugas bank hanya mengawasi pembiayaan tersebut tidigér keluar dari
jalurnya.

Dalam hal siapa saja yang melakukan kegiatan demgaggunakan
sistem mudharabah di Jambi adalah mereka para pelaku usaha yang
membutuhkan dana untuk memenuh kebutuhan usahdayansndirikan
usaha baru.

Kepala perwakilan Bank Indonesia untuk wilayah Jayaiiu bapak
Marlison Hakim menyatakan bahwa pangsa asset gahasyariah terhadap
Bank Umum di Jambi terus menunjukkan peningkatariaBbun 2011 pangsa
asset mencapai 5,94 persen, 7,24 persen padartbept2012. Pagka asset di
Bank Syariah di Provinsi Jambi jauh diatas pangsaipBank Nasional yang
hanya mencapai 3,90 persen berbeda dengan jumésh syariah tercatat
mencapai Rp 1,75 triliun meningkat 40,21 perseihlébggi dari peningkatan
aset Bank Umum Jambi yang sebesar 15,06 perseatniagperkembangan
dimaksud tak lepas dari bertambahnya jumlah Bardi&y yang beroperasi
yaitu satu Bank Umum Syariah (BUS) dan satu UniahadsSyariah (UUS)
serta semakin dikenalnya oleh Bank Syariah dikepaaksyarakat’

Semakin tingginya keinginan masyarakat maka semdnyak

masalah dan resiko yang dihadapi Bank Syariah MiaKdia Jambi. Resiko

2 Tya, Pangsa Bank syariah di Jambi meningkat

Http://Www.Metrojambi.Com/V1/Bisnis/11912-PangsarReSyariah-Di-Jambi-Meningkat.Html,
Akses 05 November 2012



12

yang harus diantisipasi oleh Bank Syariah walaugenara mekanisme
pembiayaan ini sangat sederhana namun kelalaiag yhisengaja oleh
nasabah seperti kurang lancar, diragukan dan mac@@mbayaran. Hal ini
yang dapat mengakibatkan bank mengalami banyak giearu karena
dihadapkan kepada masalah angsuran yang macetin Selsiko yang
diakibatkan oleh nasabah dalam menjalankan perdnidyadharabahjuga
bisa diakibatkan oleh resiko yang ada dari bankséndiri yaitu dari bagian
penanganan nasabah. Disini dalam mengajukan peadraynengajukan
pembiayaan bisa dengan sengaja tidak menjalankinsigprkehati-hatian
dengan benar sehingga hal ini juga dapat meruddeark Syariah yang telah
dipercaya oleh banyak orang sebagai tempat penwampadana yang
menjanjikan keamanan dan kehalalan.

Atas dasar itu maka penulis tertarik untuk menegin menulis tesis
tentang “PENERAPAN PRUDENTIAL BANKING PADA
PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK

SYARIAH MANDIRI KOTA JAMBI”

Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah diatas dan juga untuk memudasddauah
penelitian maka penulis merumuskan permasalahasetagai berikut:
1. Bagaimana Bank Syariah Kota Jambi menerapRamdential Banking

pada pembiayaadudharabal?



13

2. Bagaimana akibat hukumnya apabila terjadi pelarmgggrudential
banking dalam pembiayaan mudharabahpada Bank Syariah Mandiri
Kota Jambi

3. Bagaimana tanggung jawab dari Mudharib apabiladepembiayaan

bermasalah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Melihat pentingny@rudential Bankingdalam dunia perbankan serta
adanya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaaBate Syariah maka
timbul beberapa permasalahan:
1. Untuk mengatahui bagaimana penerapeudentialBanking dalam proses
pembiayaaMudharabah.
2. Untuk mengetahui seperti apa akibat hukum yangapten jika terjadi
permasalahan.
3. Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab daabad apabila
terjadi pembiayaan bermasalah yang diakibatkanmdebuatan nasababh.
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memisrikmanfaat
secara teori dan praktisnya, secara teori diharapkdisan ini dapat
memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu baik dddetang [Imu Hukum
dan Ilimu khususnya dalam dunia perbankan di Indan&harapkan juga
dapat menjadi referensi serta bacaan bagi kepantipgnelitian selanjutnya,
bagi kepentingan akademis dan juga menjadi tambldeaan kepustakaan.
Secara praktis diharapkan dapat memberikan infarrkepada

mayarakat luas mengenai Bank yang prinsip kerjardigalankan
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menggunakan prinsip Syariah, sehingga dapat atibumstuk masyarakat
lebih  mengerti dan mempercayakan dananya kepadak Bgang
menggunakan dan menjalankan usahanya berdasarkasipprinsip

syariah.

D. Tinjauan Pustaka
1. Prudential Banking

Perlindungan secara langsung oleh dunia perbankamadap
kepentingan nasabah penyimpan Dana adalah sudidupgan hukum
yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana sgrhradiko kerugian
yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan ok

Prinsip kehati-hatia@Prudent Banking Principleadalah suatu asas
atau prinsip yang menyatakan bahwa Bank dalam naeki@n fungsi dan
kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hgtruflen) dalam rangka
melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padamrudentyang
berarti bijaksana atau asas kehati-hatian itu Hakaistilah baru, namun
mengandung konsepsi baru dalam menyikapi secaita tiegpas, rinci dan
efektif atas berbagai risiko yang melekat pada ba¥ddi, Prudent
merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsipndar kebijakan

dan teknik dalam manajemen risiko bank yang sedamikipa, sehingga

21 HermasyahHukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Revi¥akérta: Kencana
Pranada Media Group, 2005), him. 134

22 Mulhdi, Prinsip Kehati-Hatian (Prudent Banking Principle) Dalam Kegka
Undang- Undang Perbankan Indones{&niversitas Sumatera Utara, 2005), him. 12.
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dapat menghindari akibat sekecil apapun, yang dapatbahayakan atau
merugikan snakeholdergdalam hal ini nasabah), terutama para depositor
dan kreditur?®

Menurut Ahmad Faizol dalam sebuah jurnal tentanglisia
keuangan bank pada Bank Muamalah Indonesia Tbhkgatakan bahwa
prinsip Prudential Bankingadalah prinsip kehati-hatian bank dalam
mengoperasikan usahanya agar tetap dalam kondgsij&iyang baik dan
memenuhi kriteria bank setfdt.Sementara dalam jurnal keuangannya
yang didalamnya berkaitan dengan keuangan pubhkbéakaitan dengan
dunia perbankan, dalam jurnal tersebut SunarsipSigono menyatakan
bahwa Prudential Regulation adalah Seperangkat Hukum (Laws),
Ketentuan (Rules), Dan Peraturan (Regulations) ydiugsain untuk
meminimalkan risiko perbankan dan menjamin keamai&aiety)dan
soundnesbaik terhadap institusi individu dan sistem seé@seluruhai®

Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2@08&ihg
perbankan syariah dikemukakan bahwa perbankan ésitbndalam
melakukan usahanya berasaskan prinsip syariah, katasioekonomi
dengan menggunakan pringudential Banking® Dari ketentuan inilah

dapat dilihat bahwdrudential Bankingharus dilaksanakan Bank dalam

% permadi Gandapraj@asar Dan Prinsip Pengawasan Bartkramedia Pustaka Utama,
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), him. 21

24 Ahmad Faizol, Vol.3 No.2Analisis Keuangan Bank Pada Bank Muamalat Indonesia
Tbk Jurnalbisnis & Manajemen, Vol.3 No.2, Januari 200

% R. Gunawan Sudarmondurnal Keuangan Publik/ol.1 N0.1:99-126, September
2003.

% Taswan, Managemen Perbankan (Konsep,Teknik Dan Aplikagjpgyakarta:
Akademi Managemen Perusahaan Ykpn, 2006), him. 202
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segala usaha berbasis Syariah. Menurut Hermansgédmdbukunya
Hukum perbankan nasional yang dicetak pada tah08,Zinsip kehati-
hatian ini mengharuskan pihak Bank untuk selalui-teti dalam
menjalankan kegiatan usahanya dalam arti luas hseledu konsisten
dalam melaksanakan peraturan perundang-undangaidadig perbankan
berdasarkan profesionalisme dan iktikad Baik.

pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1%98vé
ketentuan Bank yang memuat isi tentang Bank Indandgelaskan
ketentuan didalamnya bahwa ketentuan ketentuamplsib yang memuat
prinsip kehati-hatian Bank bertujuan untuk memtzrikambu-rambu bagi
penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan guna uodkanj sistem
perbankan yang sehat.

Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian Bank selagaa
dimaksud dalam ketentuan pasal 2 Undang-UndangaRleah Nomor 21
Tahun 2008 tentu dapat kita ketahui atau menempkaal lain didalam
Undang-undang perbankan yang mempertegas kembalnganai
pentingnya prinsiprudential bankingyang diterapkan dalam setiap usaha
perbankan agar dapat meminimalisir terjadinya cesierugian yang
dialami bank dalam pasal 29 ayat 2 dijelaskan bahBank wajib
memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengamtkan kecukupan

modal, kualitas asset, kualitas managemen, likyidedvabilitas, dan

2" Hermansayah, Hukum perbanka@®p.cit, him. 135
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aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dgim mvelakukan
kegiatan usaha sesuai dengdfridential Banking Principle”

Berdasarkan pasal 29 ayat 2 diatas maka tidak ladaraapapun
juga bagi pihak Bank untuk tidak menerapkan pririgpati-hatian, ini
mengandung arti bahwa segala perbuatan dan kebijgk yang dibuat
dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harustsssberdasarkan
kepada peraturan perundang-undangan yang berlakingga dapat
dipertanggung jawabkan secara huldim.

Selanjutnya pada ketentuan pasal 29 ayat 3 diatkandung arti
bahwa perlunya diterapkan prinsip kehati-hatian kbaalam rangka
penyaluran kredit atau pembiayaan syariah kepadabah berdasarkan
prinsip syariah kepada nasabah debitor. Selengkageatentuan tersebut
mengemukakan bahwa dalam memberikan kredit ataubipgaan
berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiataiha lainya bank
wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bdark kepentingan
nasabah yang mempercayakan dananya kepad&bank.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu akint
Devisa dan Sistem Nilai Tukar diberikan rumusan gangertian prinsip
kehati-hatian, yaitu dalam Pasal 4 ayat 1 yang kismé dengan prinsip

kehati-hatian adalah salah satu upaya untuk meralkan risiko usaha

%8 Hermansyahlpid

2 Rahmad Perwira A, Thesis Dengan JuB@nerapan Prinsip Kehati-hatian Bank
Dalam Perjanjian Kredit Untuk Mencegah Terjadinyarelit Bermasalah Pada Bank
Pembangunan Daerah JamiiMagister Hukum Ull, 2010), him. 12
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dalam pengelolaan bank, baik melalui ketentuan yditetapkan oleh
Bank Indonesia maupun ketentuan intern bank yanggingkutan.
Tingkat kesehatan perbankan tertuang dalam perat@ank
Indonesia nomor 9/1/PBI/2007. Ada beberapa fakémgysaling berkaitan
dalam hal kesehatan Bank, yaitu :
a. Capital
b. Asset quality
c. Management
d. Earning
e. Liquidity dan
f. Sensitivy to market risk
Perbankan Indonesia juga memiliki beberapa rambibuayang
harus dipatuhi Bank sebagai sebuah lembaga yarggbermenyalurkan
dana kepada masyarakat dan melaksanakan kegiataanys dengan baik
sehingga Bank dapat selalu terjaga dalam kondlsatsédda beberapa
rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh perbankan gumenjaga
kesehatannya yaitu Analisa Pembiayaan, Batas Maksimum Pemberian
Kredit, Financing To Deposito Ratio, Capital AdequaRatio, Posisi
Devisa Neto, Giro Wajib Minimum, Dan Kewajiban Manmyumkan
Neraca Dan Laba Rugi Tahunan.
Dalam hal pembinaan dan pengawasan Bank Syariah swdah
disebutkan dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 2uimf2008. Bank

melakukan pembinaan dan pengawasan untuk menaiptaistem
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perbankan yang sehat dan efisien sehingga keselatarBank tetap
terjaga dan masyarakat tetap percaya terhadaprpennaPrinsip kehati-
hatian (Prudential Banking)juga diterapkan dalam perbankan Syariah
yang dapat dilihat pada aturan- aturan yang tetdigam undang-undang

perbankan.

2. PembiayaanMudharabah

Menurut Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syaridari teori
dan praktik mengatakaMudharabah berasal dari kata dharb, berarti
memukul atau berjalan. Pengertian memukul ataualaerj ini lebih
tepatnya adalah proses seseorang memukul kakirlgan daenjalankan
usaha® Ulama Figih mendefinisikamudharabahatau Qiradh dengan
Pemilik modal (Investor) menyerahkan modalnya kepapekerja
(pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan kelwartuidggang itu
menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakzta

Pengertian pembiayadiudharabahmenurut penjelasan Undang-
Undang No. 21 Tahun 2008 adalah akad kerja santa sisaha antara
pihak pertama MNalik, Shohibul Mal atau Bank Syariah) yang
menyediakan seluruh modal, dan pihak kedAanil, Mudharib, atau
nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana demgambagi

keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yarangkan dalam

%0 Muhammad Syafi'i AntoniBank Syari'ah Dari Teori Ke Praktjk(Jakarta: Gema
Insani Press, 2001), him. 95.

31 As-SarakhsiAl-Mabsuth Jilid 22. Hal. 18. Dikutip Dari DR. H. Nasrun Hem, MA,
Figh Mu’amalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama), iins-176
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akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya Bédel Syariah,
kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yasgndaja, lalai atau
menyalahi perjanjiaf?

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (B 3105
tentang akuntansyludharabah,menyebutkan bahwa mudharabah adalah
akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana péré&ma (pemilik
dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihalaKpdngelola dana)
bertindak selakuk pengelola, dan keuntungan dilshgntara mereka
sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansigh hditanggung oleh
pemilik dana®®

Menurut Abdul Aziz,Mudharabahadalah akad kerjasama usaha
antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertasteahjbul mal
menyediakan modal sepenuhnya (100%) sedangkan lgiimalya menjadi
pengelola dengan keuntungan dibagi menurut kestpakdi muka,
apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepagjarugian tersebut
tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiangieiag*

Ada dua jenisMudharabahyang pertamajMudharabah Mutlagah
dimanaSohibul Maaltidak menetapkan restriksi atau syarat-syaratrart

kepadaMudharib, yang keduaMudharabah Mugayyadalpemilik dana

32 penjelasan pasal 19 ayat 1 huruf c.Undang-Undammititik Indonesia No.21 Tahun
2008 Tentang Perbankan Syariah

% |katan Akuntansi Indonesia (IAlfernyataan Standar Akuntansi Keuang&007,
him. 1

%pziz, Abdul Dan Ayus Ahmad YusufManajemen Operasional Bank Syariah,
(Cirebon:STAIN Press, 2009), him. 87.
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(Shahibul Maal)membatasi atau memberi syarat dalam pengelolaaa da
seperti hanya untuk melakukaviudharabahdi bidang tertentu, cara,
waktu dan tempat tertentt.

Faktor-faktor yang harus ada dalam sistem bagi Masilharabah
atau rukun darmMudharabahadalah:

a. Pelaku (Pemilik Modal Ataupun Pelasana Usaha),
b. Objek Mudharabah (Modal dan Kerja),

c. Persetujuan Kedua Belah Pihak,

d. Nisbah Dan Keuntungan.

Ada beberapa dasar hukum yang dipakai dalam siséznibiayaan
Mudharabahyaitu Alqur'an diantaranya dalam surah Al-Muzammhén
surah Al-Bagorah ayat 198, Undang-Undang Perbaik@onesia No.10
Tahun 2008, Surat Edaran Bank Indonesia No.10/1s8Djan Fatwa MUI
Tentang Mudharabah Nomor 07/DSN-MUI/1V/2000.

Dalam pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 7 Tat@g
tentang Perbankan dijelaskan sebagai aturan penarjerdasarkan
Hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk memgmdana dan atau
pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnyg@diaasuaikan dengan
Syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsgmi hasil
(Mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal
(Musharakah),prinsip jual beli barang dengan memperoleh keurgnong

(Murabahah),atau pembiayaan barang modal berdasarkan priesig s

% Karim, A.A, Bank Islam Analisis Figih Dan KeuangaRdisi Ill, (Jakarta: Grafindo
Persada.2004 Him. 204)
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murni tanpa pilihan(ljarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan
kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak balek pihak lain
(ljarah Wa Igtina)®

Sepengetahuan peneliti, penelitian mengenai peaergpinsip
kehati-hatian dalam proses pembiayddimdharabahpada Bank Syariah
Kota Jambi belum ada. Fokus penelitian yang dilakukleh peneliti
adalah untuk melihat Bagaimana penerapamdential Bankig yang
dilakukan oleh bank terhadap proses pembiayadodharabah yang
mengandung resiko yang sangat tinggi, dikarnakadnithadiperlukan
penetapan hukuman atau konsekuensi apabila tgygdnggaran dalam
pembiayaanMudharabah bahkan untuk lebih baiknya maka pengaruh
nasabah terhadap proses pembiaydadharabahdanPrudential Banking
diaplikasikan dalam segala bentuk tanggung jawaty yaarus dilakukan
nasabah untuk menjaga kestabilan Bank. Beberapealijgam yang ada
berdasarkan penelusuran penulis yang penulis temakgara lain:

Mirnawati (Magister Hukum Kenotariatan, Universitgglonesia,
Jakarta) Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential BanKing
Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan ljarah Di Barikd¥ngan rumusan
masalah:
a. Bagaimanakah penerapan prinsip prudential bankated pelaksanaan

pembiayaarjarah di Bank X?

%pasal 1 ayat 13, Undang-Undang Republik Indonesia? Nlahun 1992 Tentang
Perbankan.



23

b. Bagaimanakah akibat hukum atas pelanggaran terhgmasip

prudential banking dalam pelaksanaan pembiajjagah.

Rahmad Perwira (Magister Hukum, Universitas Islardohesia,
Yogyakarta)” Penerapan Prinsip Kehati-hatian Barddabn Perjanjian
Kredit Untuk Mencegah Terjadinya Kredit Bermasal®ada Bank
Pembangunan Daerah Jambi dengan rumusan masalah :

. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalajamen kredit pada
Bank Pembangunan Daerah Jambi untuk mencegah itggadkredit
bermasalah?

. Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah pada Bamkbangunan
Daerah Jambi?

Melihat Bahan yang peneliti temukan Maka dapatngpsilkan
penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelgegbelumnya baik
dari lokasi penelitian dimana peneliti mengambkasi penelitian pada
Bank Syariah Mandiri Kota Jambi, Peneliti juga mgungakan Kamus

perbankan dan Hukum Bisnis dengan pengarang TitrBuserta Fatwa

MUI tentang Mudharabahditambah dengan undang-undang perbankan

dan kemudian dalam rumusan masalah peneliti mekareriatau
menuangkan tiga permasalahan didalamnya.
a. Bagaimana Bank Syariah Mandiri Kota Jambi menenapkadential

Bankingdalam proses pembiaya&iudharabal?
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b. Bagaimana akibat hukumnya apabila terjadi pelarmggadalam
prudential banking dalam pembiayadadharabahbaik dari karyawan
bank maupun nasabah di Bank Syariah Kota Jambi?

c. Bagaimana tanggung jawab dMudharib apabila terjadi pembiayaan

bermasalah?

E. Metodologi Penelitian
Metode penelitian adalah cara berfikir dan berbyaity dipersiapkan
dengan baik untuk mengadakan penelitian dan unteiikcapai suatu tujuan
penelitian®’ Metode penelitian dilakukan sebagai usaha untukemeikan
mengembangkan serta menerapkan suatu kebenaran adag dalam
pengetahuan dan yang ada dalam teori prakiek pelaks dengan
menggunakan metode tertentu. Suatu kegiatan lliygety didasarkan pada
metode, sistematika dan pemikiran tertentu yantujuem untuk mempelajari
satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengamrjaénganalisi.
1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian pada tulisan ini adalah berj&nisdis Normative
yang sepenuhnya meneliti hal yang menyangkut peasaah tentang
prudential bankinglalam proses pembiaya&tudharabah.
2. Objek Penelitian
Sesuai dengan judul penulisan maka yang menjadekobj

penelitiannya adalah prinsip kehati-hatian dalamigayaan mudharabah

37 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sos{@aBandung: Alumni Bandung,
1986), him. 15-16

% Khudzaifah DimyatiTeorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangamilfen
Hukum di Indonesia 1945-199(Burakarta: Muhammadiyah University Press, 200i5), 65
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pada Bank Syariah Mandiri Kota Jambi. adapun Bamgyditeliti adalah
Bank Syariah yang dipandang dapat mewakili perbardigota Jambi,
dalam hal ini dipilinlah Bank Syariah Mandiri.
. Sumber Data
Penulis menggunakan sumber data primer dan sekuyaler
sumber data dari lapangan dan sumber data yangobiipedari literatur,
peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokunagsndhal yang
berhubungan dengan peneraf@rudential Bankingdalam pembiayaan
mudharabah
a. Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh langsurigsdarber
nya serta dicatat langsung. Data primer yang akamgpulkan disini
adalah dengan cara melakukan wawancara baik seegsanpin
ataupun dengan cara bebas yaitu dengan cara meamers berbagai
pertanyaan terlebih dahulu yang akan diteliti agaelancarkan
penelitian di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi
b. Data sekunder
1) Bahan hukum primernya yaitu
a). UU No 10 Tahun 1998 tentang perbankan Atasaéan
Undang-Undang No 7 Tahun 1992,
b). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 nah899

tentang Bank Indonesia



d).

f).

9).

h).
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Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 TaB0A9
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 TentangkBan
Indonesia

Peraturan Bank Indonesia nomor 2/7/PBI/200@aten giro
wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagnkba
umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkasigprin

syariah.

. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor

32/34/KEP/DIR. Aturan tentang Bank umum yang
menjalankan prinsip syariah

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/Dsn-Mui2@00
tentang Pembiayadaviudharabah(Qiradh)

Peraturan Bank Indonesia No.4/PBI/2002 TenRembahan
Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syaria
Dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip &yari
Oleh Bank Konvensional.

Peraturan Bank Indonesia No.3/1/PBI/2003 Tenteasilitas
Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah Gubernur
Bank Indonesia.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia TenteBank

Umum Berdasarkan Prinsip Syariah Direksi Bank Syari
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j). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
k) Jurnal, Makalah, Majalah Dan Surat Kabar

2) Bahan Hukum Sekunder, berupa bahan data atau bgwdpan
diperoleh dari Bank Syariah serta literatur yanghbbungan
dengan penerapanPrudential Banking dan pembiayaan
Mudharabah

3) Bahan tersier diperoleh dari bahan hukum dan bukwh/ang
memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap baké&nomh
primer dan sekunder yaitu kamus hukum ekonomi, leahukum
Bisnis, kamus hukum perbankan dan kamus besar Bahas

Indonesia.

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data maka diperlukan pendelsgbagai

berikut:

a. Studi pustaka

b.

Yaitu penulis melakukan penelitian dengan membaaa d
mempelajari bahan-bahan dari peraturan perundadangan, buku,
laporan, jurnal, artikel dari Koran dan/atau mdjatkengan maksud
memperoleh data sekunder yang dipakai untuk meskjghateori dan
dasar hukum yang melatar belakangi pembahasan pangitan
dengan materi dalam penelitian ini.

Observasi
Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan

peninjauan dan pengamatan secara langsung teripadeptian yang
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diteliti. Dalam hal ini penulis mengadakan penganatsecara
langsung pada Bank Syariah yang ada diKota Jansniasealengan
tempat dan permasalahan yang ingin diteliti olefups.
c. Wawancara
Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan

wawancara dengan responden dan tanya jawab irkudda secara
langsung kepada para petugas maupun pejabat tertgang
berwenang di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi tedpadegala

sesuatu yang berhubungan dengan pembahasan

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan data atau bagian yangnggrdata yang
diperoleh akan diolah dan disusun secara kualitétdfapun yang di
maksud dengan metode kualitatif disini adalah stati@ cara penelitian
yang menghasilkan data deskriftif analisis yaita gang dinyatakan oleh
responden secara tertulis atau lisan dan jugakprij@ yang nyata untuk
diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang uttih.

Setelah peneliti nantinya mendapatkan data baila gatmer
maupun data sekunder maka langkah selanjutnyatadeaganalisi data-
data itu. Mengingat penelitian ini merupakan peiagli yang bersifat
deskriptif, maka penelitian ini menggunakan metedelisis kualitatif
Adapun yang dimaksud dengan metode kualitatif ddakra penelitian

yang menghasilkan datkeskriptif analisisyaitu apa yang dinyatakan oleh

3930erjono Soekant®engantar Penelitian HukunGetakan Ketiga, (Jakarta: Universitas
Indonesia, 1986), him. 32.
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responden secara tertulis atau lisan dan jugaagariya yang nyata,

diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.riDaasil tersebut

kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakawalan atas

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Untuk melihat isi yang dibahas dalam thesis ini aggbenulis akan

menyusun secara sistematis mengenai pembahasanitinemitu:

BAB |

BAB Il

Pendahuluan

Pada Bab ini berisikan landasan pikiran dari psanliyang mana
didalamnya mencakup hal mengenai ide-ide yang nkepca.atar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan &agun
penelitian, Tinjauan pustaka, metodelogi penelidan pada akhir
bab ini disajikan sistematika penulisan tesis.

Tinjauan Umum Prudential Banking Pada Pembiayaan
Mudharabah Pada Bank Syariah

Dalam Bab ini terdapat uraian mengenai teori-telam konsep
yang tepat dan mempunyai keterkaitan dengan haj yhteliti
yang berfungsi menjadi kerangka analisis untuk rapatkan
jawaban atas permasalahan yang diteliti, penelpada bab ini
meliputi tentang pengertian Perbankan Syariah Bamdential
Banking dasar hukum berlakunyBrudential Banking,tingkat
kesehatan bank, pembinaan dan pengawasan bansippkahati-

hatian dalam sisitem Perbankan Syariah, pengep&anbiayaan
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BAB IV
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Mudharabah Rukunpembiayaan mudharabalenis pembiayaan
Mudharabahdi Bank Syariah dll

Implementasi penerapan prudential banking (prinsip kehati-
hatiaan) pada Bank Syariah Mandiri Kota Jambi

Dalam pembahasan ini berisikan jawaban dari sggamasalahan
dalam penulisan ini, ada beberapa bagian yang rkepca
didalamnya yaitu, PenerapaRrudential Banking pada Bank
Syariah Mandiri Kota Jambi serta akibat hukum jitexjadi
pelanggaran prudential banking pada pembiayaamdharabah
baik dari pihak bank ataupun dari nasabahnya sestdnat sejauh
mana tanggung jawab nasabah jika terjadi permamsaldhlam hal
permasalahan pembiayastudharabah.

Penutup

Pada Bab ini berisikan dua bagian yaitu bagiannkesian dan
saran, pada bagian kesimpulan berisikan kesimpatizn inti dari
permasalahan yang ditulis. Dan pada bagian kedita garan
yang dapat diberikan oleh penulis berkaitan deraganyang telah

diteliti oleh penulis.



BAB 11
TINJAUAN UMUM PRINSIP PRUDENTIAL BANKING PADA

PEMBIAYAAN MUDAHARABAH DI BANK SYARIAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum dalam Perbankan Syariah di Indonesia
Pada bagian ini akan membahasan segala ketenttandgeperbankan
syariah yang akan berguna sebagai acuan atau pagebagi bab
selanjutnya.
1. Pengertian Perbankan Syariah
Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 iT 2008
Tentang Perbankan Syariah, mengatakan bahwa “Bgakak adalah
bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdaspriesip syariah dan
menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah®
Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesugadegprinsip-
prinsip Syariat Islam yaitu bank yang tata caraoperasinya mengacu
kepada ketentuan alqur'an dan hadlist.
Istilah “Bank Syariah” itu sendiri sebenarnya atldthas Indonesia

yang tidak dijumpai di negara lain. Di tempat laiembaga itu disebut

'Pasal 1 Angka 7, Undang-Undang Republik Indonesia Al Tahun 2008entang
Perbankan Syariah

2Dwi Nurul Musijtari Dan FadiaHukum Perbankan Syariah Dan tafakul (Dalam Teori

Dan Praktel, (Yogyakarta: Lab Hukum Fakultas Hukum UniversidMuhamadiyah Yogyakarta,
2008,), him. 47

31



32

“Bank Islam” (Islamic Banki. Di Indonesia istilah atau penyebutan yang
dipakai ialah “Bank Islam” atau “Bank Syariah” d&Perbankan Islam”.
Namun, dari sekian istilah yang ada tersebut makgarindonesia lebih
dekat dengan nama “Bank Syariah”. Hal tersebut peyaat dilihat pada
pencantuman kata “Syariah” di belakang nama-nanmk o Indonesia
yang melakukan berdasarkan prinsip syatiah.

Istilah Bank Syariah sendiri terdiri dari dua kayajtu bank dan
syariah atau di Internasional dikenal dengan Istisdamic Bankingatau
dengan namanterest Free Banking Menurut Ensiklopedi Islam, Bank
Islam atau Bank Syariah adalah lembaga keuangam ysaha pokoknya
memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintesnlpayaran serta
peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai degeip-prinsip
syarial.

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 13 undang-undangrridhtahun
1998 tentang perbankan menyatakan pengertian temansip syariah,
prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasakkakum Islam antara

bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atawbyaan kegiatan

¥ Adiwarman A. Karim,Bank Islam, Analisis Figih Dan Keuangaflakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004), Him. Xxii

* Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/242@B4 Tentang Bank Umum Yang
Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsipri8fa Diatur Bahwa Bank Yang Telah
Mendapat Izin Usaha Dari Gubernur Bank IndonesigibMdencantumkan Secara Jelas Kata
"Syariah” Sesudah Kata "Bank” Pada Penulisan Ngman

*Muhammad,Manajemen Bank SyarialEdisi Revisi, (Yogyakarta: Unit Penerbit Dan
Percetakan (UPP AMPYKPN, 2005), him. 13

® Warkum SumitroAsas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Yarigiit
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), him. 5.
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usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesumgan syariah antara
lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi ha@ludharabah)
pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan mddlagyarakah) prinsip
jual beli barang dengan memperoleh keuntungsturabahah) atau
pembiayaan barang modal dengan prinsip sewa muampat pilihan
(ljarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemibkas barang
yang disewa dari pihak bank oleh pihak ldjarah Wa Igtina)’

Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi sedmgan
prinsip-prinsip Syariah Islam, yaitu bank yang tatanya beroperasinya
mengacu kepada ketentuan Alquran dan Hadist. Makaak yang
beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islamabhdadank yang dalam
beroperasinya mengacu ketentuan syariah khususayg snenyangkut
tatacara bermuamalah dalam Isfam.

Sehingga Perbankan Syariah dalam setiap menjalaRkalktik-
Praktik Muamalah tidak mengandung unsur Riba dasuaedengan
syariat Islam. Sebenarnya Makna dari kata syari@hAnd bahasa arab
adalah sesuatu yang harus dijalankan dengan baikbdaar sebagai
perintah yang tidak boleh dilanggar karena hal ntarupakan sumber
kehidupan menuji kehidupan akhirat. Dan pelaksamgarharus sesuai

dengan yang ditetapkan oleh alquran dan hadisthagBe demikian

" Pasal 1 Angka 3 Dan Angka 13 Undang-Undang Repiionesia No. 7 Tahun 1992
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang OloTabun 1998 Tentang Perubahan
Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

8Dewi Nurul Musjtari Dan Fadia Fitriyantiiukum Perbankan Syariah Dan Tafakul,
op.cit,him. 47
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pengertian syariah adalah ajaran Islam yang temuba#talam Al-Qur’an
dan Al-Hadits’

Dengan adanya undang-undang yang mengatur secarsuskh
tentang Perbankan Syariah diharapkan akan memleubarkan Syariah
di Indonesia semakin berkembang baik dari segi E@ciah, Unit Usaha
Syariah dan juga Bank Penkreditan Syariah sehinggaan dari
perbankan guna menciptakan kesejahteraan dan kamakmakyat dapat

terlaksana dengan baik.

2. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Bank Syariah ditanah air mendapatkan pijakan yakplk setelah
adanya Deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983k saat itu
diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bulegaasuk bunga nol
persen (atau peniadaan bunga) namun belum dapanfdiatkan karena
tidak diperkenankan dibukanya kantor baru sampairtal998 dimana
pemerintah mengeluarkan keputusan yang memperkanab&rdirinya
bank baru, kemudian setelah itu kondisi Bank Swasamakin pasti
setelah disahkannya Undang-Undang Perbankan N&UnTEO92 dimana
Bank akan diberikan kekuasaan untuk menentukars jenmbalan yang

akan diambil dari nasabahnya, bunga ataupun kegatubagi hasit’

® Dewan Syariah Nasional, Himpunan Fatwa Dewan SkaNasional, (Jakarta: PT.
Intermasa, 2003), him. 316.

19 Muhammad, Managemen Pembiayaarop.cit him. 4.
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Setelah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor.afium 1992
tentang Bank, Bagi hasil yang secara tegas menaretdatasan bahwa
“Bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan hasayang tidak
berdasarkan prinsip bagi hasil namun sebaliknya pahk yang usahanya
tidak berdasarkan bagi hasil juga tidak diperkeaankelakukan kegiatan
usaha berdasarkan prinsip bagi hasil”.

Dasar hukum Perbankan Syariah di Indonesia mumegak idanya
Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 TenRarbankan,
kedua Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagaib&esn Atas
Undang Undang Nomor.7 Tahun 1997 dan yang ketigajdikan dengan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perba®kanah,

Namun masih ada beberapa undang-undang yang meigadr
hukum Perbankan Syariah yaitu Undang-Undang Nomdaldun 2004
perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 198@ntg Bank
Indonesia, Undang-Undang No 3 Tahun 2006 perubatas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Bukan hanya undang-undang saja yang mengatur ntgenta
Perbankan Syariah namun juga peraturan-peraturarBdak Indonesia
yang dijadikan dasar hukum dan akan dijabarkangseteerikut:

a. Peraturan Bank Indonesia No0.2/7/PBI/2000 Tentango GiVajib
Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umwang

Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syaria

H7zainuddin alihukum Perbankan Syariatiakarta: Sinar grafika, 2008), him. 2.
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. Peraturan Bank Indonesia N0.10/23/PBI1/2008, Tent&sgubahan
Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/2129BH Tentang
Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing daBank
Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkamsif®
Syariah.

. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/3/KHR. Aturan
Tentang Bank Umum Yang menjalankan Prinsip Syariah.

. Peraturan Bank Indonesia N0.10/16/PBI1/2008, TenRargbahan Atas
Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 Tentelaksanaan
Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dara Benyaluran
Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

. Peraturan Bank Indonesia N0.10/17/PBI1/2008, Tentaraduk Bank
Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

. Peraturan Bank Indonesia N0.10/27/PBI1/2008, Tent&sgubahan
Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/942BH Tentang
Tindak Lanjut Pengawasan Dan Penetapan Status Bank.

. Peraturan Bank Indonesia No0.10/32/PBI/2008, Tentadgmite
Perbankan Syariah

. Surat Edaran Bank Indonesia No0.10/14/Dpbs/2008, tahgn
Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan PengimarpDana Dan

Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

i. Peraturan Bank Indonesia No0.11/3/PBI/2009, TentBagk Umum

Syariah.
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j. Peraturan Bank Indonesia No0.10/31/PBI1/2008, Tentati
Kemampuan Dan Kepatutan (Fit And Proper Test) Baydriah Dan
Unit Usaha Syarial?

Dalam aturan perbankan ini selain adanya pengalseara
hukum ada juga pengakuan secara empiris atas kislaerd8ank Syariah
di seluruh Indonesia, semakin berkembangnya Bankri®y maka
timbullah unit usaha baru seperti Penggadaian &yaAsuransi Syariah,
Bank Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah danyak lagi yang
lainya yang menggunakan dasar hukum ini sebagaidatam
penyelenggaraan kegiatannya.

Disamping peraturan-peraturan tersebut di atahadap jenis
kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, Barkiad®y juga wajib
mengikuti fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) yanmgrupakan satu-
satunya dewan pengawas yang dikhususkan bagi BgakiaB yang
bertugas mengawasi penerapan fatwa yang dikeluaokeim lembaga-
lembaga keuangan syariah dan menjaga bank agar me¢smjalankan
segala sesuatunya sesuai Syariah Islam.

Dengan adanya dasar hukum ini maka Bank Syariadgselbank
yang masih muda dan baru berdiri memiliki pijakeany kuat dalam
melaksanakan kegiatannya, Bank Indonesia membewieavenang yang
sama kepada Bank Syariah dan Bank Konvensional yeemmbedakan

keduanya adalah cara kerja dan sistem yang dimementara untuk

12 Muhammad, Managemen Pembiayaap.cit, him. 8.
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tujuan Bank Syariah dan Bank Konvensional memiliigas yang sama
sebagai penyalur dana, penjaga tabungan dan jugebenigan

pembiayaan bagi masyarakat yang kekurangan dana.

Akad dan perjanjian

Akad dalam sebuah perjanjian harus memenuhi unssurumutlak
yang harus dipenuhi seperti sesuatu hal, peristesa tindakan dan syarat
adalah unsur yang harus ada untuk semua hal dad¢éakspnaan akad,
peristiwa dan tindakan Setiap akad dalam Perbasianah, baik dalam
hak barang, pelaku transaksi maupun ketentuanyajrimarus memenuhi
ketentuan akad. Menurut ahli-ahli Hukum Islam komperer, rukun yang
membentuk akad ada empat yakhi:
a. Para pihak yang membuat akad (penjual dan pembeli)
b. Pernyataan kehendak dari para pihak (akad)
c. obyek akad (barang dan harga)
d. tujuan akad.
Sementara syarat dalam akad yang harus dipenuahétia

a. Kecakapan minimal (tamyiz)

O

. Berbilang pihak

(9]

. Persesuaian ijab dan qgabul,

o

. Kesatuan majelis akad,

D

. Obyek akad dapat diserahkan,

him. 98

13 syamsul AnwarHukum Perjanjian Syariah(Jakarta: Raja grafindo Persada, 2007),

bid.
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f. Obyek akad tertentu atau dapat ditentukan,
g. Obyek akad dapat ditransaksikan (berupa bendal&iedan dimiliki),
h. Tidak bertentangan dengan syariah
Jadi unsur yang ada dalam akad dan syarat dibutudkéam
setiap tatacara bermuamalah dalam Islam, dalammigi&a ingin
melakukan akad diharapkan barangnya jelas karetek tdibenarkan
dalam Islam bermuamalah dengan sesuatu barangtigakgelas adanya
ini dikarenakan unsur kepercayaan yang harus dijaga setiap manusia
dan akad menjadi batal.
Meskipun harus berlandaskan prinsip syariah namkad guga
harus mempertimbangkan perjanjian-perjanjian yathansa ini berlaku:
a. Hukum Perjanjian
1) Pengertian Perjanjian
Pengaturan tentang Hukum Perjanjian di Indonesdapat
dalam buku Il Bab Kedua, bagian Kesatu sampai @erigagian
Keempat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasi8 KRJH
Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatoupén dengan
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinyaatiap satu
orang atau lebi® Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian
(Overeenkomstimenimbulkan konsekuensi antara dua pihak atau
lebih yang memberikan suatu kewajiban atau prestasi pihak

yang satu kepada pihak yang lain.

5 Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdat&lakarta: Pradnya Paramita, 2004),
him. 338.



40

Perjanjian yang ada dalam pembiayaan sesunggultaa t
jauh berbeda dengan perjanjian kredit Bank Konweradi Karena
sumber pengacuannya tetap sama yaitu KUHPerdatalpda 111
tentang perikatan pada umumnya. perikatan memasal 1333
KUHPerdata adalah suatu perjanjian harus mempusgbagai
pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukenishya'®
Perikatan tersebut lahir karena suatu perjanjian karena undang
-undang. Namun yang terpenting dari keduanya adadaikatan
yang timbul dari hukum perjanjian menjadi dasar adal
berkegiatan kedua bank.

Oleh karena para pihak mempunyai kebebasan untuk
mengadakan segala jenis perikatan, sepanjang hdekntangan
dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertibammuhal ini
terdapat dalam Pasal 1337 KUH Perd&®ara ahli hukum perdata
umumnya sependapat bahwa sumber perikatan sebagayaag
diatur dalam Pasal 1333 KUHPerdata kurang lengKajpena di
luar Pasal 1333 KUH Perdata, masih ada sumber giank yaitu

doktrin, hukum yang tidak tertulis dan keputusakind’

18 |bid, him. 341.

" Mariam Darus BadrulzamarKompilasi Hukum Perikatar{Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2000), him. 9.

18 Djaja S. Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum
Perikatan (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2007), him 80

9 Mariam Darus Badrulzaman, kompilasi Hukumop.cithim. 9.
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Perjanjian adalah bagian dari perikatan, dimanakai@n

dapat timbul dari dua hal yaitd:
a) Perikatan yang timbul dari perjanjian
b) Perikatan yang timbul dari undang-undang

Sedangkan perikatan didefinisikan sebagai huburygaig
terjadi di antara dua orang atau lebih, yang w&kletalam harta
kekayaan, dengan pihak yang satu memiliki hak ptastasi dari
pihak yang lain dan pihak yang lain dimaksud begjdan
memenuhi prestasinya. Perikatan terdapat unsur-urysung
melekat yaitu, hubungan hukum, kekayaan, pihakkpihdan
prestasi. Artinya adalah terhadap hubungan yarjadietalam lalu
lintas masyarakat, hukum meletakkan hak pada spiattk dan
meletakkan kewajiban pada pihak yang fin.

Walaupun perikatan dan perjanjian mempunyai Cifi-Ci
yang sama, namun ada perbedaannya yaitu perikdtdahasuatu
pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian adziaktu hal
yang kongkrit. Kita tidak dapat melihat suatu patén, hanya
dengan membayangkannya dalam alam pikiran kitaapletita
dapat melihat atau membaca suatu perjanjian ataupun

mendengarkan perkataan-perkataarfiya.

20 Subekti,Hukum Perjanjian (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), him 1.
2 |bid.

2 |bid, him. 2.
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Dalam suatu proses pemberian pembiayaan maka hgl ya
terpenting adalah dibuatnya suatu perjanjian peyahia atau
yang dalam Perbankan Syariah biasa disebut dengead A
Pembiayaan. Penafsiran mengenai perjanjian dialand Pasal
1342 sampai dengan 1351 KUHPerdata. Menurut Pa34p 1
KUHPerdata Jika kata-kata dari suatu perjanjiarupyklas, maka
tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadatgagan
jalan penafsiraf® Kemudian menurut Pasal 1343 KUHPerdata
menjelaskan Jika kata-kata dari suatu perjanjigratddiberi dapat
ditafsirkan bebeda-beda, maka yang harus dilihatahdmaksud
dari kedua belah pihak membuat perjanjiarfitu.

2) Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUH Perdata merumuskan empat syarak untu
sahnya perjanjian, dimana perjanjian dikatakan segabila
memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif. r&yaubyektif
yaitu syarat yang berkaitan dengan subyeKnya:

a) Adanya kata sepakat antara para pihak,
b) Para pihak masuk katagori cakap hukum.

Kemudian syarat obyektif, yaitu syarat yang begqait

dengan obyeknya, yaitu:

a) Adanya hal tertentu,

2 Subekti, Kitab Undang-undang, op.cit him. 343.
24 |bid.

% Abdul kadir Muhammaddukum Perikatan(Bandung: Alumni, 1982), him. 88
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b) Sebab yang halal secara hukum dan norma-normafposit

Dua syarat yang pertama disebut syarat subyeki&rggkan
dua syarat yang terakhir disebut syarat obyekiila $alah satu
syarat subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjiapat dimintakan
pembatalan. Sedangkan jika salah satu syarat abyettak
terpenuhi maka perjanjian batal demi hul&m.

Adapun yang dimaksud dengan persetujuan kehendak
adalah kesepakatan, seia-sekata antara pihak-pihekgenai
pokok perjanjian yang dibuat itu. Persetujuan kela&rnitu sifatnya
bebas, artinya betul-betul atas kemauan sukareékihak, tidak
ada paksaan sama sekali dari pihak manapun. Kptkatedapat
batal atau dibatalkan apabila terdapat unsur-usesperti paksaan,
penipuan dan kekhilafan didalamnya. Dijelaskanmdgbasal 1321
KUHPerdata bahwa tiada kesepakatan yang sah itarikim
secara khilaf ataupun diperolehnya dengan paksaaga |
penipuarf’

Setiap orang yang ingin melakukan perjanjian haalsap
seperti dewasa, dan tidak dibawah pengampuan kanemarut
pasal 1330 KUHPerdata dikatakan tidak cakap menyergnjian
ialah orang yang belum dewasa, orang yang ditaiubawah

pengampuan dan orang-orang perempuan, dalam hatdraj

% galim HS,Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BWJakarta : Sinar Grafika, 2003),
him. 161.

27 Subekti, Kitab Undang-undang op.cit him. 339.
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ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnyaasernang
kepada siapa undang-undang telah melarang membganj@an-
perjanijian tertentd®
Mengenai suatu hal tertentu artinya apa yang akan
diperjanjikan harus jelas dan terperinci (jenisnlgh, harga) atau
keterangan terhadap obyek sudah cukup jelas, dagathui hak
dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga tidan aerjadi
suatu perselisihan antara para pihak. Suatu sebaly Yalal
artinya bahwa isi dari pada perjanjian tersebutiianempunyai
tujuan, causa yang diperbolehkan oleh undang-undasyisilaan
atau ketertiban umum.
3) Pengertian Perjanjian (Akad) Menurut Hukum Islam
a) Definisi Akad
Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Akad adalah
kesepakatan tertulis antara Bank Syariah ata8 tban pihak
lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi ngasi
masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. MerAimad
Azhar Basyir Akad adalah perikatan antara ljab dobul
dengan cara yang dibenarkan oleh Syariah Islam yang

menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya

28 |bid, him. 341.
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sementara qobul adalah pernyataan dari pihak keatak
menerimany&’
b) Rukun Akad
Menurut Jumhur Ulama (pendapat banyak ulama) rukun
akad menyangkut empat hal yaitd :
(1) Shighat al agadyaitu pernyataan untuk mengikatkan diri.
(2) Ma’'qud alaih/mahal al ‘aqdyaitu harga dan barang yang
ditransaksikan atau obyek akad.
(3) Al-agidan  yaitu orang yang membuat atau
menyelenggarakan akad atau pihak-pihak yang berakad
(4) Maudhu al-aqdyaitu tujuan diselenggarakan akad.
4) Wanprestasi
Wanprestasi timbul apabila salah satu pihak tidakakukan
apa yang diperjanjikan, mungkin alfa atau lalaiuatagkar
janji.Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki odkeldua belah
pihak maka para pihak wajib untuk melaksanakamlaeggsuatu
yang menjadi hak dan kewajiban, apabila salah sslanggar
maka pihak tersebut dapat dikatakan ingkar jaaji avanprestasi.

Adapun empat bentuk dari pada wanprestasi yaitu:

2Akhmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat(Yogyakarta: Ull Press
Yokyakarta, 2000), him. 65.

%0 Fathurrahman DjamiHukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum iR&tan
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), him. 251-258.

31 Subekti, Hukum ., op.cit him. 33
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a) Salah satu pihak dalam perjanjian yang bersangktitiik
melaksanakan atau tidak melakukan apa yang dispngtau
yang telah diperjanjikan

b) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat

c) Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidddagaimana
yang diperjanjikan

d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian yarakthbleh
dilakukan

Karena Wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibateaki
yang berat, maka tidak mudah untuk menyatakan baes@orang
lalai atau alpa. Terhadap kelalaian atau kealpassecsang,
hukuman atau akibat-akibat yang halal ada empaamagaitu®

a) Membayar Kerugian

b) Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjianyjuemn
membawa kedua belah pihak kembali pada keadaatuseb
perjanjian diadakan. Jika suatu pihak sudah memes@suatu
dari pihak lain baik barang atau uang maka harkenalbalikan
dan perjanjian tersebut batal atau tidak dianggap a

c) Peralihan risiko, risiko adalah kewajiban untuk nierh
kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar kekala salah satu
pihak yang menimpa barang yang menjadi obyek pe&jan

sesuai pasal 1237 KUHPerdata, Barang dalam pemnikata

%2bid. him. 30
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tersebut adalah tanggungan dan resiko dari pihakg ya

menerima barang (berpiutang)
d) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakaiephn

hakim.

b. Hukum Jaminan
1) Definisi Jaminan.
Definisi jaminan menurut Pasal 1131 KUHP Perdataladd
Segala kebendaan siberutang baik yang bergerak umaygng
tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang diean ada
dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segalaikaten
seseorand® Hal ini berarti seluruh harta kekayaan debiturgan
sudah ada maupun yang timbul nantinya sehinggaa ta@ganjiaan
khususpun benda tersebut sudah menjadi jaminamdalaang-
hutang debitur. Dalam pasal 1132 KUHPerdata mekgataahwa
barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi aekneditur
terhadapnya dan hasil penjualan barang-baranghagdmenurut
perbandingan piutang masing-masing kecuali bilantdia para
kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahaltka
2) Macam-Macam Jaminan.
Jaminan dapat dibedakan menjadi dua yaitu jaminan

kebendaan dan jaminan perorangan. Untuk Jaminarerelan

dapat berupa:

%3 R. Subekti, Kitab Undang, op.cit him. 291

* Ibid.
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a) Gadai

b) Fidusia

c) Hipotek

d) Hak Tanggungan

e) Hak Jaminan Resi Gudang.

Sedangkan Jaminan Perorangan dapat berupa Perjanjia
penanggungan yang terdapat dalam pasal 1820 KUldaRer
Perjanjian tanggung-menanggung atau tanggung mniemg
terdapat dalam Pasal 1278 KUHPerdata serta penaigiaransi
dalam Pasal 1316 KUHPerdata.

Dapat kita simpulkan bahwa Akad dalam Perbankarri&@yatu
terdiri pernyataan untuk mengikatkan diri, harga dan bargagg
ditransaksikan atau obyek akad, menyelenggarakamn atau pihak-pihak
yang berakad, diselenggarakan akad.

Sedangkan syaratnya adalah Barang dan jasa hdalsélkingga
transaksi atas barang dan jasa yang haram mengdal demi hukum
syariah, Harga barang dan jasa harus jelas, TepgpgerahariDelivery)
harus jelas karena akan berdampak pada biaya trdasip Barang yang
ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikidiak boleh menjual
sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai. Yang fmeat rukun dan
syarat itu tanpa menarik dalam Perbankan Syarialahdjika rukun
merupakan suatu unsur yang merupakan bagian takabkan dari suatu

perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atnyal perbuatan
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tersebut dan atau tidaknya sesuatu itu. Semenyaratsadalah sesuatu
yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i bdaada diluar
hukum itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkaniybun tidak ada.

Dalam hal rukun dan syarat terlihat dari perbedagafika rukun
merupakan sifat yang kepadanya tergantung kebaradakum dan ia
termasuk dalam hukum itu sendiri. Sedangkan syaeatipakan sifat yang
kepadanya tergantung keberadaan hukum tapi ia deficar hukum itu
sendiri. Dengan adanya syarat dan akad dalam RenbaByariah ini
sangat diperlukan dalam setiap kegiatan perbankanrukun dan syarat
tidak ditetapkan maka segala usaha perbankan tdpkt dilaksanakan,
karna pada kenyataannya Bank Syariah harus bektoeta berlaku sesuai
dengan prinsip syariah yang mana syarat dan aksebig selalu menjadi
penguat dalam bermuamalah.

Dalam hal perjanjian dan jaminan segala unsur-udglalamnya
harus terpenuhi dengan baik dan juga sesuai dekg@mtuan dalam
KUHPerdata, sesungguhnya tidak ada perbedaan yigogakan Bank
Syariah dan Bank Konvensional dalam hal perjankarena sama-sama
mengacu pada KUHperdata pada buku ke 1l tentamikgian pada

umumnya.

. Produk-Produk Perbankan Syariah
Dalam rangka memenuhi kebutuhan modal dan pembiaygsank

Syariah terdiri dari 3 (tiga) kategori yaitu prodydenghimpun dana
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(funding) jasa éervises)dan produk penyalur dandin@ncing.® Ini
merupakan kegiatan dari Bank Syariah yang terugledan belum ada
penggantian sampai sekarang, produk-produknya:yaitu
a. Produk Penghimpunan DapBunding ¥°
Sumber dana Bank Syariah diperoleh dari 4 ( empain)ber,
yaitu Modal, Titipan, Investasi Dan Investasi Khsisu
1) Modal
a) Al-Wadiah diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak k
pihak lain, baik individu maupun badan hukum, ydrayus
dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip mendhki.
2) Investasi
a) Al-Mudharabah,dalam mudharabah penyimpan atau deposan
bertindak sebagashohibul maal (Pemilik modal) dan bank
sebagamudharib(pengelola).
b) Al-Mudharabah Mutlagah,produk ini berupa tabungan dan
deposito sehingga dikenal tabungdndharabahdan deposito
Mudharabah.

3) Investasi Khusus
a) Al-Mudharabah Mugayyadah on Balance Shederupakan

simpanan khusugRestricted Investmentjimana pemilik dana

% Adiwarman KarimBank Islam Analisis Figih Dan KeuangaiiJakarta: Raja Grafindo
Persada, 2011), him, 97.

3¢ bid., him, 107-112
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dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang hdipsguhi
oleh bank.

b) Al-Mudharabah Muqgayyadah of Balance Shekterupakan
penyaluran danaMudharabah langsung kepada pelaksana
usahanya, dimana bank bertindak sebagai pera(Aaamger)
yang mempertemukan antara pemilik dana dengan gsiak
usaha.

b. Produk Jasé Services¥
Bank Syariah dapat melakukan berbagai pelayanama jas
perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan infleailgra sewa
atau keuntungan, Antara lain berupa:

1) Al-Sharf Adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengaiuta
lainnya.

2) Al-ljarah, Kegiatan yang termasuk jenis ini antara lain aulal
menyewakan kotak simpanamsafe deposit bgxdan jasa tata
laksana administrasi dokumeauétodia) dimana bank mendapat
imbalan sewa dari jasa-jasa tersebut.

c. Produk Penyaluran Darfdinancing)
Penyaluran dana Bank Syariah dilakukan melalui hedi, bagi
hasil, pembiayaan, pinjaman dan investasi khefsus.

1) Jual beli

%7 Ibid., 112.
8 bid., him. 97-100.
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a) Bai'al al MurabahahAdalah jual beli barang pada harga asal
dengan tambahan keuntungan yang disepakati ankea Bank
dan nasabah.

b) Bai'as as Salamadalah akad pesanan barang yang disebutkan
sifat-sifatnya, dimana pemesan barang menyerahkamg u
seharga barang pesanan, barang mana masih menjadi
tanggungan penerima pesanan.

c) Bai'al al Istishna Merupakan suatu jenis khusus ddrai'
assalamumumnya dipergunakan di bidang manufaktur.

2) Sewa( ljarah)

Adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jas
melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti den@@Emindahan
kepemilikan Qwnership/ Milkiyyahatas barang itu sendiri.

3) Bagi Hasil

a) Al MusyarakahAdalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih
untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masigk pi
memberikan kontribusi dana dengan keuntungan démorakan
ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

b) Musyarakahkepemilikan terjadi karena warisan wasiat atau
kondisi lainnya yang berakibat pemilikan satu asleh dua
orang atau lebih.

c) Musyarakah Akadkontrak) Terjadi berdasarkan kesepakatan di

mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orangiereka
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memberikan modamusyarakahdan berbagi keuntungan dan
kerugian.

d) Al MudharabahAdalah akad kerjasama usaha antara dua pihak
dimana pihak pertamastjohibul magl menyediakan seluruh
modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Bukan hanya produk-produk diatas saja yang addasidkegiatan
Usaha Syariah namun ada beberapa kegiatan laiamDphasal 28 Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/Oi#ttang Bank
Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, tentang kegiasaha yang dapat
dilakukan oleh Bank Syariah menyebutkan bank wagmerapkan prinsip
syariah dalam melakukan kegiatan usahanya seldiagae produk
penghimpun dana, penyalur dana dan juga jasa BagmkiaB juga
memiliki beberapa produk yaitl:

a. Membeli, menjual juga menjamin resiko dari sura@s berharga yang
dari pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar #hksis nyata
(Underlying Transactionperdasarkan prinsip jual beli atdliwalah.
Namun jugamembeli surat-surat berharga pemerintah dan atak Ba
Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip aklarBank Syariah
dalam kegiatannya dapat juga Memindah uang untyderkengan
sendiri dan atau nasabah berdasarkan primzkalah.

b. Menerima pembayaran tagihan atas dasar surat yarigariga yang

diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan amdar gihak ketiga

% Priyoggo Suseno Dan Heri Sudarsmdang-Undang, Peraturan Bank Indonesia dan
Surat Keputusan Direksi Tentang Perbankan Syaifgbgyakarta: Ull Press, 2004), him. 303
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berdasarkan prinsipVakalah Serta menyediakan tempat penitipan
untuk menyimpan barang seperti emas dan surat-doedharga
berdasarkan prinsipVadi'ah Yad AmanahBank Syariah juga dapat
melakukan kegiatan penitipan usaha berdasarkanalkoxiengan
menggunakaprinsip wakalah.

Selain menggunakan prinsiwakalah dan beberapan prinsip diatas
Bank Syariah juga dapat Melakukan penempatan damandsabah
kepada nasabah lain dalam bentuk surat berhargjggsip yang tidak
dicatat dalam bursa efek, Bank Syariah juga merkderifasilitas-
fasilitas sepertiLetter Of Credit(L/C) berdasarkan prinsijVakalah,
Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Dan Wadi'alserta
memberikan fasilitas garansi bank berdasarkaniprifefalah.
Melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkarsiprujr. Dan
menjadi wali amanat dan melakukan kegiatan laingagy sering
digunakan oleh bank sepanjang disetujui oleh DSN.

Sementara itu dalam Pasal 29 Surat Keputusan Dii&ek
Indonesia No. 32/34/KEP/DIR menjelaskan beberapgiaken Bank
Syariah selain yang terdapat dalam pasal 28 BarakieéBy juga dapat
melakukan beberapa hal yaffu:

a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prsisarf serta dapat

melakukan melakukan penyertaan modal berdasarkamsip

4% 1bid., him. 305
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mudharabahpada bank ataupun perusahaan yang melakukan degiat

usaha bersama berdasarkan prinsip syariah

. Dapat bertindak sebagai pendiri dana pensiun damaaiepengurus

dana pensiun dengan menggunakan prinsip syariadp lyarlaku dan
tidak menyalahi aturan yang sudah di buat oleh ngraendang

Bank juga dapat bertindak sebagai lembhgdaul mall sepeti,infaq,
sadaqoh, zakat, hibalan dana-dana sosial lainnya dan menyalurkan
dana tersebut kepada yang berhak menerima, bisamdakentuk
santunan ataupun pinjaman.

Dalam pasal Pasal 22 disebutkan bahwa Setiap miilakang

melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam beniubaBan atau

Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izlali#h dahulu dari Bank

Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang I&iengenai larangan

Bagi Bank Syariah dan UUS dijelaskan dalam Pasa#y2¢ 1 yaitu Bank

Umum Syariah dilarang:

a.

b.

Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengesippsyariah;
Melakukan kegiatan jual beli saham secara langdupgsar modal,
Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimanakdiod dalam

Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c dan

. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecualagasebagen

pemasaran produk asuransi syariah.

1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang PerlpeBiariah
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Jadi dalam produk-produk Perbankan Syariah di ladiansudah
diatur dalam undang-undang dan juga Surat Keputiaeksi Bank
Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Bsadkan Prinsip
Syariah yang menjelaskan tentang berbagai kegiesalna yang dilakukan
oleh Perbankan Syariah ,namun kegiatan diBank &yaharus tetap
dilindungi dari kesalahan-kesalahan yang akan mamkRerbankan
Syariah menjadi merugi hingga undang-undang pegrankmor 21 tahun
2008 menetapkan larangan-larangan yang tidak bdiknggar oleh

perbankan.

5. Pembinaan Dan Pengawasan Bank Syariah

Secara umum Perbankan Syariah diawasi oleh Ban&n&sia
dalam kedudukannya sebagai Bank Sentral, dan se&arssus
pengawasannya dilakukan oleh Dewan Syariah Nasidaal Dewan
Pengawas Syariah. Menurut keputusan DSN No.l t&#@@0 tentang
Pedoman Dasar Dewan MUI, DSN bertugas sebagaiuterik
a. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syarialard kegiatan

perekonomian pada umumnya dan keuangan khususnya.

b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan usaha
c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangaraby

d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluatkan.

“2M. Ma’ruf Abdullah, Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariahddinesia
(Banjarmasin: Antasari Press, 2006), him. 96
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Tentang Dewan Pengawas Syariah diatur dalam P&santara
lain :

1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank &jadan Bank
Umum Konvensional yang memiliki UUS.

2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud patla diangkat
oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendadisvidiama
Indonesia

3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud paata (By
bertugas memberikan nasihat dan saran kepadaidsesks mengawasi
kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewamg&was
Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diafamdPeraturan
Bank Indonesia.

Peran utama ulama dalam Dewan Pengawas Syarialahadal
mengawasi jalannya operasioanal bank sehari-haar aglalu sesuai
dengan ketentuan-ketentuan syaffahdapun yang menjadi Wewenang
DPS adalah:

a. Memberikan pedoman secara garis besar tentang ASpaliah dari
operasional Bank Islam, baik penyerahan dana, heraya dana

maupun kegiatan-kegiatan Bank lainnya.

“*Muhammad Syafi'i AntonioBank Syariah dari Teori ke Prakfiklakarta: Gema Insani,
2001), him. 31
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b. Mengadakan perbaikan terhadap suatu produk Bamknlgiang telah
atau sedang berjalan. Namun dinilai pelaksanaarysmentangan
dengan ketentuan syarigh.

Dalam hal penerapaprundential bankingyag bisa juga disebut
dengan prinsip kehati-hatian diatur dalam Pasabg&t 1 bahwa Bank
Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahaayia menerapkan
prinsip kehati-hatian. Aturan tentang ini diaturlasa Pasal 50 vyaitu
Pembinaan dan pengawasan Bank Syariah dan UUSukilakoleh Bank
Indonesia. Juga pasal Pasal 52 ayat 1 bahwa BamiaB8ydan UUS wajib
menyampaikan segala keterangan dan penjelasan n@ngsahanya
kepada Bank Indonesia menurut tatacara yang dikatagengan Peraturan
Bank Indonesia.

Pembinaan dan pengawasan terhadap Bank Syariahatsang
diperluka guna menjaga bank dan mengawasi setigiptke bank serta
para karyawan agar tidak melenceng dari aturan yateh dibuat,
pembinaan terhadap perbankan juga penting karemeade adanya
pembiaaan maka setiap permasalahan dapat diceggjarddaik karna
para pegawai dan juga nasabah nantinya akan dil@ngan baik untuk
mengetahui apa saja yang harus mereka lakukan aatajaga kesehatan

bank.

4 Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankamim. 52
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6. Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional
Sebagaimana telah disinggung dalam bagian sebednBgnk
Syariah memiliki ciri khusus yang membedakannya gden Bank
Konvensional. Perbedaan tersebut dapat digolondjeaialam beberapa
segi sebagai berikut:
a. Akad dan aspek legalitas
Dalam Bank Syariah, akad yang dilakukan memiliki
konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yanigkwkan
berdasarkan Hukum Islam. Seringkali nasabah bemalanggar
kesepakatan perjanjian yang telah dilakukan bil&uhu itu hanya
berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak deamkbila perjanjian
tersebut memiliki pertanggung jawaban hinggamil giyamati®
b. Lembaga Penyelesaian Sengketa
Berbeda dengan Bank Konvensional, dalam bank syaika
timbul sengketa antara nasabah dengan bank make keddah pihak
tidak menyelesaikannya di Peradilan Negeri, tetaphyelesaikannya
sesuai dengan materi dan tata cara Hukum Sy#ri&@enyelesaian
sengketa Perbankan Syariah sebagaimana diatur @asah 55 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 dilakukan di Remrad\gama,
dan dalam ketentuan Pasal 55 ayat 2 Undang-Undantpr 1 Tahun

2008 Penyelesaian Sengketa juga dapat dilakukamaisdgngan isi

5 Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah op.cit him. 29

“® bid., him. 30.
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akad, namun tidak boleh bertentangan dengan prssapiah. Yang
dimaksud penyelesaian sengketa sesuai dengan &l a@dalah
penyelesaian sengketa dengan melalui upaya musyawanediasi
perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASMARB) atau
lembaga arbitrase lainni/a
c. Struktur Organisasi
Bank Syariah dapat memiliki Struktur Organisashg/gama
dengan Bank Konvensional, misalnya dalam hal karmsisian direksi,
tetapi unsur yang membedakan antara Bank Syariaigade Bank
Konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pendgayasish yang
bertugas mengawasi operasional bank dan produkibngd agar
sesuai dengan garis-garis syariah. Hal ini seseagah Pasal 109
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persdredmatas dan
Pasal 32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 terfamgankan
Syariah. Dewan Pengawas Syariah diangkat dalam tRdpaum
Pemegang Saham, atas rekomendasi fiUl.
d. Bisnis dan usaha yang dibiayai
Dalam Bank Syariah bisnis yang dibiayai tidak boleh
bertentangan dengan prisnsip syariah. Bank Syditk mungkin

membiayai usaha yang terkandung didalamnya hahyehg

4TAbdul Gofur Anshori,Hukum Perbankan SyarialiBandung: Refika Aditama, 2009),
him. 110

“Bbid.
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diharamkan. Hal-hal pokok yang harus dipastikan r agaatu
permintaan pembiayaan dapat disetujui y&ftu :
1) Apakah objek yang dibiayai halal atau haram?
2) Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk magg®?
3) Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesursil@®u
4) Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
5) Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjatey illegal
atau berorientasi pada pengembangan senjata pemnassal?
6) Apakah proyek dapat merugikan Syiar Islam, badaselangsung
maupun tidak langsung?
e. Lingkungan dan budaya kerja
Sebuah Bank Syariah harus memiliki lingkungan kegag
sejalan dengan Syariah. Hal ini menyangkut etégakdan usaha yang
merupakan cerminan dari sunnah Rasulullah SAW [darkalengan
ketauladanannya dalam perilaku kehidupan sebadiasipdari nilai-
nilai syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat aafadan shiddiq harus
melandasi perilaku setiap karyawan sehingga teloenibawa muslim
yang baik. Disamping itu, karyawan bank harus mi&misikap
fathanah, dan mampu melakukan team work dimanana®s merata
diseluruh fungsional organisasi (tabligh). Demikipaola dalam hal
punishment dan reward, diperlukan prinsip keadill|ang sesuai

syariah. Etika juga harus dijaga dalam hal berpakaaurat yang

49 Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah darj op.cit, hal. 33
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tertutup) dan tingkah laku para karyawan sertaagedn yang baik

terhadap nasabah sehingga memberikan cerminan bahevaka

bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang memimwa besar

Islam>°

Perbedaan yang terjadi antara Bank Syariah dan Bank

Konvensional adalah terletak pada cara kerja bardebut dimana Bank
Syariah menggunakan sistem bagi hasil sementark Banvensional
menggunakan sistem bunga, pada Bank Syariah skatega tidak boleh
digunakan karena mengandung unsur riba yang ddadatam prinsip
Perbankan Syariah. dalam hal penyelesaian pemmidysanasalah Bank
Konvensional menyelesaikan di BANI namun jika makalya lebih besar
dan tidak bisa diselesaikan pada BANI maka akaavebpenyelesaiannya
kepengadilan Negri. Sementara Perbankan Syariah gguneakan
BASYARNAS sebagai tempat penyelesaian sengketaBf&YARNAS
menjadi istimewa karna hanya dikhususkan terhadapk BByariah saja,
Bank Syariah juga dapat menyelesaikan permasalghadipengadilan

Agama bahkan Pengadilan Negri dengan alasan tertent

B. Prinsip Kehati-hatian (Prudential Banking) Dalam Dunia Perbankan
Indonesia
Pada bagian ini akan dijelaskan tentgrgdential bankingsecara

pengertian dan juga segala dasar hukum yang mergstehatan bank. Pada

%bid, him. 34
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bagian ini dimulai dari pengertigmmudential banking/ang dijelaskan sebagai
berikut:
1. Pengertian Prudential Banking
Prudential bankingadalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan
bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatahamya wajib
bersikap hati-hat{Prudent) dalam rangka melindungi dana masyarakat
yang dipercayakan padariya
Menurut Ahmad Faizol, prinsiprudential Bankingadalah prinsip
kehati-hatian bank dalam mengoperasikan usahanga t@gap dalam
kondisi kinerja yang baik dan memenuhi kriteria lbaehat? Berkaitan
dengan prinsip kehati-hatian dalam penelitiannyaa8ip dan Suyono
menyatakan bahwd&rudential Regulationadalah seperangkat hukum
(laws), ketentuar(rules), dan peraturafregulationg yang didesain untuk
meminimalkan risiko perbankan dan menjamin keamasafety) dan
soundnesbaik terhadap institusi individu dan sistem ses¢aseluruhan®
Prudential Bankingmerupakan salah satu prinsip yang diterapkan
dalam dunia perbankan baik Bank Konvensional maupamk Syariah,
Menurut ketentuan Pasal 29 ayat 2 Undang-UndangoXdi@ Tahun

1998 dikemukakan, bahwa “Bank wajib memelihara Katgkesehatan

*Mulhdi, Prinsip kehati-hatian (Prudent Banking Principlejpldm Kerangka UU
Perbankan IndonesjgMedan: Universitas Sumatera Utara, 2005), hin. 1

*2Ahmad Faizol, Vol.3 No. 2Analisis Keuangan Bank Pada Bank Muamalat Indonesia
Tbk Jurnal Bisnis & Manajemen, Vol.3 No. 2, Janu&Q2.

* R. Gunawan Sudarmondurnal Keuangan Publik/ol.1 No0.1:99-126, September
2003.
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bank sesuai dengan ketentueetukupan modal, kualitas asset, kualitas
managemen, likuidasi, rentabilitas, solvabilitagan aspek lain yang
berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukgratd usaha
sesuai dengan prinsip kehati-hatiah”.

Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2@08&ihg
perbankan syariah dikemukakan bahwa Perbankan aByadalam
melakukan usahanya harus berasaskan Prinsip SyabDemokrasi
ekonomi dengan menggunakan prinsip-pringipdential banking Dari
ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehatigrmatdalah salah satu
asas terpenting yang wajib diterapkan atau dileddsam oleh bank dalam
menjalakan kegiatan usahanya.

Prudentyang berarti bijaksana atau asas kehati-hatiapukanlah
istilah baru, namun mengandung konsepsi baru dat@myikapi secara
lebih tegas, rinci dan efektif atas berbagai risikgng melekat pada
bank.Jadi, prudent merupakan konsep yang memiiguusikap, prinsip,
standar kebijakan dan teknik dalam manajemen ridilemk yang
sedemikian rupa, sehingga dapat menghindari akidegcil apapun, yang
dapat membahayakan atau merugikalakeholders (dalam hal ini

nasabah), terutama para depositor dan kretitur.

** Zainuddin ali,Hukum Perbankan Syarialketentuan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang
No. 10 tahun 1998 tentang perbankan terdapat dalaupiran.

5 Taswan, Managemen Perbankan (konsep,teknik dan aplikg¥ipgyakarta: UUP
STIM YKPN, 2006), him. 202.

*Permadi GandaprajBasar dan Prinsip Pengawasan BarfRakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2004), him. 21.
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Prinsip kehati-hatian atau dikenal dengprudential banking
merupakan suatu prinsip penting dalam praktek dpeipankan dalam
praktek dunia perbankan di Indonesia sehingga wdijierapkan atau
dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiasahanyanya. Istilah
Prudential Bankingni sangat terkait dengan pengawasan dan managemen
perbankan. Kataprudential itu sendiri secara harfiah dalam bahasa
Indonesia berarti bijaksana, namun dalam dunia godsdn istilah itu
digunakan untuk asas kehati-hati4Prinsip Prudential Banking ini
merupakan pengendalian resiko bank untuk menjagadean, kesehatan
dan kestabilan bank.

Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihakk bselalu
berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usaharalandarti harus selalu
konsisten dalam melaksanakan peraturan perundatayigan di bidang
perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikid®ba

Perlindungan secara lansung oleh dunia perbankamadap
kepentingan nasabah penyimpan dana adalah sudidupgan hukum
yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana tgrhvadiko kerugian
yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan bifik®

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Banknesia

dalam pasal 25 ayat 1 mengatur mengenai wewenan§ Balonesia

*"Ibid.

*®Hermasyah,Hukum Perbankan Nasional Indonesia(edisi revig)akarta: Kencana
Pranada Media Group, 2005), him. 135

*Ibid
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untuk mengatur mengenai prinsip kehati-hatian hesgiha bank dengan
menyatakan bahwa Dalam rangka melaksanakan tugagatoe bank,
Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuantkaterperbankan
yang memuat prinsip kehati-hatian. Dalam penjelaBasal terrsebut
dijelaskan bahwa ketentuan-ketentuan perbankan ya@guat prinsip
kehati-hatian  bertujuan untuk memberikan rambu-amltbagi
penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan guna uoukanj sistem
perbankan yang seh¥tMengingat akan pentingnya tujuan tersebut maka
segala peraturan mengenai prinsip kehati-hatiag y@ah ditetapkan oleh
Bank Indonesia harus didukung dengan sanksi-sgaksj adil dan kuat.
Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian bank selpagaa
dimaksud dalam ketentuan pasal 2 Undang-UndancgaRieab Nomor 21
Tahun 2008 tentu dapat kita ketahui atau menempksal lain didalam
undang-undang ini yang kemudian mempertegas kemina&ihgenai
pentingnya prinsigprudential bankingyang diterapkan dalam setiap usaha
perbankan agar dapat meminimalisir terjadinya wedderugian yang
dialami bank. Dalam pasal 29 ayat 2 dijelaskan ahwank wajib
memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengamtkah Kecukupan
Modal, Kualitas Asset, Kualitas Managemen, Likuid&olvabilitas, dan
aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dgim nvelakukan

kegiatan usaha sesuai dengamdential banking principle

%Priyoggo Suseno Dan Heri Sudarddn@ang-Undang, Peraturan Bank Indonesia dan
Surat Keputusan Direksi Tentang Perbankan Syarialenjelasan Pasal 25 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonbbia, 80.
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Berdasarkan ketentuan pasal diatas maka tidak ladanaapapun
juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prifsgpati-hatian, ini
mengandung arti bahwa segala perbuatan dan kehijgtayang dibuat
dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harustsssaberdasarkan
kepada peraturan perundang-undangan yang berlakingga dapat
dipertanggung jawabkan secara hulm.

Selanjutnya pada ketentuan pasal 29 ayat 3 Undawigitdy
Perbankan Nomor 10 Tahun 2008 terkandung arti pgaluiterapkan
prinsip kehati-hatian bank dalam rangka penyaluraedit atau
Pembiayaan Syariah kepada nasabah berdasarkaip myasiah kepada
nasabah debitor. Selengkapnya ketentuan terselmgemeikakan bahwa
dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasgvkasip syariah
dan melakukan kegiatan usaha lainya bank wajib mpol cara-cara
yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabang y
mempercayakan dananya kepada Bank.

Sedangkan dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 Undagdgrgn
Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa 8S&tem Nilai Tukar
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip iketitgn adalah

salah satu upaya untuk meminimalkan risiko usaHandgengelolaan

#TaswanManagemen Perbankan (konsep, teknik dan aplikdui, 135

®Rahmad Perwira. A, “Penerapan prinsip kehati-hatiank dalam perjanjian kredit
untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah padék lpembangunan daerah jamBihesis
(Yogyakarta: Magister Hukum Ull, 2010,) him. 12
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bank, baik melalui ketentuan yang ditetapkan olednkB Indonesia

maupun ketentuan intern bank yang bersangkutan.

. Dasar Hukum Prudential Banking

Ketentuan prudential bankingtelah ditetapkan dalam beberapa
aturan hukum diantaranya dapat dilihat dalam ketenpasal 29 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang berbunyi:

Dalam pasal 29 Ayat 2 dijelaskan bahwa Bank wajdmalihara
tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuanklgmo modal,
kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, adlitas, solvabilitas dan
aspek lainyang berhubungan dengan usaha bank dan wajib nkellaku
kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati- hatian

Berdasarkan ketentuan Pasal diatas dapat diketsthwa tidak
ada alasan apapun juga bagi pihak bank untuk ticeserapkan prinsip
kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanym dvajib
menjunjung tinggi prinsip kehati-hatidhlni mengandung arti, bahwa
segala perbuatatankebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan
kegiatan usahanyarusenantiasberdasarkakepadgeraturaperundang-
undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggawabkan secara

hukum?®

8 Hermansyah, Hukum Perbankanap.cit, him. 135.

® Ibid.
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Namun, ketentuan tentangudential bankingjuga diatur dalam
dalam pasal 29 ayat 3 menyatakan Dalam memberikaditkatau
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melaki&giatan usaha
lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidekugikan bank dan
kepentingan nasabah yang memercayakan dananyaskiepiakl

Aturan hukum tentangrudential bankingpada pasal 29 bukan
hanya terdapat dalam ayat 2 dan 3 saja namun gudapiat dalam ayat 4
yang isinya menyatakan bank wajib menyediakan mési mengenai
kemungkinan terjadinya risiko kerugian sehubung&mgdn transaksi
nasabah yang dilakukan melalui bank untuk kepeatingasabah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) di ataka mdak ada
alasan apapun juga bagi pihak bank untuk tidak rapken prinsip
kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahaayawajib menjunjung
tinggi prinsip kehati-hatiaffini mengandung arti bahwa, segala perbuatan
dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukegiatan
usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada r@erggerundang-
undangan yang berlaku sehingga dapat dipertangawabkan secara
hukum.®

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 29 ayat (3) ridikay arti
perlunya diterapkan prinsip kehati-hatian dalangkanpenyaluran kredit.

Sedangkan ketentuan pasal 29 ayat (4) sangat @tahikya dengan dua

% bid.

% bid.
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pasal sebelumnya menyangkut perlindungan bagi kieygam nasabah
penyimpan dan simpanannya. Hal menarik dalam kegaerprinsip kehati-
hatian bank adalah kewajiban Bagi bank menyediakarmasi mengenai
kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungangae transaksi
nasabah yang dilakukan melalui bank sebagaimangatdikan dalam
pasal 29 ayat 4 diatas.

Penyediaan informasi tersebut dimaksudkan agarsakseuk
memperoleh informasi mengenai bank menjadi lédibuka. Apabila
informasi tersebut telah dilaksanakan maka bankngdjap telah
melaksanakan ketentuan ini. Ketentuan ini juga mprkkan bahwa bank
benar-benar memiliki tanggung jawab dengan resa.

Meskipun undang-undang tidaklah menjelaskan sexdaca dan
pasti tentang pengertian dari prudential bankingura pengaturan secara
emplisit tentangprudential bankingni telah ada dalam Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998 yang menjadi sangat relevargaterkonsep
hubungan antara bank dengan nasabahnya yang bukama lsekedar
hubungan antara debitur dengan kreditur melainkaga j hubungan
kepercayaan. Ketentuan pasal tersebut antard’lain:

Menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1888&nhg
Perbankan dalam memberikan kredit, Bank Umum wajdmpunyai
keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debituk umelunasi

utangnya sesuai yang diperjanjikan.

67 zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syarialbunyi pasal 8 dan 11 undang-undang no
10 tahun 1998. Yang terdapat dalam lampiran buku.
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Sementara pada pasal 11 ketentuan tenfndential banking
mengharuskan Bank Indonesia menetapkan ketentuaigema Batas
Maksimum Pemberian Kredit atau pembiayaan berdasargrinsip
syariah, pemberian jaminan, penempatan investaai barharga, atau hal
lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bamada peminjam atau
sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepadausahaan-
perusahaan dalam kelompok yang sama dengan barnkbgasangkutan.

Pengertianprudential bankingdalam perbankan tidak dijelaskan
secara pasti melainkah hanya istilah saja. Misafgerti yang terdapat
dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tal@2 Inisalnya
disebutkan bahwa bank wajib menjalankan usaha isdsa@an prinsip
kehati-hatian, dalam arti wajib senantiasa memsliliagkat kesehatan
bank, kecukupan modal, kualitas aset, kualitas ajgmen, likuiditas,
rentabilitas dan aspek lainyang berhubungan dengan usaha bank
namun undang-undang tidak menjelaskan tentang ajea aspek lain
tersebut.

Ketentuan mengenarudential bankinguga pernah diatur dalam
Regulasi 25 Maret 1989 yang mencakup mencakup p&agamengenai
masalah-masalah Merggoermodalan, batas pinjaman, penyertaan oleh
bank dan pemberian kredit investasi, kredit ekspmmilikan bank

campuran dan ketentuan mengenai Bank PerkreditayaR4

®Muhammad Djumhana, Hukum Perbankarop.cit him. 7
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Bukan hanya paket regulasi 25 maret saja yang dipdélam
prudential bankingnamun paket kebijakan regulasi Januari 1991 jua
menjadi acuannya. Paket Kebijakan Januari 1991 ahddberupa
pengaturan mengenaPrudential Regulation(prinsip kehati-hatian®
Paket ini dilandasi keadaan dan kondisi perbankhosksnya dan
perekonomian yang kurang menggembirakan umurfthya.

Paket Januari 91, antara lain berisikan asastikest@an bagi
perbankan dalam hal ini pihak Bank Indonesia meamagar kalangan
Perbankan Nasional memenuhi CARapital Adequacy Ratioyaitu
perbandingan antara modal sendiri dan ase@nteahg menurut risiko)
Ketentuan yang berkaitan dengan prinsip kehatahaifPrudential
Regulation)yang meliputi‘*

a. Permodalan bank.

b. Kualitas aktiva dan pembentukan cadangan.

c. Jaminan pemberian kredit.

d. Kredit untuk pembelian saham dan pemilikan sahah bank.
e. Batas maksimum pemberian kredégal lending limij.

f. Garansi bank.

g. Margin trading.

h. PDN.

i. Swap dan swap ulang.

* Ibid.
" Ibid, him, 8.

" Widjanarto, Hukum dan., op.cit, him. 42
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Ruang lingkup darprudential bankingpada saat ini sudah banyak
aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesityran-aturan
tersebut antara lain:

a. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.27/1&FKIR
Tanggal 31 Maret 1995 Tentang Kewajiban Penyusudam
Pelaksanaan Kebijaksanaan Penkreditan Bank (PPIBRB) Bank
Umum.

b. Peraturan Bank Indonesia N0.8/13/PBI/2006 Tentarghbahan Atas
Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 TentartgBElaksimum
Pemberian Kredit (BMPK) Bank Umum.

c. Peraturan Bank Indonesia N0.9/16/PBI1/2007 Tentargbahan Atas
Peraturan Bank Indonesia No.7/15/PBI/2005 Tentdmglah Modal
Inti Minimum Bank Umum.

d. Peraturan Bank Indonesia No. 10/25/PBI/2008 TentBegubahan
Atas Peraturan Bank Indonesia No0.10/19/PBI/2008tdaren Giro
Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalaopigh
Dan Valuta Asing.

e. Surat Edaran Bank Indonesia Kepada Bank Umum N2/BANP
Tanggal 30 Mei 2007 Tentang Pelaksanaan Good Catspor
Governance Bagi Bank Umum

Dari berbagai sumber hukum diatas dapat disimpulkahwa
prudential banking itu adalah pengendalian resiko perbankan dari
kegagalan melalui penerapan peraturan perundargagad dan segala
peraturan yang berlaku secara konsisten. Dalansipriehati-hatian ini

yang paling sering dterapkan didalamnya atau yarenjadi pisau
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analisisnya terdapat dalam “5C” pengenalan nasafaatu character,

capital, capacity, condition of econordgncollateral

3. Tujuan Prudential Banking

Prinsip kehati-hatian bertujuan agar bank menjalanksahanya
secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuantdeh dan norma-
norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankanr bgak yang
bersangkutan selalu dalam keadaan sehat, sehingggarakat semakin
mempercayainya yang pada gilirannya akan mewujudisistem
perbankan yang sehat dan efisien, dalam arti sedgpat memelihara
kepentingan masyarakat dengan baik, berkembangrasegajar dan
bermanfaat bagi perkembangan nasidhal.

Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang NomoiT&3un
1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tabh0#4 tentang
Bank Indonesia dalam pasal 25 ayat 1 menegaskaantujari prinsip
kahati-hatian perbankan vyaitu ketentuan-ketentuarbgmkan yang
memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk meifkbarrambu-rambu
bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan gumaujudkan
perbankan yang sehat. Menurut tujuan diberlakukanmynsip kehati-
hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalamd&aalLiquid dan

Solvent.Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian dipkan kadar

“Rahmadi UsmanAspek-aspek Hukum Perbankan di Indoneglakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2003), him. 17-19.
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kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetagi,tisehingga
masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpaanya di bank’
Prinsigkehati-hatian merupakan prinsip pengendalian risiletalui

penerapan peraturan-peraturan perundang-undangatkedantuan yang

berlaku secara konsisten. Prinsip kehati-hatiamy yditetapkan oleh Bank

Indonesia antara lain:

a. Pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bagi banknumu

b. Direktur kepatuhan

c. Capital Adequacy Ratio(Car)

d. Posisi devisa neto

e. Laporan keuangan tahunan dan laporan keuangankasiblbank
umum

f. Penilaian kemampuan dan kepatui@aim And Proper Test).

MenurutPermadi Gandaprajasasaran padarudential Regulation

adalah:

a. Menetapkan kebijakan bahwa hanya bank yang sedsaasfalah
yang diizinkan untuk beroperasi

b. Mengendalikan pemilik dan manajemen bank, agak tdangambil
risiko yang berlebihan

c. Menetapkan ketentuan dan pedoman bagi pelaksakaatansi yang

memadai, penilaian aset yang realistis, dan pedapoyang

3 Sutan Remi Syahreni ada dalam buku Rahmadi Usopacif, him. 19
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menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya amleng
persyaratan diclosure, sehingga memenuhi disiglgap

d. Menetapkan dasar dan kewenangan pihak pengawaséndatam
melakukan tindakan korektif dan dalam membatasivitks bank
yang lemah atau tidak seffat

Prudential bankingjuga berfungsi sebagai alat control untuk
menilai kualitas dan juga kesehatan bank baik urBakk Indonesia
maupun Internal Bank itu sendiri yang punya kelaijakersendiri dalam
menilai sehat atau tidaknya bisnis yang dijal®@nudential bankingharus
tercermin pada sikap dan perilaku pihak manajemank bmaupun
bankirnya sendiri. Peraturan yang belum ada sekhusus mengenai
prudential bankingini mengakibatkan banyak bank yang lalai dan tidak
mengindahkan prinsip yang sangat penting(Rrudential Banking) hal
ini akan banyak berakibat pada bank. Mulai dariidedét percayaan
nasabah terhadap bank bahkan bila bank tersebah simlam keadaan
yang tidak sehat dan dapat mengakibatkan kerugilamdperekonomian
dapat dibubarkan (dilikuidasi).

Jadi, Prudential bankingdalam Bank Syariah juga meliputi
beberapa hal tentartQualitas Aktiva Produktif (KAP), Batas Maksimum
Pemberian Pembiayaan (BMPP).Tingkat kesehatan, pedoman
pembiayaan serta aspek operasional lainnya yasgsuh secara bertahap

menurut skala prioritas. Dalam membentuk atuPxodential Banking

"bid., him. 28.
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bagi seluruh Bank Syariah harus melaksanakan depg#asionalisme

bagi setiap karyawan guna meningkatkan kinerja atetg¢bih baik lagi.

4. Rambu-rambu K esehatan Bank (Prudential Standarts)

Dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian mengada gatetapan
rambu-rambu kesehatan bank, hal itu digunaan umehkjaga agar bank
tetap stabil. Rambu-rambu kesehatan bank memilikiah agar bank
dalam melakukan setiap kegiatan usahanya dengan seéngga bank
tetap dalam keadaan sehat. Rambu-rambu kesehatdn ibhia harus
mendapatkan perhatian khusus dari Bank Indonesiak Blonvensional
bahkan Bank Syariah. Adapun rambu-rambu kesehatag gimaksud
antara lain :

a. Analisis Pembiayaan
Bank harus mengajukan penilaian awal saat nasakalyajukan
permohonan pembiayaan dengan berpedoman kepadédP3ER yaitu
Character, Capital, Capacity, Collateral, Conditiai Economy, Party,
Purpose, Profiliability, Returns, Repayment, daskRBearing Ability
nasabah pemohdn.
b. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
Latar belakang ditetapkannya ketentuan Batas Makaim
Pemberian Kredit (BMPK) adalah agar bank melakuganyebaran

risiko dalam penanaman dananya sedemikian rupatalgdr terpusat

s Johannes IbrahimMengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif oala
Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekomnorfdakarta: Mandar Maju, 2004), him. 16
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pada peminjam, kelompok peminjam, atau bahkan sefexientu.
®Konsentrasi pemberian kredit dapat mengakibatksakoriyang sangat
besar bagi banK. Itulah sebabnya undang-undang Perbankan mengatur
secara eksplisit ketentuan Batas Maksimum Pembésiadit.”® Pasal
11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tenRerbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nafhdrahun
1998 menyebutkan bahwa Bank Indonesia menetapkaentkan
mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit atau pabn
berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminanempeatan investasi
surat berharga atau hal lain yang serupa, yangtdiifakukan oleh
bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yenkgit,
termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam ké&lorapg sama
dengan bank yang bersangkutan
c. Kualitas Aktiva Produktif

Dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 Iphsgyat
(3) tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umumhgadimaksud
dengan aktiva produktif adalah:

penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasitdam

bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana &atak, tagihan

® Daeng NajaHukum Kredit dan Bank Garans{Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
2005), him. 294

" Ibid.
" Ibid.

 bid.
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akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dieeljan janji dijual
kembali (Reverse Repurchase Agreementjagihan derivatif,
penyertaan, transaksi rekening administratif sedatuk penyediaan
dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Dalam pasal 2 ayat 1 peraturan Bank Indonesia
No.7/2/PBI/2005 menyatakan, pelaksanaan dana obatk bwajib
dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatiani diathm rangka
pelaksanaan prinsip kehati-hatian,para direksi bam@fib menilai,
memantau, dan mengambil langkah-langkah yang digemnl agar
kualitas aktiva senantiasa baik. Penilaian inikdikan dengan beberapa
pembagian kesehatan tergantung aspek-aspek ted@mterukur yang
ditetapkan dalam sebuah peraturan perbafikan.

d. Giro Wajib Minimum

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No0.10/25/B8&%2
yang dimaksud dengan Giro Wajib Minimum (GWM), adasimpanan
minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam Hensaldo
Rekening Giro pada Bank Indonesia yang besarnystagian oleh
Bank Indonesia sebesar prosentase tertentu daripiaak ketiga®

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yhat asalah

bank yang bisa menjalankan fungsinya dengan baikg@e kata lain,

8 peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 menyatagealaksanaan dana oleh bank
wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatia

8l pasal 1 Angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomo251Bbi/2008 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/19/Pbi/20@&tang Giro Wajib Minimum Bank
Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan ValutagAs
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bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaganuanelihara
kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsimadiasi, dapat
membantu kelancaran lalu lintas pembayaran segatdigunakan oleh
pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakanngautama
kebijakan moneter. Dengan menjalankan fungsi-futegsebut diharapkan
dapat memberikan pelayanan yang baik kepada m&syarserta
bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan.

Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, bhatus
mempunyai modal yang cukup, menjaga kualitas asetighgan baik,
dikelola dengan baik dan dioperasikan berdasarkensip kehati-hatian,
menghasilkan  keuntungan yang cukup untuk mempetkaima
kelangsungan usahanya, serta memelihara likuigisasehingga dapat
memenuhi kewajibannya setiap saat. Selain itu, usuadnk harus
senantiasa memenuhi berbagai ketentuan dan atargntglah ditetapkan,
yang pada dasarnya berupa berbagai ketentuan yamgacu pada

prinsip-prinsip kehati-hatian di bidang perbankan.

. Prinsip Prudential Banking Dalam Sistem Perbankan Syariah

Prinsip Kehati-hatian(Prudential Banking)juga diterapkan alam
Perbankan Syariah yang dapat dilihat pada aturaasatyang terdapat
dalam Undang-undang Perbankan Syariah, antara lain:

Bank Syariah merupakan salah satu Bank Islam dirflesia yang

merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya riknedan
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memberikan pembiayaan serta jasa-jasa dalamrhbekey keuangan di
Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip darii&yaslam. Dalam
pasal 1 angka 13 Undang-Undang Perbankan Nomor &wnl 2008
dijelaskan sebagai aturan perjanjian berdasark&uiiduslam antara bank
dan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pemabra kegiatan
usaha atau kegiatan lain yang disesuaikan dengaraly antara lain
pembiayaan berdasarkan prindffudharabah, Musyarakah, Murabahah,
ljarah dan lain-lain.

Perlu digaris bawahi bahwa Hukum Islam mengatuarsetengkap
tentang prinsip bermuamalah pada umumnya, saatpnnsip-prinsip
tersebut sudah digunakan diseluruh Perbankan 8ydeaam melakukan
setiap kegiatan usahanya baik dari segi produk ban&upun
pembiayaannya dimana produk-produk tersebut méampaproduk
pilihan dalam bank.

Penerapamrudential bankingdalam Perbankan Syariah akan lebih
baik jika ada ayat-ayailqur'an yang menguatkannya dan aturan-aturan
hukum yang menjadi pondasinya, aturan hukum tetsdbpat terlihat
dalam beberapan ketentualgur'an dan pasal Perbankan Syariah.

a. Prinsip larangan riba yang sering dikonotasikanagab prinsip bagi
hasil, yang tedapat dalam Ar-ruum ayat 39, Anaisgat 160 dan 161,
Ali-iran ayat 130 dan Al-bagaroh ayat 275 samp&i 27

b. Untuk prinsip itikad baik dan kejujuran disebutldalam Al'Araf ayat

33, dan Al-Muthafifin ayat 1 sampai 3.
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c. Prinsip keseimbangan/keadilan terdapat dalam Aswarsy ayat 183,
Al-isra’ ayat 29 dan 35, Ar-rahman ayat 9 dan Atamayat 152
Penerapan prinsip kehati-hatian Bank Syariah ddpiuat pada
pasal 35 ayat (1) ,(2) ,(3) ,(4) dan ayat (5) Unddamdang Perbankan
Nomor 21 Tahun 2008. Dalam ayat 2 disebutkan beBavik Syariah dan
Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menyampaikan kepRdak Indonesia
laporan keuangan berupa neraca tahunan dan peyaitutaba rugi
tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasprkssip akutansi
syari‘ah yang berlaku umum, serta laporan berkalanya, dalam waktu
dan bentuk yang diatur dengan peraturan Bank IrglanBan pada ayat
selanjutnya, yakni ayat 3 dinyatakan bahwa neracambrhitungan laba
rugi tahunan harus di audit terlebih dahulu oleht&a akuntan publik.
Setelah itu, neraca dan laporan laba rugi wajilndimkan kepada publik
dalam waktu dan bentuk yang telah ditentukan olehikBndonesi&®
Namun ada pengecualian terhadap Bank PembiayaamaRidam
hal kewajibannya menyampaikan laporam tersebutjtthdaermuat dalam
ayat 4 dan 5 pada ayat 4 menyatakan Bank Indowegiat menetapkan
pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimhgegia ayat 3 bagi

Bank Pembiayaan Rakyat. Sementara ayat (5) meraatank Syariah

82 Mulhadi, Prinsip Kehati-hatian (prudent banking principle3ldm Kerangka Undang-
undang Perbankan Indonesi@Jniversitas Sumatra Utara: 2005), him 20

8 pasal 35 ayat 2 dan 3, Undang-undang Republiknesia Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah
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wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugideepablik dalam
waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Ind@fési

Sementara itu pada pasal 36 menyatakan cara-ca@g tydak
merugikan dalam penyalurananya yaitu Dalam menkaluPembiayaan
dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syat@h UUS wajib
menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan/alUS dan
kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.

Dalam hal ini, Bank Indonesia juga menetapkan Kkaten
mengenai batas maksimum penyaluran dana berdaspriesip syariah,
pemberian jaminan, penempatan investasi surat tgerhgang berbasis
syariah, atau hal lain yang serupa yang dapatulkak oleh Bank Syari'ah
dan UUS kepada nasabah penerima fasilitas ysngitetdrmasuk kepada
perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bamlalsylan UUS
yang bersangkutan. Sebagaimana yang tercantum qelaat 37 ayat 1,
pada angka 2 disebutkan batas maksimum pada ayidalk boleh
melebihi 30% dari modal Bank Syariah sesuai dergtentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indone&a.

Bank Indonesia dalam angka 3 menetapkan ketentuengenai
batas maksimum penyaluran dana berdasarkan PBgsiah, pemberian
jaminan, penempatan investasi surat berharga, tethilain yang serupa

yang dapat dilakukan oleh Bank syariah para pengegaham, anggota

# Ibid.

% Ibid.
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komisaris, direksi, pejabat bank, Keluarga dari akihsebagaimana
dimaksud dalam huruf (a), huruf (b), dan hurufdah Perusahaan yang di
dalamnya terdapat kepentingan dari pihak sebagandimaksud dalam
huruf (a) sampai dengan huruf (e). Batas maksimsghagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak boleh melebihi 20%a@a(puluh persen) dari
modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yaetppkan oleh Bank
Indonesia ini terdapat dalam ketentuan angka 4ngwdadang Perbankan
Syariah dan yang terakhir adalah Pelaksanaan ketrensebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporlsesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yam@apat dalam angka
5 undang-undang perbankan syariah nomor 21 tah0&®20

Pada Pasal 38 menyatakan bahwa Bank Syariah wajilenapkan
manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, daimgeangan nasabah
yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia. Baraki&ly dan UUS waijib
menjelaskan kepada nasabah mengenai kemungkindoultiya risiko
kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah ykkgkan melalui

Bank Syariah dan/atau UUS yang termuat dalam 3&sal

C. Pembiayaan Mudharabah dalam Pelasanaannya pada Bank Syariah Di
Indonesia

Dalam bagian ini akan dibahas tentang seluruh [eadtabg

mudharabahmulai dari pengertian, dasar hukum, rukun akad ldamlain.

Ini digunakan sebagai acuan untuk bab selanjutnya.

% Ibid.
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1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari katadharb, berarti memukul atau
berjalan dimana pengertian memukul atau berjal&ih léepat adalah
proses seseorang memukulkan kakinya dalam menganisah4’
Secara tekniMudharabahadalah suatu akad kerjasama atau persetujuan
kongsi usaha antara dua pihak dimana pihak per{@mzhibul maal)
menyediakan seluruh dana (100%) dan pihak ke@uadharid
bertanggung jawab atas pengelolaan usaha yang ukeyamnya
dibagikan sesuai dengan rasio bagi hasil yanp tikepakati bersanfi.

Disebutkan dalamfigih muamalah definisi terminologi bagi
mudharabahdiungkap secara bermacam-macam oleh beberapa ulama
mazhab. Di antaranya menurutmadzhab Hanafimendefinisikan
Mudharabah adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam
keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dga kusaha) dari
pihak lain. Sementarmmadzhab Malikimenamaimudharabahsebagai
Penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalammlgh uang yang
ditentukan kepada seseorang yang akan menjalanisaha dengan
uang itu dengan imbalan sebagian dari keuatumge®® Sedangkan

madzhab syafi'imendefinisikan mudharabah bahwa pemilik modal

8 Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariahop.cit him. 95

8 Adiwarman A Karim,Bank Islam Analisis Figih dan KeuangarfJakarta:PT. Raja
Grafindo Persada, 2006), him. 205

8 Muhammmad, Manajemen, op.cit him. 102
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menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha unalén@an dalam
suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadiantka keduany®.

Suatu hal yang barangkali terlupakan oleh bebemnsgdzhab ini
dalam mendefinisikaimmudharabahadalah bahwa kegiatan kerjasama
mudharabah merupakan jenis usaha yang tidak secara otomatis
mendatangkan hasil. Oleh karena itu penjabaran emangintung dan
rugi perlu untuk diselipkan sebagai bagian yanggral dari sebuah
definisi yang baik. Banyak para ulama yang mengatalbahwa
kerjasamamudharabahterjadi manakala terdapat untung dari sebuah
usaha, sementara ketika tidak mendapatkan untusgbuwli sebagai
mudharabat?*

Pendapat ini kiranya membingungkan dan bahkan garke
menutupi konsekuensi kerugian yang harus ditanggergilik modal
ketika usahaviudharabahtidak menghasilkan laba atau untung modal
hilang sama sekali. Jadi maksud dari berakhirnyad a8dudharabah
ketika kerugian menjadi hasilnya adalah semuanyabké kepada
asalnya. Artinya kerugian modal ditimpakan kepadamypdia modal
sedangkan kerugian tenaga keterampilan dan kesempandapat laba

ditanggung oleh pengusaffa.

% Ibid.
! Ibid.

2 bid, him. 103.
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Intinya Pembiayaan Mudharabamerupakan pembiayaan pada
setiap Perbankan Syariah yang menggunakan sistgirhasil dimana,
modal sepenuhnya ditanggung oleh bapkmbiayaan mudharabah
merupakan pembiayaan yang mengandur unsur keparcggag sangat
tinggi antara pelaku usahanya, jadi bagi pemildna §hohibul mal)
dan pengusahamydharij agar sangat berhati-hati, karena resiko
kegagalan yang akan ditanggung lebih besar dara gsmbiayaan

lainnya.

2. Landasan Hukum Mudharabah

Secara umum landasan dasar syamnaldharabahantara lain

adalah®

a. Al- Quran: Surat Al- Muzzamil ayat 20
“... dan dari orang-orang yang berjalan dimuBumi mencari
sebagian karunia Allah SWT....".

Dimana yang menjadWajhud-Dilalah atau argumen dari
penjelasan Dalam ayat ini adalah adanya Katdhribunyang sama
dengan akar katanudharabahdimana berarti melakukan suatu
perjalanan usaha

b. Al- Hadist Nabi Riwayat Ibnu Majah
Dari Shalihah bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah Saw

bersabda:

%Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/Dsn-Mui/lv/200Fentang Pembiayaan
Mudharabah (Qiradh)
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“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: hedi
secara tanggutmuqgaradhah (mudharabaldan mencampur gandum
dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuialdi (HR.
Ibnu Majah).

c. Ima

Bila ditinjau dari segi hukum Islam maka praktik
mudharabahini diperbolehkan baik menurut Al-Qur'an, Al-Haslit
dan ljma’. Selain itu menurut Imam Zailai dimana falah
menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsenshadéap
legitimasi pengelolahan harta yaitu secamadharabahselain itu
kesepakatan para sahabat ini sejalan dersgant hadist yang
dikutip Abu Ubaid dalam kitahl Amwal (454)%

d. Qiyas

Mudharabah digiyaskan kepadaal-musyagah vyaitu
(menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Sedaimntara
manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kayasali sisi,
banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakanigar Di sisi
lain, tidak sedikit orang yang miskin yang mau bgkeetapi tidak
memiliki modal. Dengan demikian dengan adanwadharabah
ditujunkan antara lain untuk memenuhi kebutuharukegblongan di
atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam ranmgkaenuhi

kebutuhan mereka.

%“Muhammad Syafi'i AntonioPerbankan Syariah dari Teori dan Praktedp.cit, him.
151
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Tahap landasan hukurMudharabah berisikan segala aturan-
aturan yang berlaku dalam pembiayasdindharabah yaitu Alqur'an,
Hadist, ijma’dan giyas, dengan adanya dasar hukumaka diharapkan
tatacara pelaksanadudharabahmengacu pada dasar hukum yang telah
ada dan tidak melenceng dari ajaran Syariah Iskamg gudah ada. Dasar
hukum ini juga menjadi penguat dalam setiap trasisdkdharabahyang
dikenal sebagai akad paling sulit dan penuh dengesiko dalam

pelaksanaannya.

Rukun dan Syarat Mudharabah

Ada beberapa Faktor yang harus ada dalam rukurhanalbiah
yaitu®
a. Pelaku
b. Objek Mudharabah
c. Persetujuan kedua belah pihak
d. Nisbah keuntungan

Kemudian mengenai syarat-syarat yang harus dipemtiputi
syarat yang menyangkut subyek perjanjian dan syarajy menyangkut
obyek perjanjian. Bahwa para pihak yang mengadgayjanjian bagi
hasil harus sama-sama sudah dewé@saligh), sehat akalnya, dan

berwenang melakukan tindakan tersebut. Terhadapkolgg yang akan

% Adiwarman A Karim, Bank Islam., Op.Cit, him. 205
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dibagi hasilkan harus benar-benar miliknya secata glas dan tidak
sedang dalam proses sengkéta.

Tidak diperkenankan melakukan melakukan akad sesgoyang
belum baligh dan orang yang tak berakal (gila)hgrgang melakukan
akad Mudharabahharuslah seseorang yang sudah cukup umurnya dan
berakal sehat, karena melakukan perjanjian hanya @iakukan oleh
orang yang sama-sama sadar akan apa yang merekaratan tau apa
tujuan dari akadvludharabahtersebut. Dalam akadudharabah barang
yang akad diakadkan harus jelas dan masalah peamb&guntungan
harus sudah dibicarakan dari awal serta memutugkadengan kata

sepakat antarsohibul maaldanmudharibnya.

4. Jenisjenis Mudhar abah
Mudharabahdalam sistem Perbankan Syariah merupakan sebuah
akad yang mana seluruh dananya ditanggung oleh likembdal
(shohibul magl secara keseluruhan dan akan dioleh menjadi sebuah
usaha yang menjanjikan oleh pelaku usg@hadharib),dimana nantinya
keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakataraS umum

mudharabah terbagi menjadi dua jenis y&itu:

®Abdul Ghofur Anshori,Hukum Perjanjian Islam Di IndonesigYogyakarta: gajah
Mada Press, 2010), him. 104.

®Heri SudarsonoBank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsh idiastrasi
(Yogyakarta: Ekonisia, 2005), him. 59.
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a. Mudharabah Muthlagahadalah bentuk kerjasama antashohibul
maal dan mudharibyang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi
spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

b. Mudharabah Mugayyadalfrestricted mudharabahatau speciefied
mudharabah)adalah bentuk kerjasama anteastaohibul maaldan
mudharib yang cakupannya sinudharib dibatasi dengan batasan
usaha, waktu dan tempat usaha. Dan adanya pembatasaringkali
mencerminkan kecenderungan umshohibul maaldalam memasuki
jenis usahaMudharabah muqayyadaterbagi menjadi dua yaifl:

1) Mudharabah muqgayyadah on Balance shgeitu simpanan
khusus (restricted investment)dimana pemilik dana dapat
menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus tipaiteth bank.

2) Mudharabah mugayyadah off Balance sheetu penyaluran dana
langsung kepada pelaksana usahanya, dimana batikdbkr
sebagai perantara yang mempertemukan antara pedalila
dengan pelaksana usaha, pemilik dana dapat meaetag¥arat-
syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bamlkard mencari
kegiatan usaha yang akan dibiayai dalam pelalesansahanya

Mudharabahmemiliki beberapa jenis dalam bermuamalah yaitu
Mudharabah Muthlagahyang merupakan kerjasama antafzohibul
maal dan mudharib yang mencakup bisnis secara luas, boleh dengan
membuat usaha dan dana apa saja tidak dibatasnyeniwaktu dan juga

daerah bisnisnya yang penting sesuai dengan akachudharabah.

% bid.
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Sementara yang kedua adalaWludharabah Mugayyadahyang
merupakan bentuk kerjasama secatmlharabamamun dibatasi dengan
ketentuan usaha dan waktunydudharabah Mugayaadaklibagi dua
lagi yaitu Mudharabah muqgayyadah on Balance shgatg kegiatan
usahanya ditentukan oleh pemilik dana sementarag y&edua
Mudharabah mugayyadah off Balance shdi@edana pihak bank hanya
bertindak sebagi perantara dalam pembiayaan iniunameskipu
demikian pihak bank harus mematuhi segala ketentang telah dibuat

olehsohibul maadanmudharib.

Nisbah Keuntungan
Nisbah keuntungan adalah proporsi pembagian kegatuwlari
hasilmudharabahdengan ketentuan yang sudah ditetagRan.

a. Prosentase, Nisbah keuntungan yang harus dinyatdéam bentuk
prosentase antara kedua belah pihak, bukan dirgmtdilam nilai
nominal.

b. Bagi Untung dan Bagi Rugi, ketentuan itu merupakansekuensi
logis dari karakteristik akamhudharabahitu sendiri, yang tergolong
kedalam kontrak investagjnatural uncertainty contracs)Dalam
kontrak inireturn tergantung kepada kinerja sektor riilnya, bila laba
bisnisnya besar kedua belah pihak mendapat bagiag gesar pula

akan tetapi bila labanya kecil maka bagiannyal kega, jadi filosofi

9 Adiwarman A Karim, Bank Islam., op.cit him. 206
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ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukimlam bentuk
prosentase, bukan dalam bentuk nominal.

c. Jaminan, tujuan pengenaan jaminan dalam akadharabahadalah
untuk menghindari moral hazard mudharib bukan untuk
mengamankan nilai investasi kita jika terjadi kéangkarena faktor
resiko binis. Tegasnya bila kerugian yang timbetabkan karena
faktor resiko bisnis, jaminarMudharib tidak dapat disita oleh
Shohibul maal.Ketentuan jaminan di Bank Syariah hanya dapat
terjadi bila kerugian hanya murni diakobatkan olelsiko bisnis,
bukan karena resiko karakter bumkdharib'®

d. Menentukan Besarnya Nisbah, besarnya nisbah diamtu
berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yakgritek. Jadi,
angka besaran nisbah ini muncul sebagai htsi¥ar-menawar
antarashohibul maatengamudharib.

e. Cara Menyelesaikan Kerugian.

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannyasddal

1) Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, kareneurkungan
merupakan pelindung modal.

2) Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambéridpokok

modal®*

100 1hid., him. 209.

103 pid., him. 210.
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Ada beberapa proporsi yang dapat menentukan nislzah
keuntungan vyaitu prosentase, bagi untung dan bagi, jaminan,
penetuan besar kecilnya nisbah dan cara penyatesaaugiannya,
penentuan nisbah penting dilakukan karena ini naap ketentuan
dalam pembiayaanmudharabah diBank Syariah, sebagai sistem
keterikatan kontrak dan penetuan keutungan ankdualharib dan
Shohibul maalsehingga dengan demikian dapat diketahui berdpa ni

yang didapat dan dibagikan.

6. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pembiayaan M udhar abah
Kebutuhan masyarakat akan pembiayaan di Bank Syaria
membuat para dewan syariah menetapkan aturan ¢geR@mbiayaan
Mudharabah melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/BSN
MUI/IV/2000 tentangPembiayaan Mudharabayang menyebutkan:
a. Ketentuan Pembiayaan
Didalam ketentuan pembiayaan ini Fatwa DSN meneatapk
pengertian Pembiayaan Mudharabahyaitu pembiayaan yang
disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepadzk gétin untuk
suatu usaha yang produktif. Lembaga keuangan $yasébagai
wadah dan@embiayaan Syariahntara pemilik danahohibul maal
yang membiayai 100% kebutuhan dana nasabah sedapghkgusaha

bertindak sebaganudharibatau pengelola usah¥.

192 Hermansyah, Hukum Perbankanop.cit him. 62-63
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DSN juga mengatur tentang jangka waktu usaha, ¢ata
pengembalian dana, dan pembagian keuantungan ukisent
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LemkKagangan
Syariah dengan pengusahiludharibjuga diperbolehkan melakukan
berbagai macam kegiatan usaha asalkan sesuai deygaat islam
dan lembaga keuangan syariah tidak ikut serta dafemagemen
proyek yang dibuat hanya bertindak sebagai pengdaapembinaan
saja.

Sementara itu Jumlah dana pembiayaan harus dimyatak
dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang lembaga
Keuangan Syariah sebagai penyedia dana menanggemyas
kerugian akibat darmudharabahkecuali jika mudharib (nasabah)
melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atayahem perjanjian.
Pada prinsipnya, dalapembiayaan mudharabaidak ada jaminan,
namun agarmudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga
Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari muolteteiu pihak
ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apafiledharibterbukti
melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telesepakati
bersama dalam akad.

Kriteria dari pengusaha, prosedur pembiayaan,nad@kanisme
pembagian keuntungan diatur oleh Lembaga Keuanggaria®
dengan memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasioaal Biaya

operasional dibebankan kepadadharib.
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Dalam hal penyandang dana (Lembaga Keuangan Sy&idak
melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran adegh
kesepakatanmudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang
telah dikeluarkan.

b. Rukun dan Syarat Pembiaya&h

a. Penyedia dandgshahibul maal)dan pengeloldmudharib) harus
cakap hukum. Pernyataan ljab dan Qabul harus dikgatoleh
para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam
mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikarhahal
berikut:

1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit
menunjukkan tujuan kontrak (akad).

2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saatkontr

3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespasieatau
dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

b. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang dierioleh
penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usahgadesyarat
sebagai berikut:

1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinlika
modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tetrdeyus

dinilai pada waktu akad. Modal juga tidak dapatbeetuk

193 Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/I8IR tentang Pembiayaan
Mudharabah
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piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, bedara
bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatam da
akad.

c. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai
kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut$adipenuhi:

1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak tbole
disyaratkan hanya untuk satu pihak.

2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihakusha
diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakan
harus dalam bentuk persentésmsbah)dari keuntungan sesuai
kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarlegpakatan.

3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari
mudharabahdan pengelola tidak boleh menanggung kerugian
apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengejalaian,
atau pelanggaran kesepakatan.

d. Kegiatan usaha pengeloldmudharib), sebagai perimbangan
(mugabi) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus
memperhatikan hal-hal berikut:

1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusiidharib,tanpa campur
tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk

melakukan pengawasan.
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2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakagebeia
sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapairfyan
mudharabatyaitu keuntungan.

3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Istidam
tindakannya yang berhubungan dengardharab& dan harus
mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu

e. Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

Beberapa ketentuan mudharabah yang dibatasi olebdpr
tertentu diantaranyd®

Kontrak tidak boleh dikaitkan nfu'allag) dengan sebuah
kejadian di masa depan yang belum tentu terjadiaRdasarnya,
dalammudharabahtidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad
ini bersifat amanahyéd al-amana) kecuali akibat dari kesalahan
disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibaratga jika
terjadi perselisihan di anatar kedua belah pihakanpeenyelesaiaanya
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelmlakt tercapai
kesepakatan melalui musyawarah.

f. Keempat : Bisnis dan Usaha yang Dibid¥ai

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan Bank Syarialk terlepas

dari kriteria syariah. Karena itu Bank Syariah kidegkan mungkin

membiayai usaha yang terkandung di dalamnya halysaig

1% pid.

195 |pidl.
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diharamkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional NoGWDSN-

MUI/IV/2000 tentangPembiayaan Mudharabah

Dari seluruh uraian diatas dapat dilihat bahwa Baydriah merupakan
bank yang beropesi sesuai dengan prinsip syariatketantuan Alqur'an dan
hadist, Bank Syariah dibagi dua yaitu Bank Syanaimg lahir Dengan
Prinsip Syariah dan Bank Konvensional yang membigaha Syariah.

Disamping itu ketentuan dasar hukum yang mengatnbgmkan
syariah mulai dari undang-undang perbankan, pematpemerintah, surat
keputusan direksi hingga fatwa DSN menunjukkan lzatBank Syariah
layak disebut bank yang memiliki pegangan dalam aksslnakan
kegiatannya.

Akad yang terdapat dalam Perbakan Syariah itu hdael&un dan
syarat, rukun berisikan para pihak yang ingin matak akad, pernyataan
kehendak para pihak, obyek akad dan tujuan akachet@ara itu syarat
berisikan Kecakapan minimabgnyi2, Berbilang pihak, Persesuaian ijab dan
gabul, Kesatuan majelis akad, Obyek akad dapatatikan, Obyek akad
tertentu atau dapat ditentukan, Obyek akad dapetndiaksikan (berupa
benda bernilai dan dimiliki), Tidak bertentangamgin syariah. Dalam hal
perjanjian dan jaminan segala unsur-unsur didalamhgrus terpenuhi
dengan baik dan juga sesuai dengan ketentuan d&abiHPerdata,
sesungguhnya tidak ada perbedaan yang digunakan Bamiah dan Bank
Konvensional dalam hal perjanjian karena sama-sansmgacu pada

KUHperdata pada buku ke 1l tentang perikatan padamnya.
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Produk penghimpun dana pada Bank Syariah terdiritidm kategori
yaitu produk jasa, penyalur dana, dan penyimpara.d®ada produk jasa
terdapatAl-asraf dan Al-ljarah sementara pada produk peyalur dana ada
Mudharabah, ljarah, MusyarakatianMudharabah Dan yang dalam produk
penghimpun dana terdiri dari modal, titipan, Inesstdan investasi khusus
dan ada beberapa tambahan produk pembiayaan dalaah Seputusan
Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tentang nBa Umum
Berdasarkan Prinsip Syariah yang menjelaskan tgnbmmbagai kegiatan
usaha yang dilakukan oleh perbankan syariah. demterdapat dalam pasal
24 ayat 1 Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tah0&.20

Perbankan Syariah diawasi dan oleh Bank Indonessand
kedudukannya sebagai Bank Sentral dan secara khpsngawasnnya
dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional dan Dewang®®as Syariah.
Menurut keputusan DSN No.1 tahun 2000.

Perbedaan yang terlihat antara Bank Syariah dak Banvensional
itu terdapat dalam beberapa hal yaitu pada sisterjarlya dimana Bank
Syariah mnggunakan sistem bagi hasil sementara B&okvesional
menggunakan sistem bunga, dalam hal pengelolaaa &amk Syariah
menggunakan sistem investasi dan juga titipan damzanti dana nasabah
akan diolah dengan baik dan jelas dari mana haaintingan didapat
sementara Bank Konvensional mengunakan sistem itepogang
membungakan uang, dalam Perbankan Syariah sistemdap&tan

keuntungan dihitung dari nisbah bagi hasil nasapahg didapat dari
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investasi kepada nasabah lain yang lebih membututiaa. Keberuntungan
Bank Syariah adalah merupakan perbankan yang didwu&an hanya oleh
Bank Indonesia saja tapi memiliki pengawan laintyddewan Pengawas
Syariah dan Dewan Syariah Nasional.

Dari uraian tentangrudential bankingdapat diketahui bahwa yang
dimaksud dengamrudential bankingadalah sebuah prinsip pengendalian
resiko melalui peraturan perundang-undangan daalasdgtentuan yang
berlaku dibidang perbankan. Dengan adamyadential banking Bank
diharapkan dapat menjalankan usahanya dengan lzaik beénar sesuai
dengan ketentuan-ketentuan dan norma hukum yargkibelalam dunia
perbankan agar bank selalu dalam keadaan sehat.

Pentingnya diperhatikan tentang rambu-rambu keaehbank yang
menjadi penentu dalam berhasil atau tidakmyadential banking ada
beberapa ketentuan rambu-rambu kesehatan bank gadlisa pembiayaan,
batas maksimum pemberian kredit, giro wajib minimdam juga kualiatas
aktiva produktif. PenerapaRrudential Bankingdalam sistemperbankan
syariahdikuatkan dengan berbagai apdqur’an yang juga mengatur tentang
Perbankan Syariah.

Dalam hal mudharabah dijelaskan bahwamudharabah adalah
pembiayaan dimana modal sepenuhnya ditanggungStiehibul maalyang
menggunakan sistem bagi hasil dalam tatacaranyaipgaannya. Dasar
Hukum tentangMudharabahdiatur dalamAlqur’an, hadist, ijma’ dan giyas

Para ulama berpendapat jika ingin melakukan akadhamabah maka ada
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baiknya sebelum kerjasama dilakukan diadakan geyanerlebih dahulu
agar kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diaskdés melakui perjanjian
dan juga modal harus di serahkan secara lansungdaagudharib agar
dapat lansung digunakan untuk menjalankan usahé®g@ap rukun dan
syarat pada setiapembiayaan mudharabaharus dipenuhi dengan baik
antara para pihak didalamnya tidak menyalahi katantyang sudah dibuat
dan dipastikan akad tersebut akad dilaksanakan adenigaik tanpa
kecurangan.

Mudharabah merupakan jenis kegiatan usaha yang memiliki dua
ketentuan yaituMudharabah Mugayyadahdan Mudharabah Mutlagah
namun meskipun begitu tugasnya tetaplah membedleaa 100% kepada
nasabah yang membutuhkan dana yan kemudian jikbadsierakan
mendapatkan nisbah dan keuntungan yang sudah kiigepambagiannya

pada awal akad.
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IMPLEMENTASI PRUDENTIAL BANKING PADA PEMBIAYAAN

MUDHARABAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KOTA JAMBI

. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Mandiri.

Sebelum berbicara tentang jawaban dari permasalgdnag diangkat
terlebih dahulu penulis akan mencoba memberikanbgeam umum tentang
Bank Syariah Mandiri yang didapat dari penelitiarBdnk Syariah Mandiri
danwebsiteBank Syariah Mandiri pula. Pada bagian ini akaa laeberapa hal
yang dibahas diantaranya: Latar belakang berdirBgak Syariah Mandiri,
Visi dan Misi, Produk-Produk Bank Syariah Mandigindain-lain.

1. Latar belakang

Kehadiran Bank Syariah Mandiri sejak tahun 1998usgguhnya
merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisisakbilan moneter
1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomirdaneter sejak Juli
1997, yang disusul dengan krisis politik nasiortalah menimbulkan
beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadmpuls sendi
kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usdbalam kondisi
tersebut, industri Perbankan Nasional yang didosniméeh bank-bank

Konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemehnintakhirnya

103
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mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan ekaeitalisasi
sebagian bank-bank di Indonebia.

Salah satu Bank Konvensional, PT Bank Susila B@&B) yang
dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKIP), Bank Dagang
Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dankpals. BSB
berusaha keluar dari situasi tersebut dengan miadakwpayamerger
dengan beberapa bank lain serta mengundang inastg’

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabun
(merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi DayakBan
Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernam@&nk Mandiri
(Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan g&mgngan tersebut
juga menempatkan dan menetapkan PT Bank MandinséR® Tbk.
sebagai pemilik mayoritas baru Bank Susila Bakti.

Sebagai tindak lanjut dari keputusanerger, Bank Mandiri
melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengeg#maferbankan
Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk merggmgkan layanan
Perbankan Syariah di kelompok perusahaan Bank Masebagai respon
atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang bbeenhpeluang bank

umum untuk melayani transaksi syar{dal banking systen).

2013

! Data di dapat darittp://www.syariahmandiri.co.id/en akses 2#ihggal 21 Februari

2 |bid.

® Ibid.
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Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa
pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yapgt tentuk
melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari Bankn¥ensional
menjadi Bank Syariah. Oleh karenanya, Tim PengegdrarPerbankan
Syariah segera mempersiapkan sistem dan infragtnyt, sehingga
kegiatan usaha BSB berubah dari Bank Konvensiomaljadi bank yang
beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan rmaBank Syariah
Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notarigio, SH no. 23
tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi Bank UmumiaByar
dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Gkbernur Bl No.
1/24/KEP.BI/1999 pada tanggal 25 Oktober 1999. rfefaya, melalui
Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indaneso.
1/1/KEP.DGS/1999, Bank Indonesia menyetujui perabatma menjadi
PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dangp&uan legal
tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi imh#aoperasi sejak
Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 Noeerh®99 dan mulai
beroperasi di wisma mandiri 1 jalan MH. Thamrinsho

Bank Syariah Mandiri ini merupakan buah dari usbdi@ama dari
para perintis Bank Syariah di Bank Susila Bakti gyatidukung oleh
pemilik manajemen Bank Mandiri yang memandang pgnifa kehadiran

Bank Syariah di lingkungan Bank Mandiri. Pada awetdirinya Bank

*Ibid.
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Syariah Mandiri memiliki modal dasar Rp. 2.500.000@.000 dan modal
setoran Rp. 1.158.243.565.000 Bank Syariah Mardimudian hadir
sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme udahgan rohani
yang melandasi operasinya.

Harmoni antara kemajuan usaha dan nilai-nilai roiv@lah yang
menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Manditik menjadi salah
satu Bank alternatif bagi pelayanan perbankan divriesia. Hingga saat
ini Bank Syariah Mandiri berhasil menjadi bank h@lh masyarakat
dengan bukti berdirinya 712 kantor yang tersebar38li provinsi di
Indonesia, 752 ATM syariah mandiri, ATM mandiri 361, ATM
bersama 40,959 unit, dan Dapat ditarik tunai di Aydhg berlogo ATM
bersama dan juga ATM prima di seluruh Indonesiani@a september
2012 Jumlah karyawan yang ada di Bank Syariah Mieswuilah mencapai
15.354 oran§.

Munculnya Bank Syariah Mandiri di Indonesia sebaggdah satu
bank yang menjadi favorit masyarakat, hal ini tidakepas dari peran
para pendirinya yang bekerja sama untuk membangubapkan baru
berbasis syariah dalam batang tubuh Bank Mandiri.

Keberhasilan itu kini tercermin dengan banyaknyakB&yariah
Mandiri yang tersebar luas diseluruh wilayah Induse Bank Syariah

Mandiri kini boleh berbangga hati pula karena damtitbukan hanya oleh

®Ibid.

®Hasil wawancara bersama bapak M. Imam Fanstaif accountingPT. Bank syariah
Mandiri cabang Jambi, 30 Januari 2013.
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orang Islam saja tapi juga para masyarakat yangdaena selain Islam

melakukan bertransaksi di Bank Syariah Mandiri.

2. Bank Syariah Mandiri Kota Jambi

Pada tahun 2003 Bank Syariah Mandiri di provingildiadidirikan,
Pada saat itu Bank Syariah Mandiri kota Jambi sinikan oleh gubernur
Jambi bapak H. Zulkifli Nurdin dan dihadiri oleh rBktur utama Bank
Syariah Mandiri pusat bapak Nurdin Hasibuan sexkah adat dan juga
ulama-ulama besar yang ada di Provinsi Jambi. fartdali Berdiri di
Jambi, Bank Syariah Mandiri dipimpin oleh bapak RRidiwan kemudian
Jabatan selanjutnya diberikan kepada bapak Mohaniraafik dan pada
kepemimpinan yang ketiga dipimpin oleh bapak Mohaahrklusni Arif,
setelah berakhirnya kepemimpinan bapak Husni asikansaat ini Bank
Syariah Mandiri dipimpin oleh bapak Leo Agus Sahdi.

Bank yang beralamat di JI. Dr. Sutomo 11, Pasarbidam
merupakan Bank Syariah pertama yang berdiri di Jdmnigga saat ini
Bank Syariah Mandiri Kota Jambi sudah memiliki Ehtor Cabang yaitu:
Kantor Cabang Pembantu Di Jelutung, Kantor Cabamgbantu Sipin,
Kantor Cabang Pembantu Muaro Bungo, Kantor CabangbBntu Muaro
Tembesi, Dan Kantor Cabang Pembantu Kuala Tungktd Sales Outlet
Di Sungai Bahar, Sales Outlet Di Sungai Gelam, S@letlet Di Merlung,

Sales Outlet Di Muaro Tebo dan satu kanton kasistitut Agama Islam

" Hasil wawancara bersama M. Imam Fanzstaff accounting, PT. Bank Syariah
Mandiri kota Jambi, 30 Januari 2013
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Negeri yang berada di Telanaipura. Untukidharib pembiayaan dalam
hal pembiayaan Bank Syariah Madiri Kota Jambi mi&gmsiedikitnya 20
ribu mudharibyang tersebar di seluruh Bank Syariah Mandiri yadg di
Provinsi Jambi. Bank Syariah Mandiri Kota Jambi gaghat ini telah
memiliki empat ATM resmi serta dapat juga ditatkai di ATM mandiri,
serta ATM bersama dan juga ATM prifha.

Bank Syariah Mandiri Kota Jambi pada awal kemurowa
masih disangsikan oleh masyarakat karena masyarakatggapan bahwa
Bank Syariah sama saja kegiatannya dengan Bank édsional yang
membungakan uang, larangan riba yang telah dijafaslalam Alquran
membuat masyarakat enggan untuk melakukan segala iegiatan
bersama Bank Syariah, namun saat ini perlahan-latesyarakat mulai
memahami kenapa Bank Syariah Mandiri itu didirikdan bagaimana
sistem kerjanya, hal ini terbukti dengan Bank SyarMandiri menjadi
bank yang memiliki banyakmudharib dan juga menjadi primadona

perbankan setara dengan Bank Konvensional.

. Visi dan Misi

Visi dari Bank Syariah Mandiri adalah Menjadi Bafyariah
terpercaya pilihan mitra usaha.
Sementara Misinya adalah:

a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesginongan

®Ibid.
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b. Mengutamakan penghimpunan dana konsumer dan peagyalu
pembiayaan pada segmen UMKM

c. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesionahdhfekungan
kerja yang sehat

d. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal

e. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standbargean yang
sehaf’

Visi dan Misi dari Bank Syariah Mandiri ini menjadiuatu
motivasi di dalam Perbankan Syariah itu sendirngde adanya tujuan
perbankan, Bank Syariah Mandiri akan terus berusaagu sampai
seluruh tujuan tersebut tercapai, dan dapat memba@nsejahterakan

mayarakat.

Budaya Perusahaan
Budaya perusahaan Bank Syariah Mandiri mencermirdikap
“Akhlagqul Karimah yang terangkum dalam sifat yaitu Siddiq, Istiqdma
Fathonah, Amanah dan Tabligh.
1) Siddiq, berarti mewujudkan kerjasama usaha berdasarkanjuka),
keadilan dan saling menghormati.
2) Istigomah,berarti sabar dan terus menerus berupaya lebkhdadam
melayani dan memenuhi kebutuhan mudharib.

3) Fathonah, berarti bersikap disiplin, mentaati kebah mudharib

2013

® Data di dapat datittp://www.syariahmandiri.co.id/en akses 3:1&nggal 21 februari
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4) Amanah, berarti bersahabat serta penuh hormat dan tangguwegp
melayani mitra kerja dari semua golongan tanpa neelakan usia, ras
dan agama.

5) Tabligh berarti pembangunan, memotivasi dan meningkagkastasi
setiap pegawai yang bekerja sebagai anggota ting gatid dalam
suasana keterbukaan serta memelihara dan membinigrden usaha
untuk mencapai hasil yang optintal.

Dengan adanya 5 sifat ini menunjukkan bahwa seketpatan
yang dilakukan oleh pegawai dibank Syariah Mandinarus
mengutamakan masyarakat, tidak memandang dari agdana suku
manapun, membantu membangun bangsa dapat bela&y ggbr dan
yang pastinya bekerja dengan baik dan disiplinplilsadalah hal yang
sangat penting dilakukan karena dengan disipliralsegegiatan usaha
dapat dilakukan tepat pada waktunya dan tidak akanugikan bank

maupun mudharib.

Struktur Organisas

Setiap perusahaan pada dasarnya menginginkan tpgrasahaan
dapat tercapai. Untuk dapat mewujudkan hal tersebpérlukan struktur
organisasi yang jelas agar setiap karyawan yangjagieranggota
organisasi tersebut mengerti akan tanggung jawabn@avenang masing-

masing. Struktur organisasi merupakan sebuah tatameengenai

2013

9 Data didapat datttp://www.syariahmandiri.co.id/en akses 3:1&nggal 21 Februari
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bagaimana suatu organisasi melakukan aktivitasnggand rangka
mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Bank Syariah Mandiri sebagai sebuah organisasi yangsional
telah memiliki struktur organisasi yang baku agapat berfungsi secara
optimal sebagai sebuah lembaga keuangan bank. t8trokganisasi
mengindikasikan adanya penjabaran hak, kewajilzanggung jawab, dan
wewenang serta fungsi dari struktur-struktur yandas ada. Berikut ini
adalah gambaran umum dari struktur organisasi Byakiah Mandiri:

a. Dewan Pengawas SyariaBharia Supervisory Boajd
Ketua : Prof. Komaruddin Hidayat
Anggota : Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, MEC
Anggota : Drs. Mohammad Hidayat, MBA

Bertugas untuk mengarahkan, memeriksa juga mengawas

operasional Bank Syariah dan produk-produknya agauai dengan
prinsip-prinsip syariah Islam serta Dewan Pengawagariah
diposisikan sejajar dengan Dewan Komisatis.

b. Dewan Komisarisgoard of Commissiongr

Komisaris utama : Achmad Marzuki

Komisaris : Abdillah
Komisaris : Lilis Kurniasih
Komisaris : Tardi
Komisaris : Ramzi A. Zuhdi

Hipid.
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Dewan Komisaris adalah wakil dari pemegang sahang ya

mempunyai peran sebagai pengawas dan bersama Dbweksi

merumuskan strategi jangka panjang perusahaan.uddagas Dewan

Komisaris adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankarsdPoan
serta memberi nasihat kepada Dewan Direksi.

Melakukan tugas-tugas secara khusus diberikan keyad
menurut Anggaran Dasatr.

Melakukan pengawasan atas tugas-tugas yang digutuskeh
Rapat Umum Pemegang Saham.

Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaraar da
Perseroan serta menyampaikan hasil penilaian pertdapatnya
kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, danmdaial
Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segeraparkén
kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan diseréai sa
mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.

Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umuregaem
Saham mengenai setiap persoalan yang dianggapngeb#gi

pengelolaan Perseroan.
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7) Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yangtdkan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham dan tugas lain yanghoedan
dengan pemeriksaan dan pengawasan.

c. Dewan Direksi

Direktur utama : Yuslam Fauzi
Direktur : Sugiharto

Direktur : Hana Wijaya
Direktur : Achmad Syamsudin
Direktur : Amien Nasution
Direktur : Zainal Fanani

Mempunyai wewenang dan tanggung jawab membuataieini
khususnya dalam bidang operasional, melaksanakandikasi dan
pembinaan bawahan serta pengawasan kegiatan apedasiugas
pokok Direksi adalah:

1) Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan thakasol
tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meniagleftkiensi dan
efektifitas Perseroan.

2) Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Panséro

pid.

Ybid.
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Tugas dari para pegawai Kantor Cabéahg:

a. Kepala cabang
Kepala cabang bertugas mengelola, memimpin, mergawan
mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan mendaskayu sarana
organisasi cabang untuk mencapai tingkat serta nwlwaktivitas
pemasaran, operasional dan layanan cabang yantf efaek efisien
sesuai dengan target yang telah ditetapkan senatarn.

b. Marketing Manager
Seorang Marketing Manager Memastikan tercapainygetdarget
pembiayaan, dana ddree based Incomgang telah ditetapkan kantor
pusat

c. Account officer
Merealisasikan target pembiayaan d#nee based Incomeyang
didistribusikan oleh marketing manager

d. Funding Officer(FO)
Merealisasikan target pendanaan dé&ee based Incomeyang
didistribusikan oleh Marketing Manager

e. PelaksanéMarketing suppor{PMS)
Bertugas mengawasi agat tercapainya pelaksanan at&egi

administrasi pendanaan dan pembiayaan

“Data diperoleh dari bapak M. Imam Fanzuri, stafécamting, PT. Bank Syariah
Mandiri kota Jambi pada tanggal 5 Februari 2013.
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. Officer Gadai

Bertugas mengelola, mengawasi/mengendalikan kegiatdan
mendayagunakan sarana organisasi outlate gadai Bards Syariah
Mandiri kota Jambi untuk mencapai tingkat sertaur@ aktivitas
pemasaran, operasional dan layanan GEB yang fefédti efisien
sesuai dengan target yang telah ditetapkan sesogad prudent.

. Operation Manager

Memastikan oprasional cabang pengelola sesuai detggantuan yang
berlaku dan target bidang operasional cabang tercgsuai ketetapan
kantor pusat.

. Customer service OfficdCSO)

Bertugas mengelola kegiatan operasional dan pedayanudharib

sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan.

i. Customer service Representd@iSR)

Melaksanakan kegiatan operasional dan pelayanarhambd sesuai

dengan ketentuan dan standar pelayanan.

j. Head Teller

Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi keygiaigerasional
pelayanan transaksi teller dan memastikan keamaean aktivitas
kegiatancash managemegtbang

. Teller

Bertugas melayani kegiatan penyetoran dan penarikamg tunai
(rupiah dan Valuta asing) Pengambilan atau pengetaon tunai dan

surat-surat berharga dan kegiatan kas lainnya s$ersalenggaranya



117

layanan di bagian kas secara benar, cepat dani stsugan standar
pelayanan bank.

I. Back Office Office(BOO)
Memastikan proses sumber daya insani, admin perwmayganrade
service, domesticlan clearing, GA/logisti¢c pelaporan keuangan dan
perpajakan serta penggunaan IT telah dilaksana@agah tepat waktu
dan sesuai ketentuan.

m.Pelaksana admin pembiayaan ttaule Servic®
Memenuhi komitmen bank dan memelihara dokumen pemca
maupun legal yang berkaitan dengan pencairan peardoaytansaksi
ekpor/impor dan SKBDN

n. Pelaksan®omesticdanclearning(D & C)
Memastikan kecepatan dan kebenaran pelayanan dranskaso,
kliring dan aktivitas D dan C lainya untuk memenutgpuasan
mudharib.

0. Pelaksan#ccounting
Melakukan pengendalian mutu terhadap laporan keuangelaporan
kepada Bl dan pelaporan keuangan kepada pihak ymirserta
ketentuan perpajakan.

p. IT Coordinator
Mengelola, memonitoring dan melakukan sosialisasnggunaan
teknologi informasi dalam mendukung operasionalebuti seluruh

wilayah cabang terkait.

PIpid.
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g. Pelaksana SDI dan GA
Terpenuhinya kebutuhan pegawai sesuai dengan kotabsng dan
terlaksananya pengembangan karir pegawai sesugadgrengetahuan
dan kemampuan pegawai yang bersangkutan dan paapekibutuhan
sarana dan prasarana kantor untuk mendukung kegiptrasional dan
marketing cabang.

r. PKP (pengawas kepatuh&h)
Memastikan peraturan bank Indonesia, kebijakanrnntgrosedur
operasional atau peraturan lainya telah tersedeldang dan telah di
sosialisasikan.

Struktur Organisasi dibuat dan dibentuk agar paemawai
mengetahui kedudukan-kedudukan dari setiap pegdiwvBank Syariah
Mandiri, dan menempatkan kepala cabang disetiapntpBank Syariah
Mandiri sebagai pengatur dan pemerhati segala teegigang dilakukan
karyawan. Tugas dan wewenang masing-masing jugahsdiierangkan
dalam Struktur Organisasi, ini dibuat untuk mendhimn tumpang tindih

tugas dan wewenang dari para pegawai di Bank Sy&tandiri.

6. Produk dan jasa
Produk dan jasa yang ditawarkan kepada mudharila [Bethk

Syariah Mandiri yaitu®’

Ipid.

Data di peroleh dari PT. Bank Syariah Mandiri kd#émnbi melalui bagian resepsionist
Ibu Mayarosa pada tanggal 7 Februari 2013.
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a. Pendanaan, terdiri dari:

1) Tabungan, terdiri dari

a)

b)

d)

Tabungan Bank Syariah Mandiri (BSM)

Tabungan Bank Syariah Mandiri adalah simpanan yang
penarikannya berdasarkan syarat-syarat tertentu g yan
disepakati. Manfaatnya adalah sarana investaskggapgndek,
aman dan terjamin, bagi hasil kompetitif, dan setan tarik
tunai online diseluruh cabang Bank Syariah Mandiri.

Tabungan Bank Syariah Mandiri Dollar

Tabungan Bank Syariah Mandiri Dollar adalah simpana
dalam mata uang dollar yang penarikan dan setosadapat
dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BarddiaBy
Mandiri dengan menggunakan slip penarikan. Manyaaig
didapatkan, uang aman dan terjamin, dapat ditaikaktu-
waktu dan bonus yang kompetitif.

Tabungan Mabrur Bank Syariah Mandiri

Tabungan MABRUR (Haji dan Umroh) adalah tabungagi ba
umat Islam yang berencana menunaikan ibadah hajuaaah,
yang dikelola berdasarkan prindfudharabah Al Muthlagah.
Tabungan Kurban Bank Syariah Mandiri.

Tabungan Kurban BSM adalah simpanan investasi yang
bertujuan membantu masyarakat untuk merencanakasdatib

kurban dan agigah. Akad yang digunakan adalah akad



2)

3)
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mudharabah muthlagahyakni akad antara pihak pemilik

modal €hohibul magl dengan pengelolamudhari untuk

memperoleh keuntungan, yang kemudian akan dibagikan

sesuai nisbah yang disepakati
e) Tabungan Syariah Mandiri Investasi Cendikia
Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidileangan
jumlah setoran bulanan tetapngtallmenj dan dilengkapi
dengan perlindungan asuransi.
f) Tabungan BSM simpatik
Tabungan Bank Syariah Mandiri Simpatik adalah singm
dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip wadiahg
penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasayarat-
syarat tertentu yang disepakati.
Deposito Syariah Mandiri
Deposito Syariah Mandiri adalah deposito yang dikel
berdasarkan prinsipudharabah Al-MuthlagahDengan prinsip
ini, dana deposito diperlakukan sebagai investgakni dana
deposito mudharib dimanfaatkan secara produktifrdabentuk
pembiayaan kepada masyarakat peengusaha dan genoisecara
propesional dan memenuhi aspek syariah
Giro Syariah Mandiri
Giro Syariah Mandiri adalah sarana penyimpanan d#eragan

pengelolaan berdasarkan berdasarkan prikggziah Yad Adh-
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dhamanah. Dengan prinsip ini, dana giro penyimpanan
diberlakukan sebagai titipan yang dijaga keamanaan d
ketersediaannya setiap saat guna membantu kelantarsaksi
usaha penyimpanan giro.

4) obligasi

b. Pembiayaan, terdiri daff:

1) Gadai Emas Bank Syariah Mandiri
Gadai Emas Bank Syariah Mandiri merupakan produk
pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas selzdajaissitu
alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat. &&dntlari
produk ini bagi mudharib dilakukan dengan prosemtemudah,
dan jaminan keamanan.

2) Mudharabah Bank Syariah Mandiri
Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Mandiri adalah
pembiayaan yang seluruh modal kerja yang dibutulmkadharib
ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperolelagiilsesuai
dengan nisbah yang disepakati.

3) Musyarakah Bank Syariah Mandiri
Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana danabdak
merupakan bagian dari modal usaha mudharib dantikegen
dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakétsyarakahlebih

menguntungkan bagi mudharib, karena berdasarkasiprbagi

bid.
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hasil, dan mekanisme pengembalian yang fleksilmiaalengan
realisasi usaha.

4) Murabahah BSM
Pembiayaan Murabahah BSM adalah pembiayaan bekdasar
akad jual beli antara bank dan mudharib. Bank mdntlaeang
yang dibutuhkan dan menjualnya kepada mudharibssetharga
pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disg¢ipa

5) Talangan Haji Bank Syariah Mandiri
Talangan Haji Bank Syariah Mandiri merupakan pirgandana
talangan dari bank kepada mudharib khusus untukutapn
kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat hajipdala saat

pelunasan BPIH.

B. Penerapan Prudential Banking Dalam Pelaksanaan Pembiayaan
Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Kota Jambi
PembiayaarMudharabah merupakan salah satu produk bagi hasil

yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri Kotanliadengan para
Mudharibnya. Prinsip pembiayaaMudharabahdi Bank Syariah Mandiri
Kota Jambi dilandasi oleh prinsip kehati-hatian kb@Rrudential Banking
Principle) berdasarkan Prinsip Syariah Islam, tujuannya agank ktetap
dalam keadaan sehat dan dapat menghindari pembigyaey bermasalah,
karena jika pembiayaan macet maka Bank Syariah alearderita kerugian

dan dapat menggoyahkan sistem kedudukan bank ymia sangat kokoh.
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Dalam memberikan sebuah pembiayaan, Bank SyariaidiMaota Jambi

tidak diperbolehkan melanggar norma-norma syarigama yang sudah
berlaku, norma kesusilaan dan melakukan kegiatahaugang dilarang
pemerintah. Bank Syariah Mandiri Kota Jambi dalarembpiayaan
Mudharabahbertindak sebagai penyalur dana kep&tladharib atau bisa
menjadi pihak perantara dari pihak pertart@hohibul Maal) kepada
Mudharib dimana keuntungan dari hasil usaha yang dibuah akbagi

bersama sesuai dengan isi perjanjian yang telaipaksiti.

Produk pembiayaan di Bank Syariah Mandiri dalam gexhbiayaan
Mudharabahyang digunakan adaldPembiayaan Mudharabah Mugayyadah
yang merupakan akaMudharabah dimana Shohibul Maal memberikan
batasan kepadsludharib mengenai tempat, cara, objek investasi, untuk itu
Mudharibdapat diperintahkan untuk :

1. Tidak mencampurkan daisohibul Maaldengan dana lainnya.

2. Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi @lanjcicilan, tanpa
jaminan ataupun penjamin.

3. MengharuskamMudharib untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui
pihak ketiga®

Pemberian pembiayaan ini sudah berlangsung dengamanfaatkan
dana dari pihak ketiga yang terkumpul dari produkdpk pendanaan seperti
tabungan, giro, maupun deposito. Bank Syariah Mankibta Jambi

menerapkan prinsip syariah dan berperan seb&garmediary antara

19 Data diperoleh dari M. Imam Fanzuri, staff accogtPT. Bank Syariah Mandiri kota
Jambi, 4 Februari 2013.
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Shohibul Maal dan Mudharib, Bank Syariah Mandiri memberikan
pembiayaan dan investasi yang fleksibel. Fleksymalg dimaksud adalah
menyesuaikan kepada karakteristik/jenis usaha yskam dibiayai dengan
tingkat penerimaamisk And Return Profilgpemilik dana secara khusifs.
Dalam produkMudarabah Mugayyadalni masyarakat diberikan keluasan
untuk melakukan investasi lansung kepada jenisaugahg diingini/diminati.
Salah satu produk yang dapat mengembangkan adeddinkppembiayaan
Mudharabah Mugayyadah off Balance Stfeet.

Mudharabah Mugayyadah off Balance Shm#rupakan penyaluran
dari Mudharabah Muqgayyadahdimana bank bertindak sebagai agen
(Channeling Agent)dengan demikian bank tidak menanggung re%iko.

Dalam hal ini Bank Syariah memberikan keluasan bagiharibnya
yang ingin menginvestasikan dananya kepada pihak neelalui Bank
Syariah Mandiri dalam hal ini boleh dilakukan oleérorangan/perusahaan
ataupun badan hukum. Sementara bagi pihak yang inggngajukan
pembiayaan atau para pelaku usaha jika mau mehdapketentuan dana
harus mengikuti langkah-langkah proses pembiayaag gudah disediakan

Bank Syariah Mandiri Kota Jambi.

Data diperoleh dari PT. Bank Syariah Mandiri koémBi melalui bagian Resepsionis
Mayarosa, pada tanggal 7 Februari 2013,

“bid.

#?Bank syariah mandiri menggunak®tudharabah Mugayyadh off balance shagiam
pembiayaan mudharabah guna menjaga bank dari Kegagevawancara dengan bagian
Accounting bapak M. Imam Fanzuri, PT. Bank SyarMandiri kota Jambi pada tanggal 11
Februari 2013
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ProsedurPembiayaan MudharabaBi Bank Syariah MandirKota
Jambi dimulai dari pengenalan awadudharib mengajukan permohonan
pembiayaarMudharabah Dalam setiap permohonan pembiayaan, Bank telah
menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipgetbhinudharib apabila
akan mengajukan permohonannya. Yang perlu diingéat gembiayaan ini
adalah bagi bank dan pelasana usaha (mudhariby maembuat MOU,
membuat aplikasi permohonan, menandatangani akadelgala ketentuan
lain yang berkaitan dengan akad sementara itu ubank dan investor
(shohibul maal), investor membaca dan mempelagtasmemahami info
yang diberikan oleh pihak bank, mengisi aplikasinfolir keikutsertaan
Mudharabah Mugayyadah Off Balance Sheatembuka rekening dengan
sejumlah dana yang disepakati.

Ada beberapa tahapan dan proses yang dilakukan Byakiah
Mandiri Kota Jambi dalam pembiayastudharabahyaitu:

1. Permohonan Pembiayaan Mudharabah

Pada tahapan awal pembiayaan nmidharib datang ke Bank
Syariah Mandiri Kota jambi dan mengajukan permonopambiayaan
secara tertulis yaitu mengisi formulir permohonampiayaan yang sudah
tersedia dibank, kemudian pihak bank akan menjalaskecara rinci
mengenai jumlah syarat-syarat yang harus dipenigi mudharib Ini
dilakukan dalam rangka tetap menjaga diterapkapnyaip kehati-hatian
dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasahapaga tahap

permohonan pembiayaan, maka Bank Syariah Mandiria Kéambi
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menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oddbn nasabah
terhadap pengajuan permohonan pembiayaan.
Mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi terselolaiah
sebagai berikut:
a. Persyaratan permohonan pembiayaan atas nama mgofan
1) Proposal/ Formulir permohonan pembiayaan.
2) Daftar rencana penggunaan pembiayan yang berisikan:
a) Formulir permohonan pembiayaan (FPP)
b) Fotocopy KTP (suami dan Istri), Akta nikah damtla keluarga
c) Fotocopy legalitas Usaha seperti NPWP, SIUP, TIDR, SK
Domisili usaha dan perijinan usaha lainnya
d) Laporan keuangan (Rugi/laba dan neraca) selafdasd tahun
terakhir dan bulan berjalan
e) Fotocopy Rekening Tabungan/Giro aktifitas usablma 6
(enam) bulan terakhir
f) Fotocopy surat perintah kerja (PO) yang diterisedama satu
tahun terakhir atau fotocopy buku harian pendapatan
pengeluaran yang dilampirkan dengan Bon/kwitankinsa 3
(tiga) bulan.
g) Fotocopy bukti kepemilikan lokasi usaha dan tassng
dimiliki untuk usaha

h) Fotocopy rekening Listrik dan telpon bulan térak

BData diperoleh dari PT. Bank Syariah Mandiri koamnBi melalui bagian Resepsionis
Mayarosa, pada tanggal 7 Februari 2013
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i) Fotocopy sertifikat (+ IMB dan PBB 3 tahun tehatly dan atau
BPKB Mobil (+ Faktur, STNK dan check phisik dan BPK
dari samsat atau polda) yang direncanakan mermjadnan

3) Denah lokasi usaha dan lokasi jaminan.
4) Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimal 3 [ adan
investasi maksimum 5 tahun.
b. Persyaratan permohonan pembiayaan atas nama peanéah
1. Formulir/proposal permohonan pembiayaan
2. Daftar rencana penggunaan pembiayan, Berisikan :
a) Fotocopy legalitas Usaha seperti NPWP, SIUP, TOPR,TSK
Domisili usaha dan perijinan usaha lainnya
b) Fotocopy KTP (Suami dan Istri), Akta nikah dan kékeluarga
dari pemilik jaminan.
c) Laporan keuangan (Rugi/laba dan neraca) selarda& ahun
terakhir dan bulan berjalan
d) Fotocopy rekening Giro aktivitas keuangan selamgertam)
bulan terakhir
e) Fotocopy surat perintah kerja (PO) yang diterimiamsa satu
tahun terakhir
f) Fotocopy KTP dan pengurus perusahaan (Dewan Didsks

Dewan Komisaris)

*Ibid.
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g) Daftar Riwayat Hidup pengurus perusahaan (DewaekSirdan
Dewan Komisaris)

h) Fotocopy kepemilikan asset usaha dan asset yanapkhs
untuk usaha.

i) Fotocopy sertifikat (+ IMB dan PBB 3 tahun terakhdan atau
BPKB Mobil (+ Faktur, STNK dan check phisik dan BRIdari
Samsat atau Polda) yang direncanakan menjadi jamina

3. Denah lokasi usaha dan lokasi jaminan.
4. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimal 3 Tadan
investasi maksimum 5 tahun.

Dalam hal pembiayaaMudharabah Muqgayyadah off Balance
Shettada beberapa syarat tambahan antara investor ddimanitu dimana
keduanya harus mampu melakukan traksaksi dah sanashukum dan
mampu bertindak sebagaakil dankafil dari pihak masing-masing. Setiap
modal yang dimiliki harus diketahui jumlahnya dabedikan secara tunai
dan pada setiap perhitungan keuntungan harusidiesgai kesepakan
serta harus dihitung dimuka.

Ada beberapa batasan atau larangan dalam menggufzaiitas
dalam pembiayaaMudharabah Mugayyadah Off balance Sheeitisu:

a. Perorangan atau badan usaha perorangan yang bedmdapat izin
dari pihak terkait (misalnya istri atau suami), Badusaha non

perorangan yang belum mendapat persetujuan daak gperwenang
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sebagaimana diatur Pada anggaran dasar/anggaraah rtengga
(AD/ART) perusahaan bersangkutan.

b. Perusahaan-perusahaan atau lembaga keuangan royabgnerkena
pelarangan untuk melakukan ivestasi sesuai ketehtparaturan/
kebijakan pemerintah seperti halnya dana pensiesué dengan UU
no.11 tahun 1997y

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam hal
pembiayaairmudharabahdi Bank Syariah Mandiri Kota Jambi, dilakukan
olen orang-orang yang sudah memenuhi syarat untw{akokan
perjanjian secara islam dan undang-undang, sekyatat yang diberikan
kepada perusahaan ataupun perorangan harus dipgelhiudharib dan
mudharibharus mematuhi larangan-larangan yang diatur lodetk untuk
pembiayaatMudharabah Mugayyadah Off Balance Sheet.

Pihak bank melaksanakannya sesuai dengan apa tgaiega
dalam tatacara pembiayaan yang baik, dan dapa@adiluga dalam hal
akad mudharabahnya calonudharib dan pihak Bank Syariah Mandiri
Kota Jambi memiliki kedudukan yang sama, karengpjgan yang dibuat
berdasarkan musyawarah kedua belah pihak termasigkitkian untung

dan rugi.

2. Analisis Pembiayaan Mudharabah
Setelah pembiayaan diajukan kepada bank Syariahdikafota

Jambi maka tahapan selanjutnya adalah menganadisaoponan yang

% |bid
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sudah di buat oleh caldiludharib. Permohonan tersebut akan di analisis
oleh bagiarmAccount Officepada bagian marketindccount Officerakan
memeriksa kebenaran data yang diajukan oleh catadharib untuk
mengumpulkan informasi mengenai calowdharibitu sendiri maupun
permohonan pembiayaan yang diajukanAnalisis perbankan harus
dilakukan dengan cermat karena sangat beresiko ademkgsalahan,
apabila terjadi kesalahan akan membuat timbulnyambpeyaan
bermasalah.

Sesuai dengan Pasal 8 Ayat 1 undang-undang nomdrathQn
1998 tentang perubahan undang-undang no.7 tahur2 IShtang
Perbankan disebutkan bahwa dalam pemberian kreditbarkan prinsip
syariah bank wajib mempunyai keyakinan berdasaréaalisis yang
mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta ggspan dan
kemampuan mudharib untuk melunasi hutangnya atangemebalikan
pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan perjanjitaraabank dan
mudharib. Untuk itu bank wajib memiliki dan mendtap pedoman
pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dekegi@ntuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia, demikian menursapa ayat 2’

Analisa pembiayaan ini harus dilakukan secara beaareliti oleh
bank dan tidak boleh hanya digunakan sebagai faasalTidak boleh
melakukannya hanya untuk memenuhi atau mengikutbsqaiur

pembiayaan. Analisis pembiayaan harus mencakup & ynencakup

“bid.

2" Undang-undang Perbankan 10 Tahun 1998 tentanguiieb.
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watak, karakter, anggunan, kemampuan ekonomi dafaknoamun untuk
hal anggunan Bank Syariah Mandiri meletakkan padgian terakhir
sebagai bukti Bank Syariah Mandiri kota Jambi sab®ya tidak
menghendaki adanya anggunan, hal itu dilakukannkataekut terjadi
kecurangan-kecurang yang dilakukamudharib yang tidak beriktikad
baik*®
Bank Syariah Mandiri Kota Jambi dalam menerapRamdential
Bankingselalu menerapkan prinsip 5C yang merupakan patgemawal
terhadap dirimudharib dan lingkunganya. Adapun Analisa terhadap
prinsip 5C akan dijabarkan berikut ffi:
a. Caracter (Watak
Dalam hal penilaian watak sangatlah tidak mudahukunt
menentukan apakah seseorang tersebut mempunyajesiig baik atau
tidak dan mampukah dia beritikad baik dalam mela&kan perjanjian
yang dilaksanakan, biasanya bagircount Officermelihat pertama
dari keterangamudharibyang sudah ia buat atau disampaikan dengan
pembuktian kelapangan secara riil, apakah keterangasebut
diberikan olehMudharib secara berbelit-belit atau tidak, dan dilihat

pula bagaimana keadan keluarymdharib riwayat peminjamannya

wawancara dengan bagian Accounting bapak M. ImanzWa PT. Bank Syariah
Mandiri kota Jambi pada tanggal 4 Februari 2013.

“Ibid.
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selama ini terhadap bank (antdfadharib dan bank lain) serta apakah
pernah terjadi permasalahan antara perbankan démgginarih *°

Selain itu hal yang terpenting yang harus dipekaatiadalah
adanya unsur kemauan dari (caloMudharib untuk melunasi
pembiayaanMudharabahtersebut. Hal ini sangat mutlak harus ada
karena diharapkan setiap calotudharib harus mampu melunasinya,
karena hal ini sangat terkait dengan risiko kredit.

b. Capital (Moda)

Dalam hal modal meskipun 100% di dapat dari bardarse
lansung akan akan tetapi kedua belah pihak harosbmarakan berapa
angsuran dan bagi hasilnya harus lengkap dandelasn akad namun,
meskipun demikianMudahrib juga harus memiliki dana setidaknya
untuk membuat rekening bagi yang belum menjadidharib Bank
Syariah Mandiri Kota Jambi, rekening tersebut meyati digunakan
sebagai cara pelunasan pembiayaan. Selain ituhjagss disebutkan
siapa pihak yang nantinya akan menjadi penjamiandgbembiayaan
ini (bertanggung Jawab) apabila terjadi kerugiamgydisebabkan oleh
keadaan memaksa maupun olebdharibsendiri, dan biasanya pihak
bank menggunakan jasa asurahsi.

Hal ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor
7/46/PBI1/2005. Dalam memberikan uang muka ini, dnga (calon)

Mudharib melakukan negosiasi dengan pihak Bank untuk meakant

lbid.

*bid.
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besarnya uang muka yang harus dibayar. Biasdhydharib paling
tidak memberikan uang muka pada Bank sejumlah aet@wal
pembiayaan yang nantinya harus dibayar oleh mudhari

Dikarenakan dalam hakembiayaan mudharaba muqgayyadah off
balance sheetmodal ditentukan oletShohibul maal Bank menjadi
pengawas atau Pembina dana yang disiapkansbiehibul maalpada
mudharib selama pembiayaan berlansun@gdi bank tidak akan
bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi makagiyetapkan
jaminan sama seperti pembiayaan mudharabah lainnya.

. Capacity (kemampuan)

Dalam hal kemampuaNudharib untuk melunaspembiayaan
Mudharabahdapat dilihat dari usahsludharib yang menjadi sumber
pelunasannya, karemembiayaarMudharabahini adalah pembiayaan
produktif yang mengharuskan pihak bank untuk sahgdtati-hati dan
benar-benar selektif dalam melakukan penilaian agap calon
Mudharib, karena lancar atau tidaknya pelunasan pembiayaan
Mudharabahyang diberikanMudharib tergantung dari lancar atau
tidaknya usaha yang dilakukan mudharib.

Disini pihak bank harus benar-benar memperhitungkspek-
aspek yang ada antara lain:

1. Aspek yuridis atau hukum
Dalam aspek ini bank melihat legalitas hukum da@ha (calon)

Mudharib, dimana pembiayaan yang diajukan adalah untuk
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kepentingan jalannya usaha mudharib tersebut. Gghianalis perlu
untuk mengecek legalitas dari usaha tersebut metaltat-surat
yang dimiliki seperti: Surat ljin Usaha Industril() untuk sektor
industri, Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP) untdktor
perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Noajak BVajib
Pajak (NPWP), dan keabsahan surat-surat yangikdijagaminan,
serta hal-hal yang dianggap penting laintfya.

2. Aspek pemasaran
Dalam aspek ini yang dinilai adalah permintaarnadap produk
yang akan dihasilkan oleh usaha (caldviudharib yang akan
dibiayai dan bagaimana prospeknya dimasa mendatang.

3. Aspek Keuangan
Dalam aspek ini yang dinilai adalah periode pemimy&embali
yang dilakukan oleh calomudharib baik secara angsuran atau
sekaligus, perkembangan usaha catardharibdari tahun ke tahun
untuk memperoleh laba dari usahanya

4. Aspek Manajemen
Untuk menilai struktur organisasi keuangan, Sumid@@ manusia
yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumbaya
manusianya, pengalaman perusahaan dalam mengedobmghai
proyek yang ada dan pertimbangan lainnya.

5. Aspek Amdal

*bid.
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Menyangkut analisis terhadap lingkungan baik daamtdan udara

jilka proyek atau usaha tersebut dijalankan analigsisdilakukan

secara mendalam untuk penilaian dalam pemberiabipgaan.

d. Condition Of Economic (Kondisi Ekonorf)

Melihat faktor-faktor luar yang mungkin terjadi y;andapat
mempengaruhi kegiatan usahsludharib yang menjadi sumber
pelunasan dari pembiayaanudharib Terutama dalam pembiayaan
produktif, dimana hasil dari kegiatan usahmudharib sangat erat
hubungannya dengan kondisi ekonomi global. Disspek yang ber
pengaruh adalah aspek sosial ekonomi, dimana pib@ik harus
menganalisis dampak dari usahmudharib tersebut terhadap
perekonomian dan masyarakat pada Intinya, kondisi harus
menguntungkan bukan hanya bagudhrib namun juga bagi orang
banyak seperti Meningkatkan ekspor barang, Mengiran
pengangguran, Meningkatkan pendapatan masyaralkasedianya
sarana dan prasarana, Membuka isolasi daerah ttertBan tidak
merusak lingkungan dengan limbah ataupun hal-haj yagikan lainya
seperti untuk pembiayaan club dan ternak babi.nddlal ini menurut
penulis bank syariah mandiri kota jambi telah mampenggunakan
prinsip-prinsip syariah yang bersifat :
1. Siddig atau mengedepankan cara-cara yang halal sertaauhen;

dari segala hal yang meragukan atau dilarang.

*Ibid.
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2. Tabligh melakukan sosialisasi yang tidak hanya mengedepan
pemenuhan prinsip syariah semata namun juga rdekgsi atau
memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentaiggre/a
menggunakan jasa perbankan.

3. Amananah, sang mudharib mampu menjaga dan juga jujur
terhadap perjanjian yang sudah dilakukan dan mafeitsan
prudential banking dengan baik.

4. Fathanahpengelolaan bank dilakukan secara professional.
dengan adanya hal ini lebih baik kiranya untukugediklakukan

karena dapat meningkatkan kepercayaan masyara&atsesuai juga

dengan prinsip keislaman, Sejauh ini yang pentuiiat |dan setelah
mengamati selama hasil wawancara belum ada penaligyang tidak
diterima oleh Bank Syariah Mandiri Kota Jambi, kerenasabah selalu
melangkapi syarat-syarat yang diminta oleh bank ddapat
menjalankannya dengan baik.

e. Coleteral (anggunan/jaminatf)

Penjelasan tentang agunan terdapat dalam ketemasel 1
angka 23 undang-undang nomor 10 tahun 1998 yaitunaag
merupakan jaminan tambahan yang diserahkamdharib debitur
kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kegdit pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah.

*Ibid.
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Mengenai barang Jaminan/anggunannya, Bank Syar&idi
Kota Jambi dalam hal anggunan menjelaskan bebé&elpaitu apakah
barang tersebut barang legal dan tidak tersangkkuirnh dan nilainya
harus bisa menutupi jumlah pembiayaan yang diminta.

Bank Syariah Mandiri Kota Jambi tidak dapat menkaeri
pembiayaan jika anggunan tidak mencukupi kebutup@mbiayaan
karena dikhawatirkan terjadinya masalah dalapembiayaan
mudharabah.Jika barang jaminannya merupakan barang tak lacger
maka pihak bank akan melihat lansung benda tersgdatmelihat
kelengkapan dari surat-suratnya, seperti tanahahunuko. Jika barang
bergerak seperti mobil maka pihak bank akan mefikét dari barang
tersebut terlebih dahufi.

Jadi menurut penulis dari ketentuan-ketentuan hetsadalah
Bank Syariah Mandiri dalam memberikan pembiayd&udharabah
diperkenankan mengambil jaminan, tetapi pencairanmgnya dapat
dilakukan bila manaMudharib terbukti melakukan pelanggaran
(penyimpangan) terhadap syarat dan kondisi akadrisdpalai, atau
Curang.

Hal ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 07/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabahpada ketetapan
pertama butir ke-7 menyatakan bahwa Pada prinsjprdaam

pembiayaan mudharabatidak ada jaminan, namun agamudharib

% Ibid
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tidak melakukan penyimpangan, Lembaga KeuanganigBydLKS)
dapat meminta jaminan damudharibatau pihak ketigd®

Ini berarti, khusus untuk pembiayadiudharabah jaminan
tidak berfungsi sebagai pengembalian modal nambagse ganti rugi
adanya pelanggaran, kelalaian dan kecuraniamharib. Faktor
analisis resiko inilah yang membedakan fungsi jamindalam
pembiayaanMudharabah dengan pembiayaan lain terutama yang
berbasis jual beli Murabahah, Salam, Istishna’ atau Kredit.
Murabahah atau Kredit misalnya, bilamana pengembaliacet dengan
alasan apapun, bank dapat meminta pengganti danag ya
dikeluarkannya dengan pencairan jaminan/agunan.

Selain analisis 5C diatas, tindakan hati-hati B&Byariah
Mandiri kota Jambi untuk menimalisir kerugiannyaggu dengan
mengambil 7 langkah yaitl:

1. Tentang Penggolongan Peminjam (Party)
Bank perlu melakukan penggolongan calMudharib berdasarkan
watak, kemampuan, dan modal. Hal ini untuk memlberikrah bagi
analis bank untuk bersikap dalam pemberian kredit.

2. Tentang TujuafPurpose)
Pemberian pembiayaan bank terhadap cMadharib patut untuk
dipertimbangkan dari dampak positifnya dari sisiorekmi dan

sosial.

% Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiay&dudharabah

¥"Wawancara dengan bagian Accounting bapak M. Imamez@i, PT. Bank Syariah
Mandiri kota Jambi pada tanggal 4 Februari 2013
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3. Tentang Sumber Pembaya(Bayment)
Analis pembiayaan setelah mempertimbangkan tentamgpak
positif, ekonomi dan sosial, kemudian harus dapamprediksi
pendapatan yang akan diperoleh calbludharib dari hasil
penggunaan kredit. Pendapatan calurdharib harus cukup untuk
pengembalian pokok pembiayaan (sekaligus atau slisndan
bunga serta biaya-biaya lainnya).

4. Tentang Kemampuan Memperoleh L@Peofitability)
Merupakan kemampuan caloMudharib untuk memperoleh
keuntungan dari usahanya. Kemampuan ini diukur garilah
kewajiban, baik angsuran, bunga, dan biaya-biaysdikryang
harus dibayar caloMudharib Bila diperkirakan mampu untuk
mengatasinya, maka calorMudharib dipandang memiliki
kemampuan memperoleh keuntungan.

5. Tentang PerlindungdPRrotection)
Analis pembiayaan perlu memperhatikan agunan ydibgrikan
calon Mudharib, yang dinilai bukan saja nilai pasar dari agunan
yang diserahkan tapi dipertimbangkan dulu perbugtarg telah
dilakukan terhadap agunan, misalnya telah diikatgda hak
tanggungan.

6. Personality
Yaitu menilai Mudharib dari segi kepribadiannya atau tingkah

lakunya sehari-hari maupun masa lalunya, yang nkempcaikap,
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emosi, tingkah laku dan tindakan mudharib dalam ghadapi
risiko.

7. Prospect
Yaitu menilai usahaMudharib di masa yang akan datang
menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempuymyaipek
atau sebaliknya.

Selain prinsip-prinsip diatas ada beberapa hal yagig perlu
diperhatikan dalam penerapan prudential bankingndapemberian
pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi yaitu
1. Analisa Yuridis-Legalitas

Dalam analisa atas suatu permohonan pembiayaam asiek
yuridis (Legal aspegt mempunyai kedudukan yang strategis dan
merupakan aspek terpenting di antara aspek-aspely/$a Karena
meskipun cuma aspek yang ada cukup fleksible té&pu secara
yuridis tidak sah maka semua ikatan perjanjian payalan antara
nasabah dengan Bank akan gugur, dan akhirnya j@hak akan
mengalami kesulitan dalam penyelesaian kembalif@athiayaan
yang diberikan. Sasaran dari aspek yuridis ini adalintuk
menentukan Legalitas pendirian usaha; Legalitabajsiaegalitas
permohonan pembiayaan.

2. Analisa Manajemen.

Analisa ini ditujukan pada tingkat formance dari nag@men

perusahaan nasabah dalam mengelola perusahaan.



141

3. Analisa Teknis.
Analisa teknis dan produksi mencakup kemampuan kuntu
merealisir proyek atau usaha, Kecukupan tenagaakéxgpkasi
usaha, Proses produksi.

4. Analisa Pemasaran
Analisa dalam aspek pemasaran ini meliputi, Prathukjasa yang
dipasarkan, Pasar yang dituju, Strategi pemasdPanisahaan
pesaing, Manajemen pemasaran, Tingkat kemampuaa lely
masyarakat, Pangsa pasar.

5. Analisa Keuangan.
Analisa terhadap aspek ini pada umumnya mengengkat
kesehatan keuangan dari calon nasabah atau derajanlain
memeriksa permodalan perusahaan pemohon.

6. Analisa Sosial Ekonomi.
Di dalam aspek ini penganalisaan ditujukan terhgotagek atau
usaha yang dibiayai oleh Bank Syariah Mandiri Kd&ambi.
Dampak positif misalnya proyek tersebut bermanfaegi
perkembangan masyarakat setempat, sedangkan dampak
negatifnya adalah terjadinya pencemaran terhadagkungan

hidup.
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7. Analisa Agunan.

Untuk mengamankan dana masyarakat yang dikelola Bbenk
Syariah Mandiri, maka pihak Bank dapat menjaminapaédion
nasabah. Dalam prakteknya, jaminan yang diagunkdalala
berupa barang (proyek/ usaha) yang pengadaannjayaiitoleh
Bank. Jaminan seperti ini disebut jaminan pokokaisgaminan

pokok Bank dapat meminta jaminan tambahan

8. Analisa Syariah.

Dalam melakukan penilaian terhadap aspek syarialsemua
proyek yang akan dibiayai oleh Bank Syariah Mandota Jambi
tidak boleh bertentangan dengan ketentuan sydPiamsip-prinsip
yang harus dihargai dan dilaksanakan tersebut tsepetiap
transaksi pengoperasian dalam pembiayaanudharabah
mugayyadah off balance sheetengutamakan landasan hukum
islam yaitu tidak boleh ada unsur riba atau membkag uang,
selain prinsip tersebut dalam Islam juga harus raedalkan
prinsip keadilan yaitu antaraohibul maaldan mudharib harus
saling menguntungkan dan tidak ada satu pihakpog gaugikan
dan juga prinsip iktikad baik dan kejujuran, perdgan prinsip ini
berguna untuk menentukan apakah seorang mudhgek lantuk
mendapatkan pembiayaan atau tidak. Untuk itu Bagpéri&h
Mandiri telah membentuk Dewan Pengawas Syariah penygas

untuk menelaah permasalahan yang timbul dari tksndaisnis
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serta permasalahan proyek yang akan dibiayai Baydrich

Mandiri.

Jadi intinya Analisa pembiayaan dengan menggunekaivu-
rambu kesehatan bank berfungsi sebagai pengawasPdarbina
selama berlansungnya pembiayaan di Bank SyariahdiMaKota
Jambi agar tidak terjadinya pembiayaan bermaspkatilaian karakter
bagi seorang calomudharibsangat perlu dilakukan mengingat, hal ini
dapat menjadi acuan pemberian pembiayaan, selaind&C juga
wawancara, penilaian yang dilakukan bank dengasulam datang ke
lokasi target usaha dan keluamgadharibadalah hal yang lebih baik
karena dapat diketahui apakahudharib mengatakan semua hal
dengan benar atau tidak.

Ada beberapa factor lain yang juga menjadi acwark lalam
menjaga kesehatannya yaitu 7 langkah kehati-hatearg menjadi
penentu juga terhadap penggolongandharib berdasarkan watak,
modal, tujuan pembiayaan diberikan dan dari mananbsu
pembayarannya nanti yang akan diberikandharib kepada bank,
perlindungan dan propek usahanya. perihal anggusabenarnya
anggunan bukan menjadi yang utama dalanphalential bankingdi
Bank Syariah Mandiri Kota Jambi namun demi menjaagar
pembiayaan tetap berjalan semestinya Bank SyariandW Kota
Jambi juga menerapkan anggunan seperti yang a&ardi Syariah

lain dan Bank Konvensional, untuk pembiayadhudharabah
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anggunannya adalah objek dari pembiay®amharabahitu sendiri
jika tidak cukup maka Bank Syariah Mandiri kota Baakan meminta
anggunan tambahan untuk menutupi pembiayaan, karslza
anggunan haruslah menutupi jumlah pembiayaan yaminta oleh
Mudharib

Anggunan pada pembiayaan mudharabah diBank Syariah
Mandiri Kota Jambi, hanya dapat dicairkan apabiaa$ terjadi
pembiayaan bermasalah danudharibtidak mampu mengganti rugi
kegagalan bank, jika demikian baru bisa dicairkan.

selain itu Analisis sangat diperlukan untuk menetajadinya
pembiayaan bermasalah, analisis ini berguna sebmgsn ketika
shohibull maal ingin mempercayakan dananya terhadaabah.

Hal ini juga berguna untuk menekan terjadinya peryden
bermasalah, pembiayadudharabah Mugayadah Off Balance Sheets
ini tidak menentukan maksimal jumlah modal yangedikan, namun
minimal modal untukMudharabah Mugayyadaha Off Balance Sheet
Ini adalah senilah 50 (lima puluh) juta rupiah.

Dapat disimpulkan bahwa penilaian 5C yang baik daar
dapat melindungi bank dari permasalahan-permasal&iegagalan
pembiayaan yang terjadi, prudential banking disi@njadi patokan
terpenting dari bank untuk menilai criteria mudbatiengan baik dan

benar mulai dari wataknya, kondisi ekonomi, kemaampmudharib

% |bid

% Ibid
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dalam melakukan pengembangan modal, hingga junmgbuma yang

harus mencukupi dan dipastikan juga anggunan fdikeser dengan

asuransi guna menghindari terjadinya kelalaianikelayang dapat
merugikan bank dan mudharib nantinya., dalam Maildharabah

Mugayyadah Off Balance Sheets antara calon mudharib dan
investor dan juga bank harus dicantumkan berapdaju dananya,

tujuan,penyaluran dana, jangka waktu, penerimaambiagaan,

besarnya pembagian keuntungafee dan yang paling perlu
ditekankan adalah seorang investor tidak diperkea@diperbolehkan

mencairkan dananya sebelum jangka waktu perjabgaakhir.

Pada prinsipnya yang dapat menjalankan pembiayaan i
adalah dikondisikan bagi orang yang sudah salinggemal, atau
mempunyai hubun gan bisnis atau kelembagaan, kadesrgan adanya
hal demikian maka akad pembiayaan tersebut dagakgana dengan
baik dan secara bersamaan. Disinilah pentingnydeptial banking
itu diterpakan, dalam hal ini terkadang karena ngalmengenal
mudharib dan shohibul maal tidak melaksanakan p@ja dengan
baik, sehingga terjadinya pembiayaan bermasalahk barus tetap

mengawasinya.

3. Persetujuan Pembiayaan Mudharabah
Analisis pembiayaan yang telah dibuat olelscount officer

kemudian akan diajukan kepa#d@mite PembiayaankemudianKomite
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Pembiayaanakan memutuskan apakah pemohon pembiayaan uerseb
berhak mendapat pembiayaan atau tidak, apabilagheman pembiayaan
tidak disetujui baik secara sebagian atau keseduwrumaka calon
Mudharib diberitahukan bahwa permohonannya tidak disetujamun
jika permohonan disetujui maka bank akan memberiah kepada calon
Mudharib secara tertulis dengan mengeluarkan surat peusetuj
pemberian pembiayaan dalam surat tersebut tercanstmktur
pembiayaan (berisikan mengenai jenis pembiayaancdem pembayaran
angsuran), jaminan dalam pembiayaan, persyaratarbeluse
penandatanganan atas yang dalamnya juga termaswét 3sang telah
dilakukan pengecekan keabsahan seritfikat yang didga objek
pembiayaan.

Jika mudharibtelah setuju terhadap syarat-syarat yang ditetapka
oleh bank maka selanjutnya akan dituangkan dalaad BMudharabah
yang terdiri dari tiga bagian pokok, yaif{:

a. Pendahuluan
Pada bagian pendahuluan, akad pembiaydéudharabah
dimulai dengan bacaanBismilaahirrahmanirrahim Kemudian
dilanjutkan dengan bacaan
Surah Al Maidah ayat 1:
artinya: Hai orang-orang beriman sempurnakanlah segala

janji-janji.

“Owawancara dengan bagian Accounting bapak M. Iffamzuri, PT. Bank Syariah
Mandiri kota Jambi pada tanggal 5 februari 2013



147

Surat An Nisa’ ayat 29:

artinya: Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil

(tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang darla
atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Setelah disebutkan Dasar hukumnya kemudian dikamu
dengan: hari, tanggal pelaksanaan perjanjian daimngmemn subjek
hukum atau para pihak dalam perjanjian akad perabiay
Mudharabah yaitu pihak pertama dalam hal isihohibul Maalyang
ditemani oleh Bank Syariah Mandiri yang diwakiliebl pimpinan
cabang yang kemudian disebut sebagai pihak BahlekRéedua yang
dalam hal ini dilakukan oleh pihak yang memerlukdana yang
selanjutnya disebut deng&fudharibatau Mudharib.

Kemudian diterangkan juga dalam rangka menjalan#an
memperluas kegiatan usahanya, pihak mudharib mekaerlsejumlah
dana dan untuk memenuhi hal tersebut mudharib telahgajukan
permohonan kepada Bank untuk menyediakan pembiayaaryang
dari pendapatan/keuntungan usaha itu kelak akaagdidi antara
mudharib dan bank berdasarkan prinsip bagi Hagitkah). Terhadap
permohonan mudharib tersebut, Bank telah menyatadesetujuannya,
baik terhadap kegiatan usaha yang akan dijalankasharib maupun
terhadap pembagian pendapatan/keuntungan berdasarikeip bagi

hasilnya (syirkah). Bagian terakhir dari pendahaldegsebutkan bahwa
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kedua belah pihak sepakat menuangkan akad ini daddad

pembiayaan Mudharabah dengan syarat-syarat serta ketentuan-

ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal yangakaé.

. Isi yang tertuang dalam pasal-pasal perjanjian peyahnMudharabah

ini terdiri dari:

1. Definisi operasional akad pembiayddodharabah
Berisi definisi-definisi tentangMudharabah syariah, pembiayan,
bagi hasil/syirkah, nisbah, dokumen jaminan, jangkaektu akad,
hari kerja bank, pendapatan, keuntungan, pembukeanbiayaan
dan cedera janiji.

2. Pembiayaan dan penggunaannya.
Berisi tentang janji Bank yang mengikatan diri daenyediakan
fasilitas pembiayaan sebesar yang disetujui, yamginpukannya
disebutkan secara jelas dan sesuai dengan rencane Yang
disiapkan oleh mudharib yang disetujui bank, yaitempirkan dan
merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkanldatiiai.

3. Jangka waktu,
berisi tentang jangka waktu ak&dudharabahini, terhitung sejak
tanggal akad ini ditandatangani dan berakhir padktwvyang telah
ditentukan.

4. Penarikan pembiayaan,
berisi tentang syarat-syarat penarikan pembiaya@mtatanya

adalah rincian barang yang akan dibiayai, selumiucdhen, bukti-
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bukti kepemilikan atas jaminan dan menandatangaoktib
penerimaan uangnya.

. Kesepakatan bagi hasil,

Berisi tentang kesepakatan prosentase bagi hasitaapihak bank
dan mudharib, jangka waktu pelaksanaan bagi hgmsiji dan

pengikatan bank untuk turut menanggung resiko karugang

timbul dalam pelaksanaan akad ini maksimum sehgsiaubiayaan
yang diberikan kepada mudharib, kecuali yang timlakibat

ketidakjujuran dan/atau kelalaian mudharib, jargin dpengikatan
mudharib untuk menyerahkan perhitungan usaha speai@lik tiap

bulan, dan hal-hal lain yang berisi kesepakatatatensyarat-syarat
pelaksanaan bagi hasil.

. Pembayaran Kembali,

. berisi tentang janji dan pengikatan mudharib umhdngembalikan
seluruh pembiayaan pokok dan bagian pendapataritkegan yang
menjadi hak pihak bank, disertai syarat-syarat niekipelaksanaan
pembayaran, termasuk bentuk/model penghargaan gédosgikan

pihak bank apabila mudharib dapat menjalankan kbamjya lebih

awal dari yang diperjanjikan.

. Biaya, potongan, dan pajak.

Berisi tentang janji mudharib yang akan membayaydibiaya

administrasi, termasuk biaya jasa notaris, potofpgdaongan
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berdasarkan peraturan perundang-undangan yandueida pajak-
pajak.

Jaminan Berisi tentang janji dan pengikatan mudharntuk
menyerahkan semua jaminan yang diperinci secarail detserta

bukti kepemilikan.

10. Kewajiban Mudharib.

11.

12.

13.

Berisi tentang kewajiban-kewajiban mudharib yangurdiuskan

secara detail.

Pernyataan pengakuan mudharib

Berisi pengakuan mudharib untuk tunduk pada hukegara RI,

mudharib tidak dalam keadaan berselisih, sertk tiddam keadaan
tekanan atau paksaan pihak manapun.

Cedera janiji.

Berisi tentang hak bank untuk menuntut pembayaeainrudharib

apabila mudharib tidak melaksanakan pembayaraseygian atau
seluruh hartanya disita oleh pengadilan, dan miltzerkelakuan
sebagai pemabuk, boros, dibawah pengampuan, pathiu

dilikuidasi.

Pelanggaran.

Berisi tentang perbuatan-perbuatan yang dapatatikakan sebagai

bentuk pelanggaran.

14. Pengawasan dan pemeriksaan.
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Berisi tentang hak bank untuk mengawasi dan meseijiklannya
pengelolaan usaha mudharib.

15. Asuransi.

Berisi tentang asuransi terhadap seluruh barangy ydijadikan
jaminan yang ditunjuk oleh pihak bank.

16. Penyelesaian Perselisihan, berisi tentang penyateseerselisihan
secara musyawarah dan menunjuk Badan Arbitrase iayar
Indonesia untuk memberikan putusan atau bisa ddipatesaikan
pada pengadilan agaa dan pengadilan negri terganulari
kesepakatan klausul mudharib.

17. Lain-lain,

Berisi tentang tambahan-tambahan syarat yang dinjokeh kedua
belah pihak.

18. Pemberitahuan,

Berisi tentang pemberitahuan dan komunikasi yahgukan kepada
alamat-alamat yang tercantum.
c. Penutup
Berisi tentang ketentuan-ketentuan yang belum didalam
batang tubuh atau isi akan diatur secara musyawdsddim suatu
adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidpisabkan dari
akad ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua beila&ik diatas kertas

bermateri rangkap dua.

4. Tahap pencairan fasilitas Mudharabah
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Pada tahapan inMudharib mengajukan permohonan realisasi
mudharabah, permohonan tersebut nantinya akanidipgerlebih dahulu
oleh bagiamccount officeryaitu mengenai kelengkapan dari syarat-syarat
pembiayaan tersebut yang sudah disepakati didalaansefojuan
pemberian pembiayaan.

Setelah itu dokumen diberikan kepada Kepala cabdag
kemudian Kepala cabang melakukan pengecekan unteutaskan
apakah pembiayaan itu ditunda atau dicairkan, dikatujui maka bagian
Account Officer membuat Custumer Facility setelah itu dilakukan
pembukaan rekening pembiayaan atas namuaharib selesai dengan
membubuhkan paraf padaustomer Facilitysebagai bukti telah diinput
dengan benar kemudian dicek kembali oMarketing Officersebelum
diserahkan kepada administrasi pembiayaan.

Seteleh administrasi pembiayaan meyakini bahwa gyt dan
customer facilityitu sah maka dilakukan pencaira@ustomer facility
diserahkan kepadaMarketing Manager untuk mendapat dilakukan
pengecekan dan dan pengesahan. Jika semuanya &edan mka
Marketing maneger akan menandatangani dan mengdanbakepada

Bagian pelaksana pembiayaan yang kemudian dibuatika

pembukuan oleh admin pembiayaan. Setelah semuaelgsas dan
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persyaratan terpenuhi maka dana dapat dicairkan akam lansung
dimasukkan ke rekenimgudharib®

Sebenarnya, dalam hal pencairan dana Bank Syaraatidik Kota
Jambi melakukan dengan cara lansung dan tidakhagrtaal ini dilakukan
karena Bank Syariah Mandiri Kota Jambi selaku agjdak punya
permasalahan lagi denganudharabahjika pencairan telah dilakukan.
Pencairanya juga harus berdasarkan analisis badkpukh pencairan
sekaligus itu maksudnya daRambiayaan Mudharabatiicairkan lansung
secara keseluruhan terhadapudharib sedangkan kalo dana bertahap
dilakukan dengan beransur-ansur bisa 3 bulan satealitiap bulan.

untuk pembiayaammudharabah mugayyadah off balance sheet
rekening pembiayaan yang di gunakan adalah Rekdr@rgfas namakan
pelaksana usaha pada bank yang khusus mencatatihsahlansaksi
pelaksanaan usaha sehubungan dengan pembiayagharabah
Mugayyadah Off Balance Sheetang merupakan bukti sah atas segala

kewajiban pembayaran sepanjang tidak dapat dilbarktlebaliknya.

5. Tahap Pelaksanaan pembiayaan

Pada tahapan ini setelah nasabah pengelola menpenairan
dana maka dana tersebut nantinya akan dipergunakanai dengan
aplikasi atau permohonan, dalam pelaksanaannymlsgioyek berjalan

antara bank dengamudharib akan terjadi kesepakatan nisbah dimana

“Hasil wawancara bersama M. Imam Fanzuri, staff actog, PT. Bank Syariah
Mandiri kota Jambi, 4 Februari 2013
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nisbah antara bank danudharibditentukan diawal misalnya 60:40 yang
berarti atas keuntungan bankh@hibul magl mendapatkan 60 dan
mudahrib40.

Bank Syariah Mandiri Kota Jambi berusaha untuk
mengharmonsasikan kepentingan nasabah penyimpanddamudharib
karena metode bagi hasil merupakan kepentingan kamet€arena
pembiayaan yang digunakan adalah pembiayaamudharabah
mugayyadah of balance sheting imbalan bagi bank hanya berupa Fee
atau bonus saja jadi imbalan bagi hasil harusasengan keadaan yang
benar-benar terjadi. dan mereka inginfan.

Apabila metode ini kita kaitkan dengan hukum Islaraka setuju
rasanya sudah sangat sesuai dengan prinsip isi&mlglam memandang
uang sebagdlow conceptatau uang harus berputar dalam perekonomian,
Islama tidak mengenai metodiene value of monekarena metode ini
menambah nilai kepada uang semata-mata dengan roehasaktu dan
bukan usaha. Islam justru mengenalkaonomic value of moneyaitu

waktu memiliki nilai ekomoni sesuai dengn ajardarts

. Tahap Pembayaran Angsuran Dan Pelunasan
Pada tahapan ini dimulai dari Teller yang menerga@gran dana
untuk rekening, dalam hal pembayaran/pelunasant délpukan dengan

cara pembayaran berupa setoran tunai dan pembagataran berupa

*2 |bid
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setoran warkat (cek/bilyet giro) atau surat berhdainnya. Selanjutnya

adalah melakukan pendebetan rekening (dana) untelbdyaran

angsuran. Dalam hal pembiayaan telah lunas pihakk maelakukan

beberapa cara yaittr

a. Membuat surat keterangan lunas yang disahkan dlietiketing
Managerdan Pimpinan cabang.

b. Melakukan koreksi.

c. Menyiapkan bukti jaminan yang akan diserahkan kepadharib.

d. Menyerahkan surat keterangan lunas dan jaminak midharib.

e. Memintamudharibuntuk menandatangani tanda terima jaminan.

f. Filling dokumen pembiayaan yang telah lunas.

Ada beberapa hal yang perlu dipahami dan dimengkti
pembiayaanMudharabah Mugayyadah Off Balance Shegtis adalah
hanya memfokuskan kepada UMKM, komersil dan korgiodan hanya
akan memb rikan pembiayaan modal kerja dan investhisdharabah
Mugayyadah Off Balance Sheetemiliki jangka waktu investasi selama
6 (enam) bulan sampai 10 (sepuluh) tahun dan kegatinya dapat pula
diperpanjang. Setiap penghitungan bagi hasilnyaishaesuai dengan
kesepakatan. Pada setiap jaminannya dikover kedatanansi yank telah
dibuat atau ditentukan dalam perjanjian mudhargla&hd mudharabah)
sementara itu untuk denda keterlambatanpun ditantoleh bank namun

karna bank hanya bertindak sebagai perantara derskbut menjadi hak

“lbid.
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dari pada investor, bank hanya mengawasi selamaipgaan tersebut

berlansungd?

C. Akibat Hukum Apabila Terjadi Pelanggar an Prudential Banking dalam
Pembiayaan Mudharabah Baik dari Karyawan Maupun Mudharib.
Prudential bankingmerupakan sebuah prinsip yang harus dimiliki
sebuah bank dan merupakan prinsip dasar dalamsaglain pengoprasian
perbankan diseluruh Indonesia baik Bank yang karkdnvensional maupun
Bank Syariah, hal ini sudah sesuai dengan UndaruahmPerbankan No. 10
Tahun1998 Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 UrmtangUndang
No. 21 Tahun 2001 Tentang Perbankan Syariah, katengan berdasarkan
ketentuan yang ditetapkan maka bank tidak dapatyim@angi ketentuan
perbankan bahkan dalam hal pembiayaan, bank saabendi&an pembiayaan
harus dalam keadaan sehat dan baik. Setiap bank h@maung dibawah
Bank Indonesia harus melaksanakprudential bankingbaik itu Bank
Syariah maupun Bank Konvensional, Bank harus set&njaga agar kondisi
mudharilnya tetap berada dalam tingkat lancar dalam menalémah
pinjamannya, sesuai dengan aturan yang sudah betk&m perjanjian dan
ketentuan perbankan, karena setiap pelanggarandifakgkan oleh pegawai
bank akan menjadi faktor kemacetan atau pembiayaam bermasalah.
Dalam hal melakukan pelanggaran pamtadential bankingbisa di

sebabkan oleimudharibnamun juga dapat disebabkan oleh karyawan Bank

* Ibid
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itu sendiri, pelanggaran tersebut nantinya dapedtelgorikan sebagai tindak
Pidana dalam dunia perbankan, kenapa ini bisa akkat tindak pidana
karena pembiayaan Mudharabahdi Perbankan Syariah merupakan
pembiayaan milik perbankan atau menjadi bagianimpgmerbankan dan
segala peraturan yang berlaku dan ditetapkan hditaksanakan dalam
sistem pembiayaan.
Ada beberapa Bentuk pelanggaran-pelanggapadential banking
yang dilakukan oleh karyawan tersebut ad&fah.
1. Manipulasi terhadap data-dataudharibpermohonan pembiayaan
a. Side Streamin@gPenyalahgunaan Dana)
b. Penyalahgunaan Data Keuandaadharib
c. Penyalahgunaan Data jaminaudharib
d. Penyalahgunaan Data kekayaandharib
e. Penyalahgunaan Data pribadudharib
f. Penyalahgunaan Data mengenai riwayat kredit ataubiagaan
yang pernah dilakukan olehudharib.
2. Korupsi
Seperti menerima imbalan dan fasilitas satdharibpemohon
pembiayaan agar permohonannya dapat disetujui dengpat dan
memperlancar pencairan pembiayaan atau supayasan@rhadap
Mudharinya terhadap data-data yang sudah dibuat dan nadwagat

kalau data-data yang diberikan tersebut telah sempdan sesuai

“lbid.
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dengan standar bank serta layak mendapatkan pgaabigpadahal
nyatanya siMudharib belum layak menerima pembiayaan dari bank
karena sesungguhnya data-data tersebut adalah bs&mpurna.
Sehingga dapat menyebabkan pembiayaan tersebuadnbermasalah
dan akhirnya terjadilah kemacetan angsuran, akhifdgnk Syariah
Mandiri Kota Jambi yang akan mengalami kerugian.

3. Kolusi*
Kejahatan perbankan ini dapat merusak kinerja pésoaitu sendiri,
hal ini dapat terjadi karena adanya hubungan khastesraMudharib
dan juga pihak bank, biasanya yang paling serimgde kolusinya
adalah pada saat pemberian anggunan, karna bagkrdsikap hati-
hatinya sering membuat hasil penilaian terhadagaman, lebih baik
suatu anggunan menjadi lebih kecil dibandingkargapgnMudharih
Dalam keadaan ini oknum pegawai bank sering merkandterja sama
untuk merekayasanya dengan meningkatkan nilai a@gjsmlah
informasi  keuanganMudharib pemohon atau menyetujui seluruh
kebutuhan investasMudharib meskipun diketahui adanyaark-up
(penggelebungan jumlah kebutuhan investasi suatwyegr untuk
mendapatkan kredit besar atau lebih besarldading limi) perbuatan
ini yang dilakukan oleh pegawai bank sudah menyalah
wewenangnya sebagai pegawai sebuah perbankan maggaya akan

mempengaruhi penilaian dan keputusan dalam pendnaya

*lbid.
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4. Laping (Penipuary
Pada dasarnya adalah tindak penipuan yang dilakiges®orang
dengan tujuan menyamarkan penyalahgunaan dana yradannya
dana yang dibayarkamudharib pada bank. Penyamaran dilakukan
dengan menutup kekurangan dana padaount Mudharibpertama
dengan menggunakan dana danudharib lain yang melakukan
pembayaran tepat setelatudharib pertama. Akibatnya pada laporan
terlihat adanya kekurangan paéa&count mudharibkedua (padahal
semestinya sudah dilakukan pembayaran penuh)

5. Terkadang pegawai Bank Syariah Mandiri Kota Jambigidn
pembiayaan salah menganalidduman Error) yang dapat membuat
bank rugi, karena terkadamdudharib yang tidak layak mendapatkan
pembiayaan menjadi layak mendapatkan pembiaydem,hpl seperti
ini dibiarkan terjadi maka ketidakmampuan bank megaai
pembiayaan dapat membuat masalah sendiri bagi rdexbahal ini
kadang diakibatkan oleh sumber daya manusia atptofesionalan
pejabat bank dalam hal pembiayaan sehingga tidakyawari kalo
Mudharib tersebut sudah bermasalah dan mempunya niat tikadik
tidak baik dan leluasa menipu pihak bahiSejauh ini Bank Syariah

Mandiri Kota Jambi yang diberikan kepercayaan unta&megang

ATy pi
Ibid.
“%wawancara dengan Bagian Accounting bapak M. Infamzuri, PT. Bank Syariah
Mandiri kota Jambi pada tanggal 5 Februari 2013
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prinsip syariah mengkhususkan atau menfokuskannggiaan ini
kepadaViarketing Managef?

Sanksi yang diberikan oleh Bank Indonesia dan Bgydciah pada
dasarnya sama yaitu sama-sama menerapkan saksiistdatif dan juga
yuridis sesuai dengan undang-undang perbankanbyenteku:

1. Saksi administratif
Sanksi pertama berupa Penurunan grade, Penurunbatana
Penghilangan bonus. Hal ini diberikan sesuai dengahijakan
perbankan dan tergantung seberapa jauh krayawarakakein
pelanggarannya, misalkan pelanggaran tersebut habgeupa
kekurangan seperti KTP lama yang habis masa bermakka bank
tidak akan memberikan saksi kepada karyawan haaya Isank
meminta perbaharuan KTP tersebut kepadadharib untuk
melengkapinya. Sanksi selanjutnya adalah pembetieat peringatan
dan dilanjutkan dengan pemecatan secara tidak hokepada
karyawan yang melakukan pelanggaran tersebut hafteirfadi jika
surat peringatan yang telah diberikan sudah tidgdatidigunakan lagi,
karna ini adalah peraturan bersama Bank SyariatdMafota Jambi
dan Bank Syariah Mandiri pusat mengikuti aturanuaeg&etentuan
yang berlaku, hal ini digunakan karna Bank Syatfdandiri kota
Jambi merupakan tempat uang bergerak dari mulantEn, deposito

dan lain-lain yang menjadi hajat hidup kebutuhaangr banyak,

“Ibid.
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Sejauh ini sanksi dapat berlaku jika Bank sudalakuddan penilaian-
penilaian terhadap kinerja dari pegawai yang beamds tersebut
setidaknya hingga 1 (satu) tahun lamanya masa Eegank Syariah
Mandiri Kota Jambi. Selain Bank Syariah Mandiri &atambi, Bank
Indonesia juga berhak memberikan sanksi kepadaakany tersebut,
Bank Indonesia dapat menerapkan sanksi dengan mepgaa pasal
58, 63, 64 dan 66 undang-undang no.21 tahun 200@&ng Bank
Syariah®

Adapun beberapan sanksi yang diterapkan dalam 5&$Erupa?.1

Denda uang;

. Teguran tertulis;

a.
b

c. Penurunan tingkat kesehatan Bank Syariah dan UUS;
d. Pelarangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring

e

Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kasgbang
tertentu maupun untuk Bank Syariah dan UUS seasalliruhan;

f. Pemberhentian pengurus Bank Syariah dan Bank Umum
Konvensional yang memiliki UUS, dan selanjutnya orgok dan
mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umoragaeg
Saham mengangkat pengganti yang tetap denganyjaeseBank
Indonesia;

g. Pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemsghamn
Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang m&miluUS

dalam daftar orang tercela di bidang perbankaratizm/

*Ibid.

*lpasal 58 undang-undang perbankan syariah no,.amh 2008
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h. Pencabutan izin usaha.
2. Sanksi Yuridis

Sanksi hukum terhadap karyawan yang bermasaldldék diberikan
atau ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri lansuaigksinya, Bank
Syariah Mandiri menyerahkan semuanya sesuai dehgsmtuan
undang-undang yang telah berlaku, karena undanghgndelah
mengatur mengenai sanksi-sanksi atas pelanggatamggaran yang
dilakukan karyawan contohnya manipulasi, korupsi lakuman yang
telah ditetapkan oleh undang-undang Perbankan &simahun 2008,
seluruhnya berlaku baik untuk karyawan yang berlakuBank
Konvensional maupun Bank Syariah. Namun sanksitidak pula
diberikan secara lansung karena Bank menyerahkanase/a kepada
kepolisian agar segera diproses karena ini merup&egahatan di
dunia perbankan. Kepolisian berhak menyelidiki darengadili
karyawan yang melakukan kejahatanan perbankan kemudrulah
pengadilan memberikan hukuman atas pelanggaran gdakukan
oleh pegawai bank tersebut yang dengan sengaja ngueig
memanipulasi dan juga sengaja memberikan keterangailsu
mengenamudharibpemohon dan menerima imbalan daridharib®
Sudah ditetapkan bahwa setiap karyawan diBank &yatan yang
bekerja untuk Bank Syariah Mandiri Kota Jambi difeg atau tidak

boleh menerima barang dalam bentuk apapun karddreawdatirkan

*?bid.
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terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan suap-menykapada

karyawan bank®

Sanksi permasalahan pelanggaran perbankan inipgrdialam pasal

63 undang-undang perbankan dalam huruf (a) nggoatarml komisaris,

direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umunvénsional

yang memiliki UUS yang dengan sengja:

a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsin da
pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau lagagiatan
usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekenirig Baak Syariah
atau UUS;

b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabélak
dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau didporan,
dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atavalapansaksi
atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS; dan/atau

c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapias; a
menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam peituddau
dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usdduaatau
laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syatiih UUS, atau
dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilgngkan
menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuarebters
dipidana dengan pidana penjara paling singkatndaflitahun dan

paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana deyadiag sedikit

S3Wawancara dengan bagian Accounting bapak M. Imaneu@a PT. Bank Syariah
Mandiri kota Jambi pada tanggal 5 Februari 2013.
*¥ pasal 63 undang-undang perbankan syariah noh2h 2008.
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Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalingabanyak

Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Sementara itu dalam Huruf (b) dikatakan Anggota atew

komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah &aok Umum

Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujiiuk
menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan,yaetm,
uang, atau barang berharga untuk keuntungan pnipaditau
untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka:

1) Mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi oramg la
dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atalitggsi
penyaluran dana dari Bank Syariah atau UUS;

2) Melakukan pembelian oleh Bank Syariah atau UUS sueet
wesel, surat promes, cek dan kertas dagang, atati bu
kewajiban lainnya;

3) Memberikan persetujuan bagi orang lain untuk mela&kan
penarikan dana yang melebihi batas penyaluran ganzada
Bank Syariah atau UUS; dan/atau

b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukmaiuk
memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap
ketentuan dalam Undang-undang ini dipidana dengdanpg
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan palinghda8

(delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.
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5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan palinghek Rp.

100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Selanjutnya penetapan sanksi juga terdapat dalsal pd perbankan
syariah vyaitu Pihak Terafiliasi yang dengan sengajdak
melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan umh@mastikan
ketaatan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensioaad)ynemiliki
UUS terhadap ketentuan dalam undang-undang indaliai dengan
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dafingalama 8
(delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit@@5000.000,00
(lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.00@.@@0,00 (seratus
miliar rupiah).

Pada Pasal 66 juga terdapat penjelasan tentangtandjgeksi
yang melakukan pelanggaran prudential banking ddwrhan yang
didapat olehnya:

1. Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bdnkum

Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang
Undang ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatk
kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyelmabka
keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat;

b. Menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pessaik
yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantornteu

publik yang ditugasi oleh dewan komisaris;
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c. Memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjamdsngan
melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkatagank
Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian ngghi
membahayakan kelangsungan usaha Bank SyarialUat8u
dan/atau

d. Tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukanukint
memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap
ketentuan Batas Maksimum Pemberian Penyaluran Dana
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang iniatin/
ketentuan yang berlaku dipidana dengan pidana f@epgling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)utahian
pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00u (saitiar
rupiah) dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dukam
rupiah).

2. Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah atau BlEmkum
Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja
melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank SydsiatuUS
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2)(tkhun dan
paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana dendagaedikit
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan palingnyak
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Sejauh ini Bank Syariah Mandiri Kota Jambi sudahnenapkan

prudential bankingdengan baik, jika sudah demikian tergantung bagjasm
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kejujuran setiap karyawannya dalam hal menangambfm/aan yatu dari
diri bagian marketingnya yang harus mempunyai mgaalg lebih, karena
Bank Syariah Mandiri berbeda dengan bank lain yamengedepankan
budaya syariaft

Jika yang melakukan pelanggaraorudential banking adalah
mudharibmaka Bank Syariah Kota Jambi akan melakukan tiawdaikdakan
atau cara bagaimana agaudharib menjadi patuh dengan perjanjian yang
telah dibuat. Jika terjadi pelanggaran yang dilakuklehmudharib maka
selaku pihak bank akan memeriksa terlebih dahuuyapg terjadi, apa yang
menyebabkan usahaudharib menjadi macet,atau dia memang tidak mau
bayar, kalo kejadiannymudharibtidak mau bayar dan tidak ikut peraturan
maka jalur yang ditempuh adalah jalur kekeluargaslebih dahulu, sejauh
ini tingkat mudharibdi jambi ini relatif kecil kalo seandainya lansutipawa
ke arbitrase butuh energi yang lebih dan sejaulmieinang belum pernah
kasusMudharabahdibawa ke badan arbitrase nasional atau jalgasii’®®

Sesuai dengan hasil wawancara dengan staf BankaBydandiri
Kota Jambi. Untuk menangani pembiayaan yang betatasdéi Bank
Syariah Mandiri Kota Jambi dilakukan dengan penyeltan atau
penyehatan kembali pembiayaan bermasalah dapatukiia dengan
cara®’

1. Rescheludingpenjadwalan kembali)

*Ibid.
*Ibid.

*"Ibid.
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Merupakan usaha penyelamatan atau penyehatan kegmebabiayaan
atau kredit bermasalah dengan cara merubah jadev@ &tau jangka
waktu kerjasama dengan memperpanjang waktu kok&g#tsama agar
usaha yang dilaksanakan dapat berkembang lebiaskel(tidak dapat
dipaksakan jangka waktunya) sehingga dapat menaefiasil atau
keuntungan sesuai dengan yang telah direncanakan.

. Resctructingpenataan kembali)

Dilakukan dengan penyelamatan atau penyehatan Hkemba

proyek bermasalah dengan cara penataan kembatstpembiayaan

untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuamgan atau

cash flomMudharib, tindakan restructuring dapat berupa:

a. Penambahan plafon pembayaran

b. Perhitungan kembali bagi hasil yang direncanakan

c. Sapat disertai dengan penjadwalan kembali jangketuva
kerjasama dan atau perubahan persyaratan lainnya.

. ReconditioningPerubahan Persyaratan)

Dilakukan untuk penyelamatan atau penyehatan keémbal

pembiayaan bermasalahan barulah akan dapat tenapalila:
a. Adanya itikad baik dari debitur atau pemilik jamina

b. Tertundanya atau tidak terpenuhinya kewajiban bulkarenakan

kesengajaan  debitur ataupun prospek usahanya masih

dimungkinkan
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Meskipun dalam hal pemberian pembiayddudharabahbank telah
menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai cara untakghindari adanya
pembiayaan yang bermasalah hal tersebut tetap thajzati. Sejauh ini Bank
syariah Mandiri hanya melakukan pemanggilan danirteg kepada pihak
nasabah yang melakukan pelanggaran, dan Alhanadulilara nasabah
mengerti dan mengikuti peraturan sesuai denggpeiganjian yang berlaku,
Namun apabila terjadi atau ada nasabah yang tidakuoti aturan meskipun
sudah diberitahukan dan ditegur oleh pihak Banku ataelakukan
pembiayaan yang bermasalah, Bank Syariah Mandiai &ambi diselesaikan
dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariala ¥2arg ditempuh oleh
Bank Syariah Mandiri kota Jambi ada dua tahapuyait
1. Menyelesaikan secara musyawatah

Setiap terjadinya pembiayaan yang macet pihak B&yriah
Mandiri kota Jambi tetap mengupayakan penyelesaiengan jalan
kekeluargaan. Pihak bank tidak menutup kemungkagzabila ada karib
kerabat dari nasabah yang bersedia menjadi penjdamrmelunasi utang
nasabah tersebut. Sehingga untuk lebih mencermipkiasip syariah,
dalam hal terjadinya suatu pembiayaan yang beraiasadihak bank
mengusahakan untuk dapat menyelesaikannya deniganmasyawarah
secara kekeluargaan saja. Jika cara ini tidak dagatlitempuh maka hak
terakhir yang digunakan adalah jalur litigasi.

2. Melalui lembaga yang terkait dengan kegiatark bslam.

*Fbid.
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Menurut Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bank Indonéémanor
7/46/PBI/2005 menyatakan bilamana musyawarah deemygsiesaikan
sengketa/perselisihan tidak tercapai, maka persialeselanjutnya dapat
dilakukan melalui alternatif penyelesaian senglkatu badan arbitrase
syariah. Namun, dalam hal penyelesaian sengket@um8&8ASYARNAS
jarang sekali terjadi mengingat pada aplikasinyau atpraktiknya
pelaksanaan penyelesian permasalahan tentang peaibikebih sulit dan
berbelit belit, mengingat pula jauhnya lokasi temBASYARNAS yang
hanya ada dikota-kota tertentu dan belum ada dilaebi>®

Lembaga penyelesaian selanjutnya adalah dipengaaljjama yaitu
melalui perubahan Undang-Undang No. 3 Tahun 200&dap Pasal 49
Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilammagditentukan
bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mkemememutus
dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama armieaag-orang yang
beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wakiagh, wakaf, zakat,
infaq, shadagah dan ekonomi syariah.

Bank Syariah Mandiri Kota Jambi dalam melakukanyp@saian
permasalahan selain menggunakan penyelesaian difilmg Agama
namun untuk hal-hal tertentu seperti perbedaan ageau hal-hal tertetu
yang tidak dapat disebutkan maka diselesaikan mdPangadilan Negri.
Hal ini dikhawatirkan karna Bank Syariah Mandiriminati oleh semua

kalangan agama, perbedaaan keyakinan tersebut utttiak dapat

*9 |bid
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membuata nasabah menjadi bingung, makanya dipiliin glternatif yaitu
pengadilan negri. Namun hingga saat ini kasus letsbelum pernah
terjadi di bank syarah mandiri kota jartfbi

Segala hal dalam akadudharabahyang ditandangani oleh para

pihak tetap berpedoman kepada ketentuan umum dddaku I
KUHPerdata dan peraturan perundangan-undangan lyargku. Akan
tetapi didalamnya juga terdapat ketentuan-ketenyi@any mengacu pada
hukum Islam Penggunaan jasa pihak asuransi untukuttne segala
kerugian yang timbul dalam pelaksanaan ddadharabahadalah dengan
pertimbangan bahwa walaupun para pihak dalam netaksn hak-hak
dan kewajibannya dalam akadudharabahini selalu diawali dengan
itikad baik, namun tidak tertutup kemungkinan térjdal-hal diluar
kekuasaan ataupun kemauan para pihak, yang dapatmindkan
kerugian bagi pengelolaMyudharib), sehingga untuk meminimalisir
kerugian tersebut, digunakan jasa pihak asuransi.

Menurut hemat penulis dalam hal pemberian pembrayken saksi
yang diterapkan harus dilakukan sesuai dengan tketenyang diberikan
perbankan, Bank Syariah Mandiri tidak boleh menkaeri kelonggaran
terhadap mudharib, contoh KTPnya yang lama susddik tberlaku lagi
digunakan untuk melakukan pembiayaan, hal ini jetefunjukkan bahwa

mudharib tersebut tidak sungguh-sungguh ingin m#&dak pembiayaan jadi

®lbid.
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harusnya Bank Syariah Mandiri Kota Jambi menolaleltéh dahulu ataupun

menerima tapi belum diproses sampai KTPnya setisaibaharui.

. Tanggung Jawab Mudharib Apabila Terjadi Pembiayaan Ber masalah

Pembiayaan bermasalah muncul dikarenakan wanprast&hohibul
maal atau Mudharib (pengusaha) terhadap isi perjanjian pembiayaan.

Wanprestasi dapat terjadi karena berbagai sebtdradain:

1. Shohibul maalatau Mudharib tidak melakukan pembayaran kembali
pokok pinjaman.

2. Shohibul maabhtauMudharib melanggar salah satu pasal dalam perjanjian
pembiayaan.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberian fasilitas [@gmaun di Bank

Syariah Mandiri Kota Jambi jenis wanprestasi yagring terjadi adalah:

1. Wanprestasi pembayaranyudharibdianggap melakukan wanprestasi jika
gagal melakukan pembayaran kembali pokok pinjansata panggal jatuh
tempo atau tidak membayar biaya-biaya lain yangupsdan kewajiban
menurut perjanjian pembiayaan.

2. Wanprestasi karena keterlambatan pelaksanaigmjjsmn
Istilah wanprestasi dalam pembiayaan adalah pesbia bermasalah
yaitu pembiayaan yang masih berlangsung dan mekamjkondisi tidak
berjalan sebagaimana mestinya dengan ditandainaletharibyang tidak
membayar kewajiban sesuai dengan jadwal atau sygaedt yang telah

ditetapkan.
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Ada beberapa Hak dan kewajiban yang harus dipetaridilakukan
oleh Shohibul MaaldanMudharib dalampembiayaan mudharabadi Bank
Syariah Mandiri Kota Jam§t
1. Hak Shohibul Maal

a. Bank berhak memperoleh bagi hasil sesuai nisbaf) geepakati yang
dihitung berdasarkan kondisi riil pendapatan maigntungan atau
bagi hasil yang diterima bank dari pembayaran amagspelaksanaan
usaha.

b. Bank berhak mendapatkan penjelasan tentang objelestansi
pembiayaan.

2. KewajibanShohibul maal

a. Menempatkan dana dibank minimal sebesar pembiayaamndicairkan
kepada pelaku usaha

b. Memberikan komitmen bahwa selama jangka waktu payalin dana
tersebut tidak akan ditarik dan minimal harus sateagan posisi
outstandingoembiayaan.

c. Memberikan penjelasan tentang obyek investasi déehendaki.

d. Menanggung seluruh resiko yang ada selama invdstgsian.

Jika bank memiliki hak dan kewajiban dalam hal pieydean
Mudharabah Mugayyadah maka pelaku usahaM(dharib) baik yang
melakukan pembiayaan secara perorangan maupun pakojmga memiliki
hak dan kewajiban yang sama maka sama yaitu:

1. Hak Mudharib

®1 Data di peroleh dari PT. Bank kota Jambi melbagian telleribu Mayarosa pada
tanggal 5 Februari 2013
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Bertindak sebagai pengelola dana investasi yareyalgh dari agen.
2. KewajibanMudharib
a. Menjalankan usaha yang tidak bertentangan dengasipsyariah
b. Bertanggung jawab penuh atsa pengelolaan danadigrgna dalam
sebuah usaha/usaha tertentu.
c. Membayar bagi hasil atau margin sesuai dengan k&atgm
d. Mematuhi seluruh covernt yang telah disepakatirdad&ad.

Apabila terjadi ketidak lancaran usaha, yang meibgdkan
ketidaklancaran pembayaran, maka bank akan menaberiknasukan
konseling dengan bantuan teknis tanpa menimbulkesika maupun
komitmen apapun bagi pihak bank seba&Jzhibul Al- Maaf?

Apabila kondisi pengelolaMudharib) sudah tidak dapat diselamatkan
maka bank akan membuat berita acara penyelesaiabigpgan dengan
usulan langkah konkret penyelesaistudharib tersebut. Setelah itu bank
akan melakukan eksekusi terhadap jaminan yangirddedan dijual sesuai
ketentuan yang berlakd.

Dalam hal terjadinya ketidaklancaran pembayaranakban yang
dilakukan pengelolaMudharib) dikarenakan sebab-sebab tertentu yang tidak
dapat diperhitungkarfqrce majeurg oleh pengelolaMudharib) dan bank,
maka para pihak sepakat menggunakan jasa asurassikerugian yang

diderita dimana obyek pembiayaan diasuransikan afeng@suransi

®4wawancara dengabagian Accounting bapak M. Imam Fanzuri, PT. Bank Syariah
Mandiri kota Jambi pada tanggal 5 Februari 2013

®bid.
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kehilangan, kerusakan dan bencana alam termasuk&etm dan pelunasan
klausul sampai kerusakan dan penjarahan dilindumdguk kepentingan
pengelola [Mudharib). Apabila terjadi ketidak lancaran maupun
ketidakmampuan pembayaran yang diakibatkarce Majeure pihak bank
akan melakukan penyelidikan dan rupa sehingga ddiganakan sebagai
salah satu pertimbangan dalam mengambil keputuBada dasar usaha
untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalahs hailakukan
berdasarkan perjanjian atau perikatan yang ada keténtuan hukum yang
berlaku. Usaha penyelesaian pembiayaan bermasdddhdiarahkan kepada
pendekatan secara damai atau sukarela tanpa meledgs pengadilan. Jika
ternyata penyelesaian pembiayaan bermasalah s#maa atau tidak dapat
menyelesaikan masalah terpaksa dilakukan melahgguéilan®®

Dalam hal terjadinya kegagalan dalam pembiay&d&rdharabah
maka Bank Syariah Mandiri Kota Jambi, tidak bertamy jawab jika
pembiayaan tersebut telah diberikan secara sepgaukepadamudharib
dengan prosedur yang benar dan tepat karna sifiathmnya sebagai control
namun yang melaksanakannya adalah para pelaku (realdaaril di Bank
Syariah Mandiri Kota Jambi belum pernah terjadi dgajan dalam hal
pembiayaan, namun jika karena wanprestasi dan gmgdaan perjanjian

pernah terjadi®

®Wawancara dengabagian Accounting bapak M. Imam Fanzuri, PT. Bank Syariah
Mandiri kota Jambi pada tanggal 5 Februari 2013

*Ibid.
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Jika kegagalannya diakibatkan oleh karena bukaraldesn dari
mudharib maka Bank Syariah Mandiri Kota Jambi nmigalkarna peceklik,
kegagalan panen sawit atau karet maka Bank Syktaatdiri nantinya akan
memberikan perpanjangan kontrak, misalkan uang ydiagnbil untuk
pembiayaan tersebut berjumlah 50 juta rupiah hdrumasi dalam waktu
dua tahun maka dapat diperpanjang misalnya seléamea tahun dengan
memperkecil angsuran yang diberikamdharibterhadap bank. Namun jika
kegagalan diakibatkan oleHuman erroryang diakibatkan oleh kelalaian
pihak bank maka ditanggung oleh pihak Bank. Namejauh ini Bank
Syariah Mandiri Kota Jambi belum pernah melakukasalkahan dalam
penilaian terhadamudharibtersebut karna untuk mendapatkan pembiayaan
tersebut para pegawai Bank Syariah Mandiri akanetiteterlebih dahulu
kelayakan dannudharitnya®

Jadi kesimpulan dari seluruh rangkaian yang ad@aslidimulai dari
penerapanprudential bankingya, saksi dan akibat hukumnya hingga
tanggung jawabmudharib apabila terjadi pembiayaan bermasalah di Bank
Syariah Mandiri Kota Jambi adalah, Bank dandharib harus sama-sama
mengandalkan dan mengedepankan kejujuran dalarapseglaksanaan
pembiayaan mudharabahMeskipun dalam pembiayaan mudharabah
mugayyadah of balance shdmtnk hanya bertindak sebagai perantara namun
bank tetap bertugas mengawasi pembiayaan agar tilgdi sesuatu hal

yang bermasalah. Dalam peneragamdential bankingdi Bank Syariah

®Ibid.
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Mandiri Kota Jambi yang menjadi wajib diperhatiki&n adalah bagaimana
penilaian dari 5C yaitwharacter, capability, condition of economy,capital
dan coleteralyang terdapat dalam analisa pembiayaan, ini dikenwntuk
mengetahui kondismudharib yang sebenarnya. Apakah yang ditulis dan
diucapkan sudah sesuai dengan kenyataannya di@pamgnilaian awal
menjadi penting dalam setiap penerapanudential banking pada
pembiayaan mudhrabalkarena jika sejak awal kebohongan yang di lakukan
oleh mudharib sudah diketahui untuk apa pembiag#&aruskan.

Menjaga amanah untuk selalu menjaga kesehatan demgan cara
harus menjalankarprudential banking dengan iktikad baik, jadi bagi
mudharibyang ingin melakukan pembiayaan di Bank Syariamdita Kota
Jambi harus mengutamakan iktikad baik dari awajlapgan sampai akhir,
jika itu dilakukan dengan baik maka tidak akan pérterjadi permasalahan
dalampembiayaammudharabah

Prinsip-prinsip syariah juga perlu diterapkan dalpembiayaan ini
dikarenakan mudharabah mugayyadah off balance sheefsnya
menyebutkan jumlah minimal dana saja dan tidak kedantuan maksimal,
ketentuan penggunaan prinsip-prinsip tersebutahdakbagai prudential
banking bagi pembiayaan mudharabah ini.

Bagi siapa saja yang melanggar akan dikenakan isa@kga sanksi
dari pihak bank dan juga sanksi dari undang-undapsbila kejahatan
perbankan tersebut terjadi dalam tahap ringan ra#ka diselesaikan oleh
bank namun jika sudah berat maka kepolisian bemnatkgadili mereka yang

melakukan kejahatan perbankan.
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Tatacara yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Kosanldi sudah
cukup benar dalam pelaksangambiayaan mudharabayang sangat sulit
dalam pengaplikasiannya, kendala-kendala meng&kibatpembiayaan
menjadi lamban untuk dicairkan.

Terlihat sekali kalau prinsiprudential bankingdalam perbankan
syariah itu juga menggunakan unsur-unsur syariatalainnya seperti
digunakannya analisa syariah bagi setiap Bank &yagar tidak terjadi hal-
hal yang bersifat dilarangPrudentil bankingjuga mengandalkan sifat
keadilan dalam Perbankan Syariah karena denganyadeeadilan maka
antarasohibul maaldan mudharib tidak ada yang dirugikan, hal tersebut
dapat menyebabkan pembiayaan akan terlaksana debgdn Unsur
penilaian usaha juga ditentukan dan dalam hal amgypaling terpenting
dilaksanakan untuk menjalankprudential bankingdengan baik adalah sifat
kejujuran dan terbuka antasahibul maalmudharibdan bank.

Setuju rasanya jika setiap permasalahan dalam Pkalbiyaan
mudharabahdiselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu ingatg
Bank Syariah Mandiri Kota Jambi merupakan Bank nislayang
nengutamakan sistem kekeluarga antara bankmatharib,jika tidak dapat
dislesaikan baru di bawa kejalur yang lebih tind®8ank dalam menghadapi
pembiayaan bermasalah hanya mengharapkan mudhagibksanakan
perjanjian dengan baik jika terjadi kerugian kenizal saja dana yang sudah
diberikan kepada bank, dengan begitu bank tidak akempermasalahkan

hal tersebut lagi.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan sesuai dengan
rumusah masalah yang dibuat maka penulis dapat mengambil kesimpulan

sebagai berikut:

1. Bank Syariah Mandiri Kota Jambi menerapkan prinsip kehati-hatian pada
pembiayaan mudharabah yang dikhususkan kepada Mudharabah
Mugayyadah Off Balance Shett dimana bank bertindak sebagai perantara
(agen) dari pihak sohibulmall kepada mudharib, bank berharap dengan
demikian tidak akan mengalami kegagalan. Pemberian pembiayaan ini
berlansung dengan memanfaatkan dana dari pihak ketiga baik berupa giro,
tabungan maupun deposito. dalam pembiayaan ini nasabah dibebaskan
untuk menentukan kegiatan usaha yang diinginkan untuk diberikan dan
digjukan kepada pelaku usaha melalui Bank Syariah Mandiri Kota Jambi.
Bnak berperan sebagai intermediary antara shohibul maal dan mudharib,
dan dalam pembiayaan Mudharabah Mugayyadah Off Balance Shett Bank
Syariah Mandiri memberikan pembiayaan dan investasi yang fleksibel.
Fleksibel yang dimaksud yaitu menyesuaikan kepada karakteristik/jenis
usaha yang akan dibiayai dengan tingkat penerimaan Risk And Return
Profile pemilik dana secara khusus dan masyarakat boleh memilih usaha

yang diminati asakan masih dalam bidang UMKM, komersil dan
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korporasi. Penerapan prudential banking ini terlebih dahulu harus di Bank

Syariah Mandiri Kota Jambi mengikuti prosedur yang berlaku yaitu:

a. permohonan pembiayaan, pemohon pada tahapan ini mengajukan
permohonan kepada Bank Syariah Mandiri Kota Jambi dengan
melengkapi syarat-syarat yang diminta oleh Bank Syariah Mandiri
Kota Jambi khususnya dalam hal pembiayaan Mudharabah
Mugayyadah Off Balance Shett

b. analisis pembiayaan, pada tahapan analisa pembiayaan syarat-syarat
yang sudah dilengkapi mudharib tersebut akan diperiksan oleh pihak
bank, kemudia akan meneliti kejujuran mudharib dalam hal menerima
pembiayaan apakah berhak atau tidak mendapatkan pembiayaan.
penilaian terhadap mudharib dapat dilaksanakan melalui prinsip
mengenal nasabah (5C) seperti character, capacity, capital, condition
of economy, collateral hal ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana
tingkah laku dan kejujuran mudharib dalam melakukan pembiayaan
dan juga memiliki 7 langkah yaitu party, purpose, prospect, payment,
profitability dan protection. bukan hanya hal itu saja namun pihak
bank juga harus mengandalkan sifat jujur dan amanah terhadap
nasabah yang melakukan pembiayaan. Bukan hanya beberapa prinsip
itu saja dalam penilaian prudential banking bagi calon mudharib tapi
juga prinsip syariah seperti Sddig, Amanah, Tabligh, Fathonah dan
juga hatus memperhatikan analisa-analisanya sperti analisa yuridis,

managemen, teknis, pemasaran, keuangan, anggunan, dan syariah.
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C. persetujuan pembiayaan, pada tahapan ini pembiayaan yang sudah
diperiksa tersebut akan diperiksa kembali oleh bagian pembiayaan
untuk mengetahui apakah pembiayaan terebut dapat diterima atau tidak
dan juga segala persyaratan yang diberikan oleh bank akan dituangkan
dalam akad mudharabah nantinya, didalamnya terdapat defenis,
jangka waktu, penarikan pembiayaan kesepakatan dan lain-lain.

d. pencairan, tahapan ini digunakan untuk atau sebagai tahap mudharib
melakukan pencairan dari pihak bank dan shohibull mall memiliki
rekening lansung yang berataskan namanya pada bank agar
emudahkan pembiayaan, karena penyetoran pembiayaan lansung
terkirim ke rekening shohibul maal

e. pelaksanaan pembiayaan, mudharib dapat memulai usahanya, namun
perlu diingat bahwa bank dalam tahapan ini hanya bertindak sebagai
perantara sgja, jadi bank hanya mendapatkan bonus dari mudhariab
dan pelaku usaha yang sesuai dengan kesepakatan mudharin dan juga
pelaku usaha

f. pembayaran angsuran dan pelunasan. nantinya pada tahapan terakhir
ini maka anggunan yang sudah diberikan oleh mudharib kepada bnak
akan dikembalikan sebagai tanda telah usainya perjanjian, mudhaib
dapat memberikan pelunasan melalui cek/bilyet ataupun giro.

Mudharabah Mugayyadah Off Balance Shett dipilih olenh Bank

Syariah Mandiri Kota Jambi agar bank tetap mampu menjalankan kegiatan

pembiayaan mudharabah namun tidak mendapatkan resiko karena pada
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prinsipnya mudharabah mugayyadah di bank syariah mandiri kota jambi

tersebut sudah dilakukan sesuai dengan amanat undang-undang yang

berlaku bagi Bank Syariah.

. Pelanggaran prudential banking di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi bisa

berupa penyalahgunaan dana, penyalahgunaan data baik berupa data

pribadi, jaminan kekayaan dan riwayat kredit dan juga korupsi, kolusi dan
lapping dan bisa juga terjadi karena pegawai salah melakukan anaisa

(human error). Ada beberapa akibat hukum apabila melakukan

pelanggaran yaitu:

a Saksi administratif dalam pelanggaran prudential banking dapat
berupa penurunan grade, penghilangan bonus, penurunan jabatan, surat
teguran tertulis hingga pemecatan secara tidak hormat kepada para
karyawan yang melakukan pelanggaran, Bank Syariah Mandiri Kota
Jambi dalam memberikan sanksi mengikuti aturan dari Bank Syariah
Mandiri pusat dan juga Bank Indonesia. Penerapan sanksi oleh Bank
Indonesia sanksi administratif sesuai dengan ketentuan pasal 58
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yaitu
saksi yang diberikan dapat berupa denda tertulis, teguran tertulis,
penurunan tingkat kesehatan bank, pembekuan kegiatan usaha,
pelarangan ikut kliring, pemberhentian pengurus serta pencabutan izin
usaha.

b. Saksi yuridis Bank Syariah Mandiri tidak dapat bertindak sendiri

karena dalam ha pemberian saks yuridis ini sudah masuk kedalam
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ruang lingkup pidana jadi Bank Syariah Mandiri bekerjasama dengan
Bank Indonesia akan memberikan tugas dan wewenang ini kepada
polisi untuk ditindaklanjuti dan diadili secara hukum yang baik dan
benar karena hal ini sudah dianggap sebagai kegahatan dunia
perbankan. Sanksi yuridis ini berlaku bagi direksi, komisaris dan juga
pegawai yang dengan sengaja tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian
maka akan diberikan saksipidana berupa denda uang serta kurungan
penjara yang dijatuhkan secara komulatif dan bukan alternatif.

Dengan adanya hal tersebut, tidak akan membatalkan akad dari
pembiayaan mudharabah karena hal tersebut atau ketentuan prudential
banking tidak termasuk dalam akad mudharabah dan juga analisis dari
pembiayaannya dilakukan dengan baik yaitu secarateliti dan dilakukan
dengan iktikad baik yaitu pihak bank memiliki kewajiban untuk fakta
materilnya dengan hal yang dinegosiasikan sedangkan mudharib
memilki kewgjiban untuk meneliti materil tersebut.

Jika pelanggaran tersebut dilakukan oleh mudharib misalnya akibat
pecklik, kegagalan panen maka Bank Syariah Mandiri Kota Jambi
akan memeriksanya dan melakukan perpanjangan kontrak karena
kesalahan tersebut murni bukan kesalahan yang dibuat oleh mudharib
namun merupakan gejala alam yang sering terjadi, jika kegagalan
diakibatkan oleh kelalaian mudharib maka bank meminta mudharib

untuk melaksanakan perjanjian sampai perjanjian tersebut berakhir,
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ataupun dapat membawa kejalur arbitrase atau pengadilan jika
mudharib tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.

. bagi setiap pembiayaan yang bermasalah dapat dilakukan
penyelamatan dengan cara penjadwalan kembali (Rescheluding),
penataan kembali (Resctructing), Perubahan Syarat (Reconditioning),
hal ini digunakan untuk meninjau dan melaksanakan ulang termasuk
mengulang isi perjanjian dan penghitungan kembali bagi hasil agar dan
memulai semua kegiatannya dari awal kembali.

Untuk Bank Syariah Mandiri Kota Jambi selama ini setiap
permasal ahan dapat diselesaikan dengan baik, sgjauh ini permasalahan
ini belum ada yang dibawa kejalur arbitrase atau pengadilan karena
dapat diselesaikan secara musyawarah sgja, mudharib sudah dapat
mengerti apa yang disampaikan oleh pihak bank dan mau mengikuti
ketentuan isi perjanjian.

. jalur penyelesaian yang paling tinggi dalam permasalahan pembiayaan
mudharabah ini adalah jalur arbitrase dan jalur pengadilan, pada jalur
arbitrase akan dilakukan penyelesaian diluar pengadilan dan
diselesalkan melalui jalur BASYARNAS. Sementara penyelesaian
melalui pengadilan dapat diselesaikan dipengadilan agama ataupun
sesuai dengan klausul perjanjian sehingga dapat diselesaikan

dipengadilan negri.
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3. Daam hal tanggung jawab mudharib terhadap pembiayaan bermasalah
yang disebabkan oleh mudharib maka terlebih dahulu yang dilihat adalah
apa sgja yang menyebabkan terjadinya wanprestasi terhadap pembiayaan
mudharabah tersebut dan juga hak-hak dan kewagjiban yang harus
dipenuhi mudharib terhadap bank, permasalahan yang dilakukan oleh
mudharib dapat digolongkan kedalam senggja atau tidak sengaja. Tidak
sengaja seperti disebabkan oleh hal-hal tertentu yang tidak dapat diprediksi
(force majeure) seperti bencana alam dan kebakaran, Bank akan meneliti
atau menyelidiki apa yang menjadi penyebabnya karena hal tersebut dapat
menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan. Biasanya bank dan
mudharib telah sepakat menggunakan jalur asurans atas kerugian yang
diderita
usaha penyelessian permasalahan-permasalahan mudharabah yang
dilakukan oleh mudharib ini lebih diselesaikan secara illam yaitu melalui
jalur musayawarah atau pendekatan secara damai dan kekeluargaan. Bank
Syariah Mandiri Kota Jambi tidak bertanggung jawab terhadap kegagalan
yang terjadi antara mudharib dan pelaku usaha karena pembiayaan
mudharabah mugayyadah off balance shett merupakan pembiayaan dan
perjanjian antara pelaku usaha dan mudharib sementara itu bank hanya
bertindak sebagai perantara dan pengawas agar pembiayaan dilaksanakan
dengan semestinya, dan juga para nasabah yang ingin mendapatkan

pembiayaann ini harus membaca, memepelajari info-info yang diberikan
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karna sifat pembiayaan mudharabah ini adalah pembiayaan khusus dalam

dunia Perbankan Syariah Mandiri Kota Jambi.

B. Saran

1. Bank Syariah Mandiri sebagai penyalur dana masyarakat tanpa riba harus
menerapkan prudential banking dalam segala bentuk transaksinya, Bank
Syariah Mandiri harus memiliki aturan yang lebih terperenci khususmya
dalam setiap pembiayaan yang diberikan, menganalisa pembiayaanpun
haruslah dilakukan dengan teliti dan benar.

2. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia khususnya pada bagian-
bagian yang menangani pembiayaan, jabatan tersebut diberikan kepada
orang yang amanah, jujur dan teliti dengan demikian diharapkan bisa
menjadi pembiayaan yang lebih baik lagi ditangan mereka. Penetapan
sanksi harus dilakukan dengan baik dan benar tidak perduli seberapa tinggi
jabatan yang dimiliki karena kejahatan tetaplah kejahatan,sehigga Bank
Syariah Mandiri dimasa mendatang mampu dan mempunyai prospek yang
lebih baik dan bank menjadi kokoh juga sehat demi menjaga kestabilan
ekonomi bangsa.

3. Bagi nasabah diharapkan untuk mentaati aturan yang sudah berlaku dari
bank, karena bank hanya menuntut nasabah untuk mengikuti aturan yang
berlaku, bank melakukan hal yang baik dengan memberikan bimbingan
kepada nasabah dan melakukan tugasnya sebagali tempat masyarakat
mengadu kesulitan, Bank Syariah Mandiri juga memberikan jalan yang
baik dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu dalam hal
pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah.
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